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Kawasan Cagar Budaya diartikan sebagai satuan ruang geografis yang 
memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Salah satu kawasan cagar budaya di Kota 
Malang adalah Kawasan Jalan Ijen yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar 
Budaya melalui Surat Keterangan (SK) Walikota Tahun 1980. SK ini belum 
membahas perincian pengelolaan dan pelestariannya. Selain itu, Kota Malang 
belum memiliki Perda Cagar Budaya sehingga dapat mengancam keberlanjutan 
bentuk dan nilai dari cagar budaya, khususnya di Kawasan Jalan Ijen. Hal ini 
dikarenakan Kawasan Jalan Ijen didominasi oleh rumah tinggal yang dimiliki non-
pemerintah sehingga pengelolaannya belum sesuai dengan ketentuan bangunan 
cagar budaya yang dilestarikan.  
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, mendeskripsikan dan 
menganalisis pengelolaan Kawasan Jalan Ijen sebagai bentuk pengelolaan Cagar 
Budaya berbasis Sustainable Development. Peneliti menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi di lapangan. Fokus penelitian ini adalah aspek-aspek 
pengelolaan berupa aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek fisik dan aspek 
legilasi serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengelola kawasan 
Jalan Ijen sebagai kawasan cagar budaya berbasis sustainable development. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif dari Miles dan 
Huberman. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Empat aspek pokok pengelolaan 
belum memenuhi syarat yang baik yakni tidak adanya Tim pengelola Kawasan dan 
tidak ada kerjasama antar pengelola, belum adanya Perda Cagar Budaya, belum 
adanya anggaran dan anggaran tidak teridentifikasi, serta perubahan fisik sebesar 
25%-35% dari kawasan aslinya. Di sisi lain, Kawasan ini memiliki faktor 
penunjang yang dapat mempertahankan kepopulerannya yakni rutinitas promosi, 
fasilitas yang cukup lengkap dan komitmen Pemerintah dalam menjaga kelestarian 
Kawasan cagar budaya ini. Dengan melihat keseluruhan pengelolaan Kawasan 
Jalan Ijen dapat dikatakan bahwa pengelolaannya belum memenuhi konsep 
Sustainble Development. 
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The District of heritage conservation is the unit of geography which it has 
two or more archeological site of heritage cultural and it show uniquely 
characteristics of lay out district. The one kind of heritage conservation districts is 
in Malang is Jalan Ijen District that decided through 1980th mayor official letter. 
This letter did not explain about management and conservation. Besides it, Malang 
city didn’t have local regulation about cultural heritage, so it can inhibit sustainable 
of physical and value of cultural heritage, specially for Jalan Ijen District. Since 
Jalan Ijen District is dominated by private building house, so its management is not 
fulfilled reqruirements of of building conservation. 
The purpose of this study is to determine, describe and analyse Management 
of Jalan Ijen District as Cultural Heritage District Based Sustainable Development. 
Researchers used a descriptive research with a qualitative approach. The data were 
obtained through observation, interviews and documentation in the field. The focus 
of this research concerned on the aspects of management are instituion aspect, 
budgeting aspect, physical aspect and legislation aspect, furthermore the factors of 
supporting and inhibiting for management of Jalan Ijen district as cultural heritage 
district based sustainable development. The researcher used the interactive model 
data analysis of Miles and Huberman. 
The results of this study show that four aspects of management are not fulfill 
good reqruitments yet, such as its has not district management organization and the 
actors of management did not cooperate well, its has not local regulation about 
cultural heritage, there’s no plan about budgeting and it were not identified, 
furthermore its physically has changed around 25%-35% from the district of 
authenticity. Besides it, this district has supporting factors to holdout popularity 
such as continuity promotion, its has enough facilities and the commitment of 
Government to take care cultural perservation distric. Overall, the management of 
Jalan Ijen district is not fulfilling concept of sustainable development. 
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A. Latar Belakang 
Pemerintah Orde baru cenderung menjalankan pemerintahan sentralistik 
yang terlalu besar. Setelah runtuhnya orde baru, maka Indonesia sebagai negara 
demokrasi menerapkan desentralisasi untuk mencegah kembalinya pemerintah 
yang otoriter. Desentralisasi ini diterapkan sejak tahun 1999 melalui Undang-
Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.  Undang-undang tersebut telah 
direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 yang kemudian direvisi kembali menjadi 
UU No. 23 tahun 2014. Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 pada pasal 1 
mendefinisikan, “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”, dan “Asas 
Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan 
Otonomi Daerah.” Lebih lanjut UU ini menjelaskan, “Otonomi Daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.” Sebagaimana pengertian desentralisasi dan otonomi 
daerah, maka secara langsung membuka kewenangan pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah dibentuk agar pemerintah lebih mengetahui 
permasalahan dan potensi daerah sehingga lebih mendekatkan pemerintah untuk 
mengatur dan memahami keadaan masyarakat. Meskipun Pemerintah daerah 
memiliki hak dan wewenang dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya, 
tetapi pemerintah daerah tidak memiliki wewenang terhadap urusan absolut yang 
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dipegang oleh pemerintah pusat yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 
yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama (UU No. 23 tahun 2014). 
Pemerintah daerah berwenang dalam urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintah wajib terbagi menjadi 2 yakni yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Salah satu bidang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 
dengan pelayanan dasar adalah bidang kebudayaan yang berupa Cagar Budaya. 
Tugas Pemerintah daerah dalam mengurus Cagar Budaya telah tertuang 
melalui penjelasan UU No.23 tahun 2014 pada penjelasan bagian Pembagian 
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang berbunyi sebagai berikut. 
a) penetapan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota. 
b) pengelolaan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota. 
c) penerbitan izin membawa Cagar Budaya ke Cagar Budaya ke luar daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 
Urusan pemerintah kota berdasarkan penjelasan undang-undang ini 
menunjukkan bahwa Cagar Budaya perlu ditetapkan, dikelola dan ada prosedur 
perizinan. Perhatian akan Cagar Budaya ini dikarenakan bahwa Cagar Budaya 
memiliki nilai sejarah yang penting, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 pada UU No.11 
tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mendefinisikan Cagar Budaya sebagai berikut. 
Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar 
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 
Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.  
 
Selanjutnya Pasal 5 menjelaskan bahwa Benda, bangunan, atau struktur dapat 
diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur 
Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: 
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a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; 
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan/atau kebudayaan; dan 
d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 
Berdasarkan pengertian dan kriteria Cagar Budaya tersebut, maka dapat 
diketahui sangat pentingnya pengelolaan yang baik karena besarnya nilai-nilai yang 
dikandung oleh Cagar Budaya. Mengingat pula bahwa Indonesia memiliki banyak 
Cagar Budaya. Kekayaan atas Cagar Budaya dapat diketahui dari data Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 yang menyatakan Cagar Budaya yang 
dimiliki Indonesia yang telah ditetapkan sebanyak 66.513 unit dengan perincian 
54.398 unit bergerak dan 12.115 unit tidak bergerak. “Pada tahun 2015 ini, Direktur 
Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud Kemendikbud) mengumumkan sebanyak 70 ribu 
Cagar Budaya yang tersebar di seluruh Indonesia, sudah didaftarkan pemerintah” 
(Esy, 2015). Peningkatan jumlah Cagar Budaya yang dimiliki Indonesia dari tahun 
2013 hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa masih banyak Cagar Budaya yang 
belum didaftarkan sebelumnya dan masih banyak Cagar Budaya yang belum 
didaftarkan saat ini. Sedangkan, penetapan Cagar Budaya di Indonesia per tahunnya 
dari tahun 2013-2015 dapat dilihat dari tabel berikut ini. 
Tabel 1. Penetapan Cagar Budaya tahun 2013-2015 
Jenis Cagar Budaya 2013 2014 2015 
Benda 6 9 4 
Bangunan 4 4 13 
Kawasan 2 3 2 
Situs - 1 - 
Struktur - 2 - 
Jumlah 12 19 19 
Sumber : Olahan Penulis. 
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Sesuai dengan jumlah Cagar Budaya yang dimiliki Indonesia, propinsi Jawa 
Timur menjadi salah satu penyumbangnya. Jawa Timur memiliki Cagar Budaya 
sebanyak 264 situs (BPCB, 2015). Berikut adalah Peta Persebaran Cagar Budaya 
di Jawa Timur. 
 
Gambar 1. Peta Persebaran Situs Cagar Budaya di Jawa Timur 
Sumber : BPCB, 2015. 
Dari 264 Situs Cagar Budaya, Kota dan kabupaten Malang memiliki 19 Situs. 
Selain itu, Kota Malang memiliki 212 Benda Cagar Budaya (BCB) yang terdapat 
di beberapa lokasi yang dapat dilihat dari tabel berikut. 
Tabel 2. Jumlah BCB di Kota Malang 
No Lokasi koleksi Benda Cagar Budaya (BCB) Jumlah (unit) 
1 Museum Mpu Purwa 128 
2 Gereja Kayutangan 25 
3 Hotel Tugu Jl. Tugu kel. Kauman 4 
4 Jl. JA.  Suprapto I E (Celaket) kel. Samaan 3 
5 Jl. Tlogomas Gg.VIII RT 04 RW 05 kel. Tlogomas 8 
6 Punden Watu Gong: Jl. Kanjuruhan RT 04 RW 03 kel. Tlogomas 19 
7 Universitas Gajayana Malang 9 
8 sekitar wilayah tempat tinggal warga Kota Malang 16 
 Jumlah Total 212 
Sumber : LAKIP 2014 DISBUDPAR Kota Malang 
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Sementara untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya di Kota Malang 
masih dalam tahap inventarisasi, kegiatan inventarisasi yang terakhir dilakukan 
adalah tahun 2012. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mendata jumlah dan 
sebaran kekayaan warisan budaya yang dimiliki dan merupakan langkah awal 
proses penetapan Cagar Budaya. Kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan 
secara hukum dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya. Berikut 
adalah klasifikasi cagar budaya berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2012 di Kota 
Malang. 
Tabel 3. Hasil  Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Malang Tahun 2012 
No Klasifikasi Cagar Budaya Jumlah 
1 Bangunan 19 
2 Struktur 2 
3 Situs 1 
4 Benda 7 
Sumber : Laporan Kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya Di Kota Malang 2012 
Manfaat inventarisasi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian 
Cagar Budaya (BPCB) Trowulan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Malang bukan hanya sebagai perlindungan hukum tetapi juga 
untuk kebutuhan pengelolaan Cagar Budaya. Pengelolaan Cagar Budaya 
berdasarkan UU No. 11 tahun 2010 mendefiniskan, “Pengelolaan adalah upaya 
terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya 
melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.” Sesuai definisi ini, maka dapat diketahui 
bahwa pengelolaan membentuk tiga bagian yang perlu dilakukan secara terpadu 
yakni melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Tiga bagian perlu 
dijalankan secara imbang. Pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Malang mampu 
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menyentuh berbagai lapisan dan memberikan dampak yang positif, diantaranya 
adalah: 
a. Menambah Khasanah Budaya Malang 
Cagar Budaya merupakan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa ada peristiwa 
besar di Masa Lampau. Cagar Budaya ini dapat menggambarkan sejarah Kota 
Malang dan perkembangannya, karena Cagar Budaya adalah warisan dari generasi 
masa lalu. Keaslian yang dimiliki suatu Cagar Budaya akan menunjukkan Khas 
Kota Malang yang tidak dimiliki oleh daerah atau negara lain sehingga Cagar 
Budaya adalah khasanah budaya yang mampu menggambarkan peristiwa yang 
telah terjadi di Kota Malang.  
b. Mengembangkan Pariwisata Kota Malang 
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu jenis tujuan pariwisata adalah wisata 
sejarah. Wisata sejarah (historic tourism) adalah salah satu bentuk wisata budaya. 
Wisata budaya didefinisikan sebagai “perjalanan yang dilakukan atas dasar 
keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengadakan 
kunjungan, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, 
budaya dan seni suatu daerah” (Hadinoto dalam Budiyono, 2012: 43). Tempat 
sejarah yang memuat Cagar Budaya merupakan suatu kelangkaan dan keunikan 
bagi sebuah kota, tak terkecuali di Kota Malang.  Ada 38 Produk Wisata Buatan 
Kota Malang dan sebagian jenis wisata berupa tempat sejarah. Berikut adalah tabel 





Tabel 4. Ketersediaan Produk Pariwisata Kota Malang 
Wisata Buatan   :  38 Obyek 
 Balai Kota Malang  
 Perpustakaan kota malang  
 Musium Brawijaya  
 Musium Mpu Purwa  
 Pasar Burung  
 Pasar Bunga splendit  
 Hutan Malabar  
 Pasar Besar  
 Masjid Jami’ 
 Gereja Ijen  
 Pura Luhur Dwijawarsa  
 Klenteng Eng Ang Kiong  
 Vihara Dharma Mitra  
 Gereja Kayutangan  
 Corjesu  
 TAREKO  
 RSBI  
 Gedung PLN 
 Telogo Mas  
 Alun alun Tugu 




 Musium Bentul  
 Musium Malang Tempo Dulu  
 Toko OEN 
 Taman Senaputra  
 Perpustakaan Kota Malang 
 Sentra Keramik Dinoyo  
 Taman Merjosari 
 Taman Trunojoyo 
 Taman Merbabu 
 Pasar Wisata Tugu 
 Pasar Wisata Velodrom 
 Taman Slamet 
 Taman Kota Kediri 
 Taman TPA Supit Urang 
Sumber : RENSTRA Disbudpar Kota Malang 2013-2018 
Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian produk wisata di Kota Malang adalah 
bentuk wisata budaya/wisata sejarah, seperti Musium Mpu Purwa, Musium Bantul, 
Gereja Ijen dan Musium Malang Tempo Dulu. Produk pariwisata yang didalamnya 
terdapat pula Cagar Budaya telah mampu meningkatkan jumlah wisatawan di Kota 
Malang. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja kunjungan wisatawan Kota 
Malang di obyek daya tarik wisata tahun 2013-2015 sebagai berikut. 
Tabel 5. Jumlah Wisatawan di Objek Wisata Malang tahun 2013-2015 
Tahun 2013 2014 2015 Kenaikan 
Wisman 5,498 6,025 8,624 43% 
Wisnus 1,950,225 2,423,076 3,290,067 36% 
Jumlah 1,955,723 2,429,101 3,298,692 36% 
Keterangan : Wisman adalah Wisatawan Mancanegara. Sedangkan Winus adalah 
Wisatawan Nusantara. 
Sumber : LAKIP DIBUDPAR 2015 
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c. Menaikan Keuntungan di Sektor Usaha Ekonomi 
Cagar Budaya yang diminati oleh wisatawan telah menunjukkan sisi positif di 
bidang ekonomi, yakni dengan melihat peluang usaha di area dekat lokasi Cagar 
Budaya, seperti hotel dan rumah makan. Di kota Malang juga terdapat banyak 
industri manufaktur padat karya dan industri mikro yang didominasi oleh sektor 
industri gastronomi olahan holtikultura berupa makanan ringan oleh-oleh khas 
daerah Malang.  Berikut adalah tabel data sarana wisatawan di Kota Malang yang 
mampu meningkatkan perekenomian. 
Tabel 6. Data Sarana Wisatawan di Kota Malang tahun 2014 
No  Jenis Sarana Jumlah (Unit) 
1 Rumah Makan dan Restoran 272 
2 Hotel Berbintang 24 
3 Hotel Non Berbintang 80 
Jumlah Total  376 
Sumber : LAKIP DIBUDPAR 2014 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa usaha hotel, rumah makan dan toko oleh-oleh 
merupakan usaha yang meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi di Kota 
Malang, selain itu dapat mengembangkan kepariwisataan Kota Malang karena 
bentuk usaha ini merupakan pendukung utama sekaligus fasilitas para wisatawan. 
Hal ini memicu pengelolaan Cagar Budaya yang lebih baik karena banyak saran 
dan pendapat dari berbagai kalangan terhadap eksistensi Cagar Budaya yang 
menjadi kebanggaan Kota Malang. 
d. Menumbuhkan Peran Masyarakat dan menunjukkan Estetika Kota Malang 
Tujuan dari pengelolaan Cagar Budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat sehingga masyarakat perlu berpartisipasi didalamnya.  Cagar Budaya 
mampu membangun masyarakat untuk menunjukkan ketertarikan akan history atas 
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wilayahnya selama ini dan mulai mempelajari hingga mempersepsikan. 
Sehubungan dengan itu, Cagar Budaya yang telah dinventarisasikan mampu 
meningkatkan tanggung jawab non pemerintah khususnya masyarakat yang 
memiliki benda/bangunan Cagar Budaya. Tidak hanya itu, lanskap (visual dari 
suatu kawasan/bangunan) Cagar Budaya di Kota Malang menunjukkan pula aspek 
sosio-budaya dan nilai estetika. Aspek-aspek Kota Malang ini menunjukkan potensi 
wisata sejarah di Kota Malang. Berikut adalah tabel kelas nilai aspek sosial budaya 
di Kota Malang. 
Tabel 7. Kelas Nilai Aspek Sosial Budaya Kota Malang 
No Lokasi  Kelas Sosial-Budaya 
1 Kawasan Tugu, Kawasan Ijen, Basuki 




2 Taman Tugu, Jalan Semeru, dan Taman 
Merdeka 
Tinggi 
3 Pemukiman Pecinan Cukup  Tinggi 
4 Taman Ijen dan Pemukiman Arab  Rendah 
5 Jalan Kahuripan Sangat rendah 
Sumber : Budiyono (2012 : 49) 
Tabel kelas nilai aspek sosio budaya Kota Malang ini ditinjau dari beberapa aspek, 
diantaranya adalah kesejahteraan, keunikan, kelangkaan dan fungsi sosial. Lokasi 
yang menunjukkan kelas aspek sosio budaya yang tinggi dapat menunjukkan bahwa 
ketertarikan masyarakat pada budaya dan sejarah di lokasi tersebut lebih tinggi 
dibandingkan lokasi lainnya. Selain kelas sosial budaya, berikut adalah tabel kelas 






Tabel 8. Kelas Nilai Aspek Estetik Kota Malang 
No Lokasi Kelas Estetik 
1 Taman Tugu dan Taman Ijen Sangat Tinggi 
2 Kawasan Ijen, Taman Merdeka, dan kawasan 
Merdeka 
Tinggi 
3 Kawasan Tugu Cukup Tinggi 
4 Jalan Kahuripan, Jalan Semeru, Jalan Basuki 
Rahmat, dan Jalan Agung Suprapto 
Rendah 
5 Pemukiman Pecinan dan Pemukiman Arab Sangat rendah 
Sumber : Budiyono (2012 : 49) 
Tabel kelas aspek estetik dinilai dari pendugaan keindahan pemandangan (Scenic 
Beauty Estimation/SBE). Tabel 8 ini telah menunjukkan bahwa beberapa lokasi 
menunjukkan keindahan pemandangan cagar budaya yang tinggi, seperti Taman 
Tugu, Kawasan Jalan Ijen dan Taman Ijen. Aspek estetika dan aspek sosial budaya 
dapat menunjukan potensi wisata budaya di Kota Malang sehingga kawasan-
kawasan yang mendapatkan nilai-nilai tinggi dapat dijadikan sebagai objek wisata 
utama, sedangkan kawasan yang mendapatkan nilai rendah dijadikan sebagai objek 
wisata pendukung. 
Berdasarkan banyak manfaat yang diperoleh dari Cagar Budaya menjadikan 
Kota Malang berupaya meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan Cagar 
Budaya. Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Malang disesuaikan dengan UU No.11 
tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Visi-Misi Kota Malang, dan Rencana Strategi 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tahun 2013-2018. Namun, belum 
ada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang yang menjadi turunan UU No.11 tahun 
2010 sehingga kewenangan Pemerintah Kota dalam mengelola Cagar Budaya 
belum optimal. 
Pemerintah Kota Malang memiliki visi berupa ”Menjadikan Kota Malang 
Sebagai Kota BERMARTABAT (BERsih, Makmur, Adil, Religius-toleran, 
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Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik)”. Selanjutnya, misi Kota 
Malang yang bersinggungan dengan masalah pengelolaan Cagar Budaya, antara 
lain : 
1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan 
nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara  
2. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang 
berkesinambungan, adil, dan ekonomis  
3. Membangun kota malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan 
berbudaya (Renstra Dibudpar Kota Malang : 2013-2018). 
 
Visi dan Misi Kota Malang yang menyebutkan kata “berbudaya” memperlihatkan 
Cagar Budaya dijadikan sesuatu yang dipelajari sehingga budaya Kota Malang  
adalah suatu pengetahuan dan menjadi salah satu bidang untuk pengembangan 
potensi daerah. Visi-Misi Kota Malang ini juga menjadikan acuan dalam 
pembuatan visi Disbudpar Kota Malang yang berbunyi, “Terwujudnya Kota 
Malang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Bermartabat”, sedangkan misi 
Disbudpar yang berhubungan dengan pengelolaan Cagar Budaya, antara lain : 
a. Mengembangkan dan Melestarian nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan 
peninggalan purbakala sebagai aset guna kepentingan pembelajaran dan 
pariwisata; 
b. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya serta kearifan lokal 
sebagai media untuk mempererat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air; 
c. Mengembangkan, mempromosikan dan menjadikan pariwisata Kota Malang 
menjadi destinasi pariwisata unggulan yang menjunjung tinggi norma-norma 
religius-toleran, adat-istiadat, kearifan lokal, pelestarian lingkungan hidup dan 
karakteristik khas daerah Kota Malang ;  
d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional melalui 
pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (Renstra Dibudpar 
Kota Malang : 2013-2018). 
 
Berhubungan dengan visi-misi tersebut, Disbudpar memegang motto 
“Malang Welcoming City”. Motto ini menunjukkan adanya sambutan yang hangat 
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atas kedatangan para pendatang, tentu tidak melupakan “Tri Bina Cita yaitu Kota 
Pariwisata, Pendidikan dan Industri/perdagangan” yang merupakan Motto Kota 
Malang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengelolaan Cagar Budaya Kota 
diharapkan mampu menjadi wisata sejarah yang dapat mengembangkan pariwisata 
Kota Malang.  
Payung hukum tentang Cagar Budaya di Kota Malang masih hanya 
bertumpu pada UU No.11 tahun 2010 sehingga baik Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) maupun Disbudpar tidak memiliki strategi 
khusus dalam pengelolaan Cagar Budaya. Tidak adanya Perda  tentang Cagar 
Budaya di Kota Malang menjadi salah satu penghambat atas pengesahan 
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Rencana Kawasan 
Strategis Sosial Budaya Kota Malang tahun 2012 – 2032. Padahal Ranperda ini 
sangat penting bagi cagar budaya di Kota Malang karena mengatur zona pembagian 
cagar budaya, peraturan tentang pemugaran bangunan cagar budaya dan 
pengembangan cagar budaya di Kota Malang. Selain itu, tidak adanya Perda  
menjadi faktor penghambat dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan 
pengembangan atas tindakan kerusakan Cagar Budaya dan tindakan pemugaran 
Cagar Budaya yang dimiliki non pemerintah. Padahal tindakan-tindakan ini dapat 
mengurangi nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat 
menghilangkan unsur keasliannya. Oleh karena itu, maka pengelolaan Cagar 
Budaya perlu menerapkan konsep Sustainable Development.  
Konsep Sustainable Development lebih dikenal di bidang lingkungan hidup, 
khususnya sumber daya alam, tetapi sesungguhnya konsep tersebut tidak sederhana 
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itu. World Commision On Environment and Development dalam Sahri (2011:13) 
mendefinisikan, “Sustainaible Development sebagai pembangunan yang memenuhi 
kebutuhan saat ini tanpa mempersoalkan kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri.” Sedangkan menurut Asdak (2012:39), 
“Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas 
hidup secara berkelanjutan” Dua pengertian ini dapat disederhanakan bahwa 
sustainable development adalah suatu konsep pembangunan yang harus 
mempertimbangkan keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan untuk 
memenuhi kebutuhan generasi di masa mendatang. 
Konsep Sustainable Development tidak hanya bertujuan menjaga Cagar 
Budaya dari kerusakan dan kepunahan tetapi juga mempertahankan dan 
meningkatkan manfaat-manfaat atas Cagar Budaya di Kota Malang. Cagar Budaya 
di Kota Malang telah mampu memenuhi bidang ekonomi, sosio-budaya, pariwisata 
dan keindahan Kota Malang saat ini dan masa lalu. Disisi lain belum ada 
pembicaraan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Mengingat 
kebutuhan dan generasi yang akan datang, maka konsep sustainble development 
mengharuskan terpenuhi tiga syarat keberlanjutan, yakni keberlanjutan sistem 
sosial, keberlanjutan ekonomis dan keberlanjutan ekologis. 
Tidak adanya payung hukum berupa Perda, tidak adanya pedoman 
pengelolaan dan belum menerapkan konsep Sustainble Development, menjadikan 
Kota Malang merugi dalam bidang Cagar Budaya. Salah satu Cagar Budaya yang 
menjadi korban atas permasalahan tersebut adalah Kawasan Jalan Ijen, yakni 
“Sebelumnya bangunan rumah kuno di Jalan Ijen sekitar 80 unit, tetapi sekarang 
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bangunan rumah kuno di kawasan itu tinggal 20 persen atau sekitar 20 unit” 
(Prabowo, 2015). Pernyataan ini senada dengan pengakuan oleh penyusun program 
disbudpar Kota Malang : 
“Apabila ada pemugaran bangunan di sepanjang Jalan Ijen, kami tidak bisa 
melakukan tindakan apapun karena tidak ada Perda-nya. Jadi, saat ada pemugaran 
atau pembongkaran, maka kami hanya ikut menghimbau. Himbauan biasanya 
melalui surat keputusan Wali Kota. Hal ini juga mengingat bangunan tersebut 
adalah milik non-pemerintah. Rumah-rumah pribadi tersebut menjadikan kami juga 
tidak bisa merenovasi atau membuat announcement disitu. Perda-nya baru niat 
dibuat tahun 2016 nanti.” (Wawancara pada hari jum’at, tanggal 23 Oktober 2015, 
pukul 09.30 WIB, Disbudpar Kota Malang – Kantor Pelayanan Terpadu). 
 
Wawancara ini telah menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam 
pengelolaan Cagar Budaya, termasuk pengelolaan Kawasan Jalan Ijen. Kawasan 
Jalan Ijen sebagai kawasan Cagar Budaya, juga memuat Bangunan yang telah 
diinventarisasikan dan telah diregistrasikan sebagai Cagar Budaya yakni Rumah 
Tinggal No.01, 03, 23, 57, 60, 63, 64, 67, 68, 69,73,75B,75D 79, Gereja Ijen dan 
Museum Brawijaya. Pengelolaan Kawasan Jalan Ijen cukup kompleks dan banyak 
pihak yang terlibat. Pengelolaan rumah tinggal dikelola pemiliknya (pribadi), 
Museum Brawijaya dikelola TNI, Gereja Ijen dikelola Romo dan Umatnya, dan 
Kawasan Jalan Ijen harusnya dikelola Disbudpar. Namun berdasarkan wawancara 
dengan pihak Disbudpar, pihak Disbudpar menyatakan bahwa Jalan Ijen dikelola 
pihak Dishub (Dinas Perhubungan) dan DPU (Dinas Pekerjaan Umum), taman Ijen 
dikelola DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan). Lebih lanjut Pihak Disbudpar 
hanya ikut menggunakannya dan mempromosikan kawasan tersebut. Padahal 
menggunakan Cagar Budaya dapat dikatakan sebagai pemanfaatan dan 
mempromosikan dapat dikatakan sebagai pengembangan. Pemanfaatan dan 
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pengembangan adalah upaya pengelolaan tetapi banyak pihak yang kurang 
memahami konsep pengelolaan tersebut. 
Kawasan Jalan Ijen merupakan zona inti kawasan Cagar Budaya dan/atau 
Benda Cagar Budaya di Kota Malang. Kawasan ini merupakan satu-satunya 
kawasan Cagar Budaya yang memiliki tingkat ballance di dua sisi dan merupakan 
ikon bersejarah bagi Kota Malang yang banyak diminati serta menjadi tempat 
promosi wisata mingguan berupa Car Free Day di akhir pekan. Beberapa 
permasalahan pengelolaan dan tidak ada pedoman pengelolaan kawasan tersebut 
dapat mengancam keberlanjutan cagar budaya dari segi fisik maupun nilai-nilai 
didalamnya. Sesuai latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, 
maka penulis mengambil penelitian berjudul “Pengelolaan Cagar Budaya 
berbasis Sustainable Development, studi pada Kawasan Jalan Ijen Kota 
Malang.”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengelolaan Kawasan Jalan Ijen sebagai bentuk pengelolaan 
Cagar Budaya berbasis Sustainable Development ? 
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
pengelolaan Kawasan Jalan Ijen sebagai bentuk pengelolaan Cagar 
Budaya berbasis Sustainable Development ? 
C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan ingin dicapai atas penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan 
Kawasan Jalan Ijen sebagai bentuk pengelolaan Cagar Budaya berbasis 
Sustainable Development. 
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Kawasan Jalan Ijen 
sebagai bentuk pengelolaan Cagar Budaya berbasis Sustainable 
Development . 
 
D. Kontribusi Penelitian 
Adapun kontribusi yang dapat diharapkan dari penelitian ini, antara lain : 
1. Kontribusi Akademis 
a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan secara khusus kepada 
peneliti dan secara umum kepada pembaca. 
b. Dapat dijadikan bahan kajian dalam Ilmu Administrasi Publik, 
khususnya Topik Pemerintah Daerah, Pengelolaan Cagar Budaya dan 
Konsep Sustainable Development. 
c. Dapat dijadikan bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang 
meneliti dan mengkaji tema yang sama. 
 
 
2. Kontribusi Praktis 
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a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran 
kepada instansi yang bersangkutan dalam pengelolaan Kawasan Jalan 
Ijen sebagai bentuk pengelolaan Cagar Budaya berbasis sustainable 
development. 
b. Dapat mendeskripsikan dan menggambarkan faktor-faktor yang 
menghambat dan mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan 
Kawasan Jalan Ijen sebagai bentuk pengelolaan Cagar Budaya 
berbasis sustainable development. 
c. Dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam 
pengelolaan Kawasan Jalan Ijen sebagai Cagar Budaya. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Proposal penelitian tentang Pengelolaan Kawasan Jalan Ijen Sebagai 
Bentuk Pengelolaan Cagar Budaya berbasis Sustainable Development memiliki 
sistematika yang berisi 3 bab. Berikut adalah sistematikanya yang dipaparkan 
secara runtut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang diadakannya penelitian ini yang 
kemudian terbentuklah rumusan masalahnya. Tidak hanya itu, bab ini menunjukkan 
tujuan penelitian, kontribusi atau manfaat atas penelitian yang dilakukan serta 
sistematika pembahasan. 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
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Bab 2 menguraikan landasan teori yang didapat dari studi kepustakaan, yakni dapat 
diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian. Teori tersebut berhubungan judul 
dan permasalahan yang diteliti.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab 3 menggambarkan mengenai metodelogi yang digunakan selama penelitian, 
yang mana penelitian ini menggunkan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Selain 
itu, bab ini menunjukkan fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, 
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis 
data. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab 4 merupakan bab menyajikan hasil penelitian yang didapat, menganalisis dan 
mengintrepretasi hasil penelitian. Dalam bab ini memaparkan pemikiran-pemikiran 
atas masalah yang ada yang didasarkan pada hasil temuan dengan cara  
menganalisis dan menginterpretasikan atas teori yang digunakan. 
BAB V : PENUTUP 
Bab 5 terbagi menjadi dua bagian yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
menunjukan menjawab permasalahan yang diteliti dan ringkasan atas keseluruhan 
hasil penelitian. Sedangkan bagian saran didasarkan pada pemikiran dan hasil 








A. Administrasi Publik 
Administrasi Publik telah menjadi kajian pengetahuan yang terus 
berkembang. Hal ini dikarenakan administrasi publik bukan hanya menyangkut 
urusan administrasi publik itu sendiri, administrasi publik menyentuh pula pada 
berbagai bidang seperti bidang ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya. 
Administrasi Publik ini memiliki pengertian sebagai berikut.  
“Administrasi publik tidak lain adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh 
organisasi publik untuk memberikan pelayanan kepada publik. Atau dengan 
rumusan yang agak spesifik, administrasi publik adalah proses kerjasama 
dalam suatu organisasi publik untuk melakukan fungsi pemerintah dan 
pembangunan” (Zauhar , 1996:33).  
Definisi administrasi publik menurut Zauhar menunjukkan bahwa sasaran atas 
kegiatan administrasi publik adalah urusan publik. Senada dengan pendapat Zauhar, 
menurut Chamdler dan Plano dalam Pasolong (2008:7), “ Administrasi Publik 
adalah proses dimana sumber daya personel publik diorganisir dan dikoordinasikan 
untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) 
keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Keputusan dan kebijakan publik ini 
digunakan untuk menyelesaikan masalah publik dan untuk memenuhi kebutuhan 
publik. Kepentingan publik dan masalah publik merupakan ruang lingkup 
administrasi publik yang dapat diusahakan melalui penyelenggaraan negara.  
Penyelenggaraan negara merupakan kegiatan administrasi publik sehingga 
perlu pemahaman atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan administrasi publik dan 
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cara/strategi agar kegiatan tersebut dapat menghasilkan manfaat. Kegiatan yang 
dilakukan oleh administrasi publik antara lain formulasi/perumusan kebijakan, 
pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi dan penggunaan dinamika 
administrasi. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut dapat mencapai daya guna 




Lingkungan Sosial (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud, Hankam) 
Gambar 2. Sistem Administrasi Publik 
Sumber : Zauhar (1996:38). 
Gambar sistem administrasi Publik ini menunjukkan bahwa daya guna dan 
hasil guna Administrasi Publik dapat dicapai melalui suatu proses yang melibatkan 
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(1) Environment (lingkungan) yang merangsang dan menerima kerja 
administrator, baik yang bersifat fisik maupun sosial; 
(2) Inputs (masukan) yang membawa rangsangan dari lingkungan kepada 
administrator; 
(3) Through puts (konversi) yang mentransformasikan atau mengolah 
masukan menjadi keluaran (hasil); 
(4) Outputs (keluaran) yang berwujud barang dan jasa yang merupakan 
hasil kerja administrator; dan 
(5) Feedback (Umpan Balik) yang mentransformasikan keluaran ke dalam 
proses konversi melalui masukan. Dengan kata lain feedback ini 
menjadi masukan bagi proses konversi selanjutnya (Zauhar,1996:39). 
Dengan memahami definisi, ruang lingkup, kegiatan dan komponen utama 
administrasi publik, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan 
suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh organisasi publik dalam 
penyelenggaraan negara untuk memenuhi kepentingan publik dan menyelesaikan 
masalah publik.  
Administrasi Publik yang selalu mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan publik dan untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik. 
Pembangunan disini dapat menunjuk pada pembangunan fisik maupun 
pembangunan non-fisik sehingga administrasi pembangunan memiliki makna yang 
luas. “Administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu 
program pembangunan, dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi 
besar terutama pemerintah untuk melaksanakan kebijkasanaan-kebijaksanaan dan 
kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna menemukan sasaran-sasaran 
pembangunan mereka” (Riggs, 1994). Administrasi Pembangunan yang tidak 
terlepas dari kebijksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang 
ada. Kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal dapat diketahui oleh Pemerintah 
daerah melalui otonomi daerah. Pengelolaan Kawasan Jalan Ijen adalah salah satu 
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kepentingan publik yang berupa cagar budaya. Hal ini dikarenakan cagar budaya 
memiliki dampak-dampak bagi publik sehingga menjadi cangkupan bagi para 
administrator publik untuk mempertahankan keberadaannya.  
B. Otonomi Daerah 
Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki wilayah yang luas dan 
penduduk yang banyak. Hal ini memicu adanya persebaran penduduk yang tidak 
merata sehingga timbul suatu tanggung jawab  dan peran besar yang harus diemban 
negara dalam menghadapi kesenjangan antar daerah terutama dalam pembangunan. 
Dengan begitu, maka Indonesia menerapkan desentralisasi yang sekaligus 
menimbulkan adanya otonomi daerah. Desentralisasi menurut Mahfud (dalam 
Tangkilisan, 2005:11) merupakan “penyerahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari 
kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka 
demokrasi”. Sedangkan menurut UU No.23 tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah, 
“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” Kedua pengertian ini telah 
menunjukkan bahwa desentralisasi adalah suatu bentuk penyerahan wewenang dari 
pemerintah pusat ke daerah untuk mengurus sendiri rumah tangga daerah masing-
masing. 
Desentralisasi didampingi dengan otonomi daerah sehingga daerah 
memiliki kewenangannya mengurus rumah tangganya sendiri tetapi tidak berarti 
bahwa daerah melakukan kegiatan tanpa peraturan. Hal ini ditegaskan oleh Ateng 
(1985:23), “otonomi mempunyai makna kebebasan yang terbatas atau kemandirian 
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tetapi bukan kemerdakaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah 
wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan”. Otonomi 
daerah ini memiliki landasan hukum yakni UU No.23 tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, yang merupakan revisi dari UU No.32 tahun 2004 atas 
perubahan UU No.22 tahun 1999. Adapun definisi otonomi daerah menurut UU 
No.23 tahun 2014, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” 
Otonomi daerah memiliki faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
implementasinya. Menurut Kaho (2005:59) ada empat faktor yang mempengaruhi 
otonomi daerah yaitu : 
a. Manusia pelaksananya 
Merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggara pemerintah daerah. 
Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subjek dalam segala 
aktifitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak 
proses mekanisme dalam sistem pemerintahan oleh karena itu agar sistem 
pemerintah berjalan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka 
manusia sebagai subjek harus baik pula. 
b. Keuangan yang cukup dan baik 
Keuangan disini berhubungan dengan sumber pendapatan jumlah uang yang 
cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan 
yang berlaku. Faktor ini sangat penting karena hampir setiap kegiatan 
membutuhkan dana, maka makin besar dana yang tersedia makin banyak 
pula kemungkinan kegiatan yang dapat terlaksana. 
c. Peralatan harus cukup baik 
Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat 
digunakan unuk memperlancar kegiatan atau pekerjaan pemerintah daerah. 
Dengan tersedianya peralatan yang baik, maka akan lebih efektif dan 
efisien. 
d. Organisasi dan manajemen harus baik 
Organisasi dalam arti ini adalah susunan yang terdiri dari satuan-satuan 
organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu 
sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
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manajemen adalah proses manusia yang menggerakan tindakan dalam usaha 
kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan akan tercapai. 
 
Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat 
diimplementasikan dengan baik apabila memenuhi otonomi didukung oleh sumber 
daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang cukup, keuangan yang 
mencukupi, sarana yang memadai dan organisasi dimanajemen dengan baik. 
Otonomi daerah dalam pengelolaan cagar budaya menunjukkan bahwa Pemerintah 
daerah menjadi salah satu aktor yang mengelola cagar budaya. 
 
C. Pengelolaan Cagar Budaya 
1. Cagar Budaya 
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak cagar budaya dengan 
nilai-nilai sejarah yang dikandungnya sehingga diperlukan dasar hukum untuk 
melandasi pelestarian dan pengelolaannya. Peraturan tentang Cagar dapat dilihat 
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang telah direvisi menjadi UU 
No.11 tahun 2010. Cagar Budaya menurut UU No.11 Tahun 2010 adalah  
“Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 
Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu 
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 
penetapan.” 
 
Undang-undang ini lebih lanjut menjelaskan, Bangunan Cagar Budaya 
adalah “susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia 
untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan 
beratap”. Kemudian,  Kawasan Cagar Budaya diartikan sebagai “satuan ruang 
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geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya 
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas”. Pada Pasal 10 
menjelaskan bahwa satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan 
Cagar Budaya apabila: 
a. Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya 
berdekatan; 
b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 
(lima puluh) tahun; 
c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia 
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; 
d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan 
ruang berskala luas; 
e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan 
f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia 
atau endapan fosil. 
 
Dengan pengertian cagar budaya menurut UU No.11 tahun 2010 diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa cagar budaya merupakan suatu warisan budaya yang 
bersifat kebendaan dan memiliki nilai-nilai bersejarah. Jadi, pelestarian dan 
pengelolaan cagar budaya adalah tumpuan utama untuk mempertahankan 
keberadaan cagar budaya. 
2. Pengelolaan Cagar Budaya 
Pengelolaan seringkali digunakan dalam rangka tata kelola terhadap suatu 
objek. Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang memiliki tahapan-
tahapan untuk mencapai tujuan. Tahapan ini antara lain perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pengelolaan di bidang cagar  di 
landasi oleh UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. “Pengelolaan adalah 
upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar 
Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
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untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat” (UU No.11 tahun 2010). Jadi dapat 
dikatakan bahwa pengelolaan bersifat terpadu dan memiliki tujuan tertentu. 
Pengelolaan dalam bidang Cagar budaya bukanlah hanya menjadi 
permasalahan Negara Indonesia. Hal ini terbukti adanya berbagai konferensi 
internasional yang menghasilkan piagam-piagam yang berisi tentang langkah-
langkah pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya. Berbagai konferensi 
internasional ini, diperoleh beberapa informasi kunci terkait dengan pengelolaan 
cagar budaya di dunia yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan cagar budaya 
di Indonesia, antara lain :  
(1) Piagam Athena 1931  
Diperlukan adanya badan/lembaga yang menangani masalah pelestarian dan 
inventarisasi benda-benda bersejarah. 
(2) Piagam Athena 1933  
a) Nilai arsitektural pada bangunan dan kawasan harus dilindungi, 
b) Warisan bersejarah akan dilindungi selama mencerminkan budaya masa 
lalu dan memenuhi kepentingan umum, 
c) Warisan bersejarah akan dilestarikan selama tidak membahayakan 
kehidupan masyarakat. 
(3)  Piagam Venesia 1964  
a) Konsep bangunan dan kawasan cagar budaya tidak bisa dipisahkan, 
b) Restorasi bangunan bertujuan untuk melestarikan dan memperlihatkan 
nilai-nilai historis dan estetis, 
c) Bangunan harus didokumentasikan, diarsipkan dan dipublikasikan secara 
luas. 
(4) Deklarasi Amsterdam 1975  
a) Pelestarian warisan bersejarah harus merupakan bagian integral dari 
strategi perencanaan dan perancangan kota, 
b) Melibatkan ahli/profesional dan masyarakat,  
c) Pelestarian harus mempertimbangkan aspek budaya dan memperhatikan 
manfaat bagi komunitas (sosial dan ekonomi),  
d) Pelestarian bangunan harus berkontribusi dalam peningkatan kualitas 
kawasan , 
e) Pelestarian memerlukan dukungan finansial, 
f) Pelestarian membutuhkan penyempurnaan aspek legal dan perangkat 




Berdasarkan hasil-hasil konferensi internasional tentang pengelolaan cagar 
budaya diperoleh informasi kunci mengenai aspek-aspek pengelolaan cagar 
budaya, yaitu : 
a. Aspek kelembagaan. Pengelolaan cagar budaya perlu adanya koordinasi 
harmonis antar lembaga, yang diharapkan dapat mendukung pelestarian cagar 
budaya. 
b. Aspek legal. Aspek legal berkaitan dengan peraturan perundangan mengenai 
cagar budaya yang berlaku baik tingkat nasional maupun lokal. 
c. Aspek fisik. Aspek ini meliputi kondisi fisik, keaslian, kepemilikan, dan 
golongan bangunan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. 
d. Aspek pembiayaan. Aspek Pembiayaan dalam pengelolaan bangunan dan 
kawasan cagar budaya berupa potensi sumber pembiayaan yang dapat 
dimanfaatkan, dan pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan bangunan 
dan kawasan cagar budaya (Nurfindarti dan Zulkaidi , 2010:87-89). 
Pada aspek pengelolaan cagar budaya terdapat aspek kelembagaan, lembaga 
utama dalam persoalan cagar budaya adalah pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah karena cagar budaya adalah aset dan sejarah bangsa. Mengenai pengelolaan 
cagar budaya ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban 
(Rahardjo, 2013:6) antara lain : (a) menetapkan etika pelestarian cagar budaya, (b) 
melakukan koordinasi pelestarian secara lintas sektor, (c) menghimpun data cagar 
budaya dan menetapkan peringkatnya serta menetapkan dan mencabut status cagar 
budaya, (d) membuat peraturan pelestarian, (e) melakukan penyidikan kasus 
pelanggaran hukum, (f) mengelola kawasan cagar budaya, (g) mendirikan dan 
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membubarkan UPT, dan (h) menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses 
pembangunan yang dapat menyebabkan cagar budaya mengalami kerusakan, hilang 
atau musnah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Hal ini ditegaskan pada UU 
No.11 Tahun 2010  Pasal 97 bahwa : 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan 
Cagar Budaya. 
(2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak 
bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan 
kehidupan sosial. 
(3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. 
 
Dengan demikian Konsep Pengelolaan cagar budaya disini digunakan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Kawasan Jalan Ijen. 
 
D. Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) 
1. Pembangunan 
Pembangunan dalam administrasi publik dikaitkan dengan fungsi 
pemerintah yang bertujuan untuk meingkatkan kualitas bangsa. Menurut Siagian 
(dalam Suryono, 2010:46), “pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh 
suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju meodernitas dalam rangka 
pembinaan bangsa.” Siagian menjelaskan lebih lanjut bahwa ide pokok 
pembangunan mengandung makna sebagai berikut.  
a. pembanguan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; 
b. pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan 
secara terus menerus; 
c. pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya 
berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; 
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d. pembangunan mengarah kepada modernitas ; 
e. modernitas dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional; 
proses dan kegiatan pembangunan ditunjukkan kepada usaha membina 
bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah 
ditentukan. (Siagian dalam Suryono, 2010:46). 
 
Senada dengan Siagian, Bryan dan white (dalam Suryono, 2010 : 2-3 ) 
menyebutkan, bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan 
manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi 
utama, yaitu : 
a. Pembangunan berarti meningkatkan kemampuan manusia secara 
optimal, baik individu maupun kelompok (capacity). 
b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, kemerataan 
nilai dan kesejahteraan (equity). 
c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk 
membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. 
Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, 
kebebasan memilih dan kekuasan untuk memutuskan (empowerment). 
d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun 
secara mandiri (sustainability). 
e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada 
negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan 
menghormati (interdepence). 
 
Dengan pengertian pembangunan dari kedua tokoh tersebut, maka dapat diketahui 
bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana 
untuk melakukan perubahan, perkembangan atau perbaikan. Dalam mencapai 
pembangunan, ada tiga aturan kerja yang perlu dipatuhi (Sahri, 2011 : 14), yakni : 
a. Ekuitas, dinyatakan bahwa kerusakan alam akan terjadi jika kebutuhan 
dan kerugian masyarakat yang paling miskin tidak terpenuhi, 
b. Resilience/daya pegas, atau kapasitas sebuah sistem untuk menjaga pola 
struktur dan perilakunya ketika berhadapan dengan gangguan luar, 
30 
 
c. Efisiensi, yaitu nilai output tertinggi harus dicapai dari nilai input 
apapun. 
2. Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) 
Era modernisasi yang sedang berkembang telah memberikan lampu hijau 
pada segala bentuk pembangunan. Namun  segala bentuk pembangunan ini 
seringkali tidak diimbangi dengan pertimbangan yang panjang sehingga terjadi 
pemborosan sumber daya dan menimbulkan banyaknya kerusakan seperti 
kerusakan lingkungan. Permasalahan ini menimbulkan adanya konsep Sustainable 
Development (Pembangunan Berkelanjutan). Seperti yang dikutip dari  World 
Commision On Environment and Development dalam Sahri (2011:13) : 
“Sustainaible Development sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat 
ini tanpa mempersoalkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhannya sendiri.” Sedangkan menurut Asdak (2012:39), “Pembangunan 
berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup secara 
berkelanjutan”. Dua pengertian ini, maka ditarik kesimpulan bahwa sustainable 
development adalah suatu konsep pembangunan yang harus mempertimbangkan 
keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan untuk memenuhi kebutuhan 
generasi di masa mendatang. 
Makna sustainable development menunjukkan bahwa pembangunan di 
suatu negara terus berkembang dan terkadang melupakan komponen lain yang 
mempengaruhinya, seperti lingkungan dan budaya. Permasalahan ini mengawali 
adanya kerangka acuan yang dikemukakan PBB dalam merumuskan pola 
pembangunannya di segala bidang. Pada kerangka ini, ada empat dimensi penting 
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yang harus selalu diikuti sehingga dapat dikatakan pola pembangunan 
berkelanjutan atau tidak, yakni : 
a. Dimensi Intra dan Inter Generasi 
Generasi merupakan istilah yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kurun waktu 
yang dimaksud adalah umur rata-rata manusia atau kurun waktu kesepakatan. 
Pengertian intra dan inter generation dimension adalah dimensi 
pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada sejumlah penduduk 
dalam waktu/periode tertentu yang bertempat tinggal di suatu wilayah. 
Berdasarkan rentangan waktu, maka terbagi tiga periode yakni generasi masa 
lalu, generasi masa sekarang dan generasa masa yang akan datang. Generasi 
masa sekarang dalam kawasan/suatu wilayah tertentu disebut intra 
generation. Upaya dalam pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dituntut 
untuk pemanfaatan sumber daya yang sebaik-baiknya, yakni pemanfaatan 
sumber daya yang berasas konservasi, perservasi, bijak dan optimal, bukan 
maksimal. Upaya konvervasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk 
pelestarian sumber daya dengan cara membuat sumber daya bertahan lebih 
lama,  sedangkan upaya perservasi bertujuan untuk pelestarian sumber daya 
dengan penekanan menghilangkan penyebab yang bersifat merusak dan 
datangnya dari luar. Upaya konvervasi dan perservasi sumber daya 
merupakan rangka untuk memikirkan keberadaan generasi yang akan datang 





b. Dimensi Intra dan Inter Wilayah 
Intra dan Inter regional dimension menekankan pada arti pentingnya 
keterkaitan wilayah satu dengan yang lain, sebab pada hakikatnya tidak ada 
satu pun wilayah di bumi ini yang dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan 
wilayah lain. Sistem wilayah yang dapat terbentuk berdasarkan satu atau lebih 
elemen wilayah dalam keterkaitan fungsional. Keterkaitan tersebut terjadi 
secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi intra regional menekankan 
pada pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada upaya pemenuhan 
kebutuhan wilayah akan infra dan suprastruktur wilayah untuk menunjang 
hubungan internal maupun eksternal dalam rangka upaya perbaikan wilayah, 
khususnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah, baik 
lingkungan biotik, abiotik, maupun sosio-kultural. Setiap bentuk 
pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu wilayah juga tidak boleh sama 
sekali menimbulkan dampak negatif  terhadap wilayah lain (Yunus, 
2005:142-153). 
Dimensi pembangunan berkelanjutan menggambarkan bahwa 
pembangunan menunjukkan tingkat keberlanjutannya sehingga dapat memudahkan 
dalam mewujudkan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan 
dengan memenuhi tiga syarat, yaitu : 
a. Keberlanjutan Sistem Sosial.  
Syarat ini lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas daripada aspek 
pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Adanya kombinasi dari kohesi sosial, 
identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan, hukum, 
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disiplin dan moralitas, maka keberlanjutan sistem sosial dapat tercapai. Hal 
ini dikarenakan keberlanjutan sosial membutuhkan partisipasi masyarakat 
yang cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis. 
b. Keberlanjutan Ekonomi 
Keberlanjutan ekonomi diartikan sebagai mempertahankan kapital atau 
menjaga agar kapital tidak mengalami kemrosotan ketika kapital tersebut 
dimanfaatkan. Keseluruhan kapital yang selama ini dikenal, yaitu sumber 
daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya 
sosial. 
c. Keberlanjutan Ekologis 
Keberlanjutan ekologis ini sangat diperlukan oleh kehidupan manusia di 
planet bumi ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Oleh 
karena itu, manusia dalam beraktivitas harus mempertimbangkan sumber 
daya alam dan lingkungan, dengan kata lain manusia juga harus mampu 
belajar untuk hidup selaran dan tidak “melawan” Hukum lingkungan 
(Asdak, 2012 : 40-42). 
Dari tiga keberlanjutan diatas, maka sustainbale development cocok diterapkan 
dalam pengelolaan Kawasan Jalan Ijen karena kawasan Jalan Ijen telah mengalami 
perubahan segi fisik sehingga dipertanyakan sisi keberlanjutan untuk generasi 
mendatang. Dengan menganalisis masalah yang dihadapkan pada teori sustainable 
development maka dapat diketahui pembangunan dan pengembangan yang 




3. Sustainable City Development (Pembangunan Kota Berkelanjutan) 
Kota merupakan area yang memiliki jaringan kehidupan heterogen. 
Menurut Arnold Toynbee (dalam Zulkifli, 2015:1), sebuah kota tidak hanya 
merupakan permukiman khusus tetapi merupakan suatu kekomplekan yang khusus 
dan setiap kota menunjukkan perwujudan pribadinya masing-masing. Sedangkan 
menurut UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 355, “Perkotaan 
adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai 
kegiatan utama di bidang industri dan jasa”. Dari dua pengertian ini dapat 
disederhanakan bahwa suatu kota merupakan wilayah yang kompleks dengan 
karakteristik dan batasan masing-masing. 
Kota yang memiliki sisi heterogen dari sisi sosial maupun fisik telah 
menarik banyak orang untuk urbanisasi. Tidak hanya urbanisasi, kota juga memiliki 
permasalahan seperti keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH), sampah yang 
banyak, sanitasi, kelangkaan air bersih dan permukiman kumuh. Permasalahan ini 
memunculkan gagasan adanya indikator lingkungan untuk dimasukkan pada 
perencanaan dan perancangan kota pada tahun 1980. Salah satu gagasan indikator 
lingkungan adalah sustainabel city development atau pembangunan kota 
berkelanjutan. 
Konsep kota berkelanjutan adalah turunan dari konsep pembangunan 
berkelanjutan untuk tataran kota. Menurut Salim (dalam Zulkifli, 2015:59) 
“Pembangunan kota berkelanjutan adalah suatu proses dinamis yang berlangsung 
secara terus-menerus dan merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, 
lingkungan dan sosial”. senada dengan Salim, Zulkifli (2015:58) menambahkan, 
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“Keberlanjutan lingkungan perkotaan selain memperhatikan upaya perlindungan 
lingkungan alamiah dan upaya akan pemenuhan kebutuhan dasar (perumahan, 
makan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan), juga meliputi perencanaan 
lingkungan binaan dengan segala elemen pembentuknya (bangunan, ruang terbuka, 
norma estetika dan warisan budaya).”  
Prinsip dasar pembangunan kota berkelanjutan didampingi dengan elemen 
pokok pembangunan kota berkelanjutan. Elemen pokok ini tidak berbeda jauh 
dengan konsep elemen pokok dari pembangunan berkelanjutan sebagai konsep 
induknya. Elemen pokok pembangunan kota berkelanjutan, antara lain : 
a. Pilar ekonomi didukung oleh pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas. Pilar 
ekonomi dielaborasi sebagai elemen penggunaaan sumberdaya alam secara 
bijaksana, mendorong pemanfaatan ekonomi lokal, pengembangan nilai 
tambah ekonomi dan pengutamaan sumber daya lokal dibanding impor. 
b. Pilar sosial didukung oleh elemen pemberdayaan, peran serta dan 
kelembagaan. Pilar sosial dielaborasi menurut elemen jaminan kehidupan, 
pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, demokrasi dan partisipasi, 
interaksi sosial yang positif dan berkembangnya nilai (human value) bagi 
kehidupan yang berkualitas. 
c. Pilar lingkungan didukung oleh elemen keanekaragaman, sumberdaya alam 
dan pencemaran. Pilar lingkungan dielaborasi menurut elemen kuantitas dan 




Tiga elemen pokok pembangunan kota berkelanjutan ini juga harus 
didukung oleh satu pilar lagi, yakni pilar Governance. Pilar governance sebagai 
perangkat pengaturan, pelaksanaan dan kontrol dielaborasi sebagai prinsip analisis 
5R (responbility, right, risk, revenue, dan relation) yang meliputi : 
a. Kewajiban dan tanggungjawab (responbility) untuk melaksanakan dan 
mengimplementasikan pembangunan kota berkelanjutan. 
b. Hak (right) untuk menjalankan kebijakan dan program pembangunan kota 
berkelanjutan yang menjadi kepentingan publik secara luas. 
c. Risiko (risk) sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan 
kota berkelanjutan kini dan pada masa mendatang. 
d. Manfaat (revenue) penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan 
kota berkelanjutan bagi publik kini dan pada masa mendatang. 
e. Hubungan (relation) sebagai manifestasi koordinasi para pemangku 
kepentingan untuk mengoptimalkan perwujudan pembangunan kota 
berkelanjutan (Zulkifli, 2015:64). 
Sustainable City Development adalah konsep yang dapat meninjau pengelolaan 
Kawasan Jalan Ijen karena perkembangan Kota Malang sangatlah pesat dari sisi 
banyaknya penduduk lokal maupun para pendatang, perubahan fisik kota dan 
pengembangan ekonomi dengan mendirikan berbagai bangunan. Pembangunan 
yang terus dilakukan mengakibatkan kurangnya lahan untuk cagar budaya sehingga 
dengan konsep Sustainable City Development dapat menelaah pengembangan kota 
Malang yang menunjukkan kepedulian atau ketidakpedulian terhadap cagar 
budaya, khususnya di Kawasan Jalan Ijen. 
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E. Organisasi dan Institusi 
Aspek kelembagaan dalam pengelolaan cagar menunjuk pada organisasi-
organisasi yang mengelola dan koordinasi antar organisasi tersebut. Menurut 
Siagian (1997:117), sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat 
ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi sebagai “wadah” dimana 
kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dapat 
dipandang sebagai “proses” dimana dianalisa interaction antara orang-orang yang 
menjadi anggota organisasi. Sudut pandang pertama menyatakan organisasi yang 
bersifat statis, sedangkan organisasi sebagai proses bersifat dinamis. Tujuan 
dibentuknya organisasi adalah organisasi akan mempercepat tercapainya stabilnya 
tindakan (Scott, 2008:21).  Ciri-ciri organisasi yang baik, antara lain : 
- Terdapat tujuan yang jelas. 
- Adanya kesatuan arah dan kesatuan perintah. 
- Adanya kesimbangan antara wewenang dan tanggungjawab. 
- Adanya pembagian tugas. 
- Penempatan orang sesuai dengan keahliannya. (Siagian, 1997:122) 
Ciri-ciri organisasi diatas menunjukkan bahwa dengan adanya organisasi, 
suatu pekerjaan/pengelolaan dapat dilakukan lebih rapi dan lebih berpola dengan 
adanya penegasan pada penanggungjawab. Organisasi ini diperlukan pada 
pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Pasal 97 dalam UU No.11 Tahun 2010 
menyatakan bahwa “Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan 
pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat 
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hukum adat. Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat”. 
Tugas Tim Cagar Budaya ini antara lain : 
- Memberi pertimbangan terhadap penetapan bangunan dan/atau lingkungan 
menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. 
- Memberikan pertimbangan kepada kepala daerah atas izin kepada orang yang 
melakukan pemanfaaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya untuk 
kepentingan agama, sosial,  pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan, dengan tetap memperhatikan kelestarian bangunan dan/atau 
lingkungan cagar budaya. 
- Memberi pertimbangan kepada kepala daerah atas izin terkait pendirian 
bangunan baru pada lahan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus 
menyesuaikan situasi  dan kondisi bangunan dan/atau lingkungan cagar 
budaya. 
- Memberikan pertimbangan kepada kepala daerah atas izin yang diberikan 
kepada orang yang melakukan pemugaran bangunan dan/atau lingkungan 
cagar budaya berdasarkan pada penggolongan bangunan dan/atau lingkungan 
cagar budaya yang telah ditetapkan. 
- Memberikan pertimbangan kepada kepala daerah atas izin yang diberikan 
kepada oang yang akan membongkar sebagian atau melakukan demosili 
terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya (Setiyani, 2009). 
Selain organisasi, aspek kelembagaan menunjuk pada kerjasama dan 
koordinasi antar pihak pengelola. Scott memandang kelembagaan sebagai: 
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“institution are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements 
that, together with associated activities and resources, provide stability and 
meaning to social life” (Scott, 2008: 48). Pendapat Scott ini menjelaskan bahwa 
elemen/pilar kelembagaan terdiri atas pilar regulatif, normatif dan kultural kognitif. 
Pilar ini dapat dilihat dari tabel berikut. 
Tabel 9. Three Pillars of Institutions 







Basis of order Regulative rules Building 
expectation 
Constituitive Schema 
Mechanism Coercive Normative  Mimetic 







Shared logics of action 
Isimporphism 












 Sumber : Scott, 2008 : 60. 
Dari tabel ini, Scott (2008 : 59-70) menjelaskan pilar pertama yaitu pilar regulatif 
(regulative pillar), yang berkerja pada konteks aturan (rule setting), monitoring, 
dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta 
memberikan reward and punishment. Cara penegakkannya melalui mekanisme 
informal (folkways) dan formal (polisi dan pengeadilan). Meskipun ia bekerja 
melalui represi dan pembatasan (constraint), namun disadari bahwa kelembagaan 
dapat memberikan batasan sekaligus kesempatan (empower) terhadap aktor. Aktor 
yang berada dalam konteks ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan, 
karena itulah kelembagaan ini disebut pula dengan kelembagaan regulatif 
40 
 
(regualtive institution) dan kelembagaan pilihan rasional (rational choice 
instituion). 
Kedua, pilar normatif (normative pillar). Dalam pandangan ini, norma 
menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan menegaskan tanggung jawab dalam 
kehidupan sosial. Dalam pilar ini dicakup nilai (value) dan norma. Norma berguna 
untuk memberi pedoman pada aktor apa tujuannya (goal dan objectives), serta 
bagaimana cara mencapainya. Karena itu, bagian ini sering pula disebut dengan 
kelembagaan normatif (normatif institution) dan kelembagaan historis (historical 
instituionalism). Inilah pula yang sering disebut sebagai teori ”kelembagaan yang 
asli”. 
Ketiga, pilar kultural-kognitif. Inti dari pilar ini adalah bahwa manusia 
berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai (meaning) dunia dan 
lingkungannya. Manusia mengalami sedimentasi makna dan kristalisasi makna 
dalam bentuk objektif. Aktor (individu dan organisasi) mengalami proses 
interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal, dalam 
memaknai lingkungan sebagai situation shared secara kolektif. Dalam konteks ini, 
diyakini aktor memiliki makna yang sangat variatif, sehingga kreativitas aktor 
dihargai. Bagian ini sering disebut dengan kelembagaan sosial (social institution). 
Pilar-pilar yang dijelaskan oleh Scott ini dapat meninjau aspek kelembagaan dalam 
pengelolaan dan peletarian cagar budaya, terutama pengelolaan Kawasan Jalan Ijen 





F.  Teori Sinergi 
Suatu pengelolaan membutuhkan sinergi dari para pemangku kepentingan 
(stakeholders). Menurut Pamudji, “Sinergi adalah kerja sama yang 
mengindikasikan adanya dua faktor atau dua pihak lebih yang berinteraksi dan 
menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama” 
(1985:12).  Senada dengan Pamudji, Lasker and Weiss (2003:125) menyatakan 
bahwa sinergi adalah indikator utama dalam kesuksesan suatu kerjasama karena 
masing-masing pihak saling berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah atau 
mencapai tujuan tertentu  (“synergi is a key indicator of a succesful collaborative 
process because it reflects the extent to which a partnership can accomplish more 
than any of its individual participants and become a whole that is greater than sum 
of its parts”). Dari kedua pengertian ini dapat diketahui bahwa setiap sinergi 
memiliki unsur-unsur penting yakni : adanya dua pihak (faktor) lebih, adanya unsur 
interaksi, dan adanya unsur tujuan bersama. 
Sinergi diperlukan untuk melengkapi informasi karena individu dan 
organisasi memiliki pemikiran masing-masing. “This manifestation of synergi-
strengthened thinking-is important because individuals and organization, on their 
own, often have imperfect or incomplete information “(Lasker and Weiss, 2003). 
Selanjutnya Lasker dan Weiss   (2003:125) menjelaskan beberapa keuntungan yang 
diperoleh dengan menerapkan sinergitas, yakni : 
a. Obtain more accurate information (e.g. about the concerns and priorities of 
people in the community) ; 
b. See the “big picture” (e.g., appreciate how different service, programs and 
policies in the community relate to each other and to the problems the 
partnership is trying to adders) ; 
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c. Breaks new ground (e.g., combine statistical and qualitative information to 
get a better understanding of the root causes of a problems and discover 
innovative approaches to solving problems) ; 
d. Understand the local context (e.g.,appreciate the value, politics, asset and 
history of the local environment and use this information to identify strategies 
that are most likely to work in that environment. 
 
Dari keuntungan yang disebutkan oleh Lasker dan Weiss diatas dapat diketahui 
bahwa keuntungan adanya sinergi para stakeholder, antara lain : 
a. Mampu mendapatkan informasi yang akurat yang akan berguna dalam 
menentukan langkah-langkah yang harus diprioritaskan dalam mengatasi 
masalah. 
b. Mampu melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang masing-masing 
stakeholders yang terlibat. 
c. Mampu menggabungkan informasi yang bersifat statistik dan kualitatif guna 
memahami akar permasalahan yang sesungguhnya. 
d. Mampu memahami nilai-nilai lokal yang akan digunakan dalam 
mengidentifikasi strategi yang harus dipakai dalam mengatasi masalah 
(Lasker dan Weiss, 2003:125). 
Dengan demikian, teori sinergitas ini penting untuk meninjau kerjasama antar 
pengelola di Kawasan Jalan Ijen. Para pengelola antara lain Disbudpar, para pemilik 
rumah, DKP, DPUPBB, Dishub, Bappeda, Pengelola Gereja dan Pengelola 






G. Konsep Anggaran 
Anggaran adalah bagian terpenting dari suatu pengelolaan. Menurut 
Mulyadi (dalam Safroni, 2012:246), “anggaran merupakan rencana kerja jangka 
pendek yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter yang 
penyusunannya sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Senada dengan Mulyadi, Tunggal (dalam Safroni, 2012:246), 
“anggaran adalah rencana terinci tentang pemerolehan dan penggunaan sumber 
daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Dari 
kedua pengertian anggaran tersebut dapat disederhanakan bahwa anggaran adalah 
suatu rencana mendetail yang berhubungan dengan keuangan yang menunjukkan 
sumber dan penggunaannya. 
Dari pengertian anggaran dapat diketahui bahwa Fungsi-fungsi anggaran, 
antara lain : 
1. Hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 
2. Cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. 
3. Alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan 
mekanisme kerja antara antasan dan bawahan. 
4. Alat pengendalian unit kerja. 
5. Alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisiensi dalam pencapaian visi 
organisasi. 
6. Instrumen politik. 
7. Instrumen kebijakan fiskal (Bastian dalam Safroni, 2012 : 249). 
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Fungsi anggaran dapat tercapai apabila memenuhi prinsip-prinsip anggaran 
sebagai berikut. 
a. Transparansi dan akuntabilitas 
Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, 
sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan 
kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama 
untuk mengetahui proses anggaran dan berhak untuk menuntut 
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 
b. Disiplin anggaran 
Penyusunan anggarakan dilakukan berdasarkan atas efisiensi, tepat guna, tepat 
waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. 
c. Keadilan anggaran 
Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat 
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam 
pemberian layanan. 
d. Efisiensi dan efektivitas 
Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan 
peningkatan dan kesejahteraan yang maskimal untuk kepentingan masyarakat. 
e. Disusun dengan pendekatan kinerja 
Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya 
pencapaian hasil kerja (keluaran/hasil) dari perencanaan atas alokasi biaya atau 
masukan/input yang telah ditetapkan (Safroni, 2012 : 250-251). 
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Anggaran dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia 
dicantumkan dalam Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya. 
Anggaran ini ditegaskan pada pasal 98 sebagai berikut. 
(1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.  
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau 
d.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk 
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya 
dengan memperhatikan prinsip proporsional. 
(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk 
penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah 
ditetapkan sebagai Cagar Budaya. 
Dengan demikian konsep anggaran digunakan sebagai penelaah atas aspek 





A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini bermaksud untuk 
mendeskripsikan fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan mengenai  
pengelolaan Kawasan Jalan Ijen sebagai bentuk pengelolaan cagar budaya berbasis 
Sustainbale Development. Menurut Lodico, Splauding dan Voegtle dalam Emzir 
(2012:2) mendefiniskan, “Penelitian kualitatif, yang disebut juga penelitian 
interpretatif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari 
disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting 
pendidikan”. Sedangkan menurut Menurut Arikunto (2002 : 10), penelitian 
kualitatif ialah : “Penelitian yang menekankan pada kondisi lapangan dengan 
mengutamakan pada proses daripada hasil lebih pada gejala yang muncul dari hasil 
penelitian lapangan dengan mereflesikan kondisi sebenarnya tanpa menekankan 
pada penggunaan angka dalam pengumpulan data dan penafsiran pada hasilnya.” 
Sesuai dengan dua pengertian pendekatan kualitatif, maka dapat dikatakan 
bahwa penelitian ini menunjukkan pada permasalahan yang muncul di lapangan 
dengan tidak menekankan pada hasil penggunaan angka. Jadi  alasan penggunaan 
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah agar lebih mudah menjelaskan 
mengenai pengelolaan kawasan jalan ijen dan menganalisisnya sebagai bentuk 
pengelolaan kawasan cagar budaya berbasis sustainable development.  
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Lebih lanjut pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat penelitian 
deskripstif. Menurut pendapat Emzir (2012:3) dalam penelitian deskriptif, data 
yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-
angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk 
mengilustrasikan dan menyelidiki bukti presentasi. Data tersebut mencakup 
transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotype, dokumen pribadi, 
memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Senada dengan pendapat Emzir, 
Menurut Hasan (2002:23) metode penelitian deskriptif artinya melukiskan variabel 
demi variabel, satu demi satu. Metode ini bertujuan untuk menguraikan sifat atau 
karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Lebih fokusnya pada pengumpulan fakta 
dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang 
diselesaikan. Secara rinci tujuan dari penelitian kualitatif menurut Hasan (2002:22) 
adalah : 
1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang 
ada. 
2. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek 
yang berlaku. 
3. Membuat perbandingan atau evaluasi. 
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah 
yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana 
dan keputusan pada waktu yang akan datang. 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yang digunakan mengarah pada 
menggambarkan permasalahan yang terjadi pada dalam pengelolaan Kawasan Jalan 
Ijen sebagai bentuk pengelolaan cagar budaya berbasis Sustainbale Development  





B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dibuat untuk memberikan batasan dalam pengumpulan 
data  sehingga mencegah  penelitian tidak melebar, meluas dan menyimpang dari 
topik penelitian. Penentuan fokus penelitian memiliki tujuan yaitu penetapan fokus 
membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat pendirian 
menjadi layak.  Selain itu, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk 
menyaring informasi yang mengalir masuk. Dengan demikian, Penelitian 
pengelolaan kawasan Cagar Budaya berbasis sustainable development dengan studi 
Kawasan Jalan Ijen Kota Malang memiliki fokus penelitian sebagai berikut. 
a. Pengelolaan cagar budaya Kawasan Jalan Ijen berbasis sustainable 
development, meliputi : 
1. Aspek kelembagaan dalam pengelolaan cagar budaya yang berupa 
organisasi-organisasi yang mengelola Kawasan Jalan Ijen dan 
koordinasi antar organisasi. 
2. Aspek legalitas dalam pengelolaan cagar budaya yang berkaitan dengan 
peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan mengenai Kawasan 
Jalan Ijen. 
3. Aspek fisik dalam pengelolaan cagar budaya meliputi pemeliharaan 
kondisi fisik cagar budaya, keaslian, kepemilikan, dan golongan 
bangunan yang berada di Kawasan Jalan Ijen. 
4. Aspek Pembiayaan dalam pengelolaan bangunan dan kawasan cagar 
budaya berupa potensi sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, 
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dan pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan bangunan dan 
Kawasan Jalan Ijen. 
b. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan Kawasan 
Jalan Ijen sebagai bentuk pengelolaan cagar budaya berbasis Sustainbale 
Development. 
1. Faktor pendukung. 
2. Faktor penghambat. 
  
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai objek penelitian yang 
akan dilakukan untuk meperoleh data atau informasi yang diperlukan. Adapun 
lokasi penelitian yang diambil adalah Kawasan Jalan Ijen. Hal ini dikarenakan 
pertimbangan berikut ini. 
1. Kawasan jalan Ijen merupakan ikon bersejarah Kota Malang. 
2. Kawasan Jalan Ijen merupakan pusat promosi cagar budaya dan pariwisata 
di Kota Malang. 
3. Kawasan Jalan Ijen merupakan kawasan satu-satunya di Kota Malang 
yang memiliki tingkat ballance di kedua sisinya dan memiliki nilai estetik 
yang tinggi. 
Situs penelitian adalah letak peneliti dalam mengadakan penelitian yang 
akan menghasilkan informasi data, yaitu pada Badan Perencanaan dan 
Pembangunan (BAPPEDA), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 
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Pengawasan Bangunan (DPUPPB), dan Dinas Perhubungan Kota Malang. 
Pemilihan Situs Penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian berupa pengelolaan 
kawasan cagar budaya berbasis sustainable development. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data merupakan penyedia informasi yang dibutuhkan oleh peneliti 
agar mendapatkan data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif didapatkan 
melalui wawancara terhadap informan sehingga perlu memahami kata-kata dan 
tindakan dari informan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan foto. 
Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini berupa: 
1. Data Primer 
Sumber data primer ini diperoleh langsung di lapangan dari pemangku 
kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan cagar budaya berupa 
kawasan jalan ijen yang berbasis sustainable development . Sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang di BAPPEDA Kota Malang. 
2. Penyusun Program di DISBUDPAR Kota Malang. 
3. Kepla seksi pengaduan dan penyuluhan di DPUPBB. 
4. Pengelola Gereja Ijen. 
5. Pemandu Wisata Museum Brawijaya. 
6. Ketua RT 04 dan ketua RT 05 Perumahan Ijen Boulevard. 
7. Pemelihara Taman di Bidang Pertamanan DKP. 
8. Staff Bidang Pengendalian dan Ketertiban Dishub. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi 
kepada peneliti dan merupakan data yang terlebih dahulu diteliti dan 
dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti. Sumber data sekunder dapat berupa 
catatan-catatan resmi, laporan atau dokumen-dokumen formal maupun non 
formal yang dimiliki Pemerintah Daerah dan juga sumber dari kajian jurnal 
ilmiah, buku, majalah, yang berhubungan dengan penelitian yang sama. 
Dokumen-dokumen ini antara lain Laporan akuntabilitas Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (LAKIP Disbudpar) Tahun 2014-2015, Rencana Strategi 
Disbudpar Kota Malang tahun 2013-2018, Rencana Kerja Tahunan Disbudpar 
tahun 2015-2016, Laporan Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Malang tahun 
2012, LAKIP DKP, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang 
menentukan berjalannya suatu penelitian. Adapun beberapa metode pengumpulan 
data antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi (Bungin, 2001:129). 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Wawancara 
Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Komponen 
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dari metode wawancara adalah pewawancara, responden, materi wawancara 
dan pedoman wawancara. 
2. Observasi  
Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca 
indra untuk menghimpun data. Data yang dihasilkan dari observasi adalah 
hasil dari pengamatan. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
melihat pengelolaan kawasan ijen dan melihat fenomena pengelolaan 
kawasan tersebut yang dikelola, menuju pada pengelolaan cagar budaya 
berbasis sustainable development. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi atau metode dokumenter merupakan metode yang digunakan 
untuk menelusuri data historis karena sejumlah besar fakta dan data sosial 
tersimpan dengan baik. Kumpulan data tersebut dapat berbentuk foto, tape, 
mikrofilm, dokumen, buku, surat kabar dan majalah yang relevan dengan 
penelitian ini. 
 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkai 
proses kerja penelitian. “Pada pendekatan kualitatif, instrumen penelitian satu-
satunya adalah peneliti itu sendiri. Pengukuran dan alat ukur dalam instrumen 
penelitian kualitatif bersifat kualitatif pula. Oleh karena itu lebih bersifat asbtrak 
tetapi lengkap dan mendalam” (Bungin, 2001:71). Adapun instrumen yang 
digunakan penelitian ini, adalah : 
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1. Peneliti sendiri, artinya peneliti merupakan alat pengumpul data utama. 
Penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen peneliti merupakan 
perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data dan ada 
akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannnya. Jadi, Peneliti sebagai 
instrumen pengamat dengan menggunakan alat panca indera melakukan 
pengamatan, mencatat fenomena yang terjadi di lapangan dengan dibekali 
pengetahuan.  
2. Pedoman Wawancara (Interview guide), instrumen ini digunakan sebagai 
pedoman dalam melakukan wawancara menggunakan dengan suatu daftar 
pertanyaan yang diberikan kepada informan untuk melakukan 
pengumpulan data.  
3. Catatan Lapangan (Field note), berupa buku catatan yang digunakan 
sebagai catatan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian. 
4. Situs internet, merupakan alat peneliti untuk mendapatkan segala 
informasi atau data yang menunjang dengan penelitian. 
 
G. Metode Analisis 
Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian 
karena didalamnya terdiri dari penggambaran dan penfasiran peneliti terhadap data-
data yang telah dikumpulakan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam 
penelitian. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 




Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka peneliti menganilisis data 
menggunakan metode kualitatif yang dimulai dengan membaca, mempelajari, dan 
menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka diadakan 
penyusunan, pengolah dan interpretasi data dan diambil kesimpulan. Langkah-
langkah ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat digambarkan dengan 









Gambar 3. Analisis Model Interaktif 
Sumber : Miles dan Huberman (1992:20) 
 
Berdasarkan gambar diatas, maka langkah-langkah analisis data yang 
dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat dijelaskan sebagai beriku ini. 
1. Reduksi data 
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan 
pentransformasikan data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama 
penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi merupakan 
bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, 












mengorganisasi sehingga interpretasi dapat ditarik. Dalam proses reduksiini 
peneliti benar-benar mencari data yang valid. 
2. Penyajian Data 
Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk 
menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data antara 
lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah 
untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, 
penyajiannya harus tertara secara apik. Penyajian data merupakan bagian dari 
analisis, bahkan mencakup pola penyajian data. Dalam proses ini, data 
diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti. 
3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi 
Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan 
prinsip logika, mengangkat sebagai temuan peneliti, kemudian dilanjutkan 
dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, 
pengelompokkan data yang telah terbentuk dari prosisi yang telah dirumuskan. 
Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian yang lengkap dengan 
‘temuan baru’ yang berbeda dengan temuan yang ada. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dan 
diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu 
analisa data dengan cara temuan-temua penelitian secara lengkap dan jelas. 
Kemudian hasil analisis berupa kata-kata, angka serta tidak menutup kemungkinan 
berupa tabel maupun grafik yang dapat membantu memberikan penjelasan. Dengan 
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menggunakan analisis data kualitatif dapat membantu peneliti dalam 
mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dengan apa adanya. 
 
H. Keabsahan Data 
Derajat kepercayaan atau kebenaran penelitian dalam penelitian kualitatif 
disebut Keabsahan data. Menurut Moleong (2006:324-326) ada empat 
teknik/kriteria pemeriksaan terhadap keabsahan data, yakni : 
1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 
Sebenarnya penetapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep 
validitas internal  dari penelitian non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk 
melakukan pemeriksaan sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat 
dicapai. Beberapa cara yang perlu diupayakan agar kebenaran hasil 
penelitian dapat dipercaya, antara lain : 
a) memperpanjang masa observasi, sehingga peneliti dapat memiliki 
cukup waktu untuk mendalami fenomena yang diteliti seperti apa 
adanya dan dapat dilakukan pengecekan kembali data ke lapangan. 
b) pengamatan terus menerus, sehingga peneliti dapat memperhatikan 
sesuatu secara lebih cermat, terinci dan mendalam. Dalam hal ini 
peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan cara turut aktif 
melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam masalah penelitian. 
c) melakukan triangulasi sumber data (memilih berbagai sumber yang 
sesuai). Triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu 
dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, 
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pada berbagai fase penelitian lapangan pada waktu yang berlainan dan 
dengan metode yang berlainan. Ada 4 pola triangulasi yaitu 
perbandingan terhadap data, sumber data, teknik pengumpulan data dan 
teori. Prosedur triangulasi sangat memakan waktu, akan tetapi 
disamping mempertinggi validitas, juga memberikan kedalaman hasil 
penelitian. 
2. Derajat Keteralihan (Transferability) 
Kriteria keteralihan merupakan modifikasi validitas eksternal dalam 
penelitian kualitatif. Pada prinsipnya standar transferability ini merupakan 
pernyataan empirik yang tidak dijawab sendiri oleh peneliti, tetapi dijawab 
dan dinilai oleh para pembaca laporan hasil penelitian. Hasil penelitian 
dikatakan memiliki standar transferability yang tinggi manakala para 
pembaca laporan peneilitian memperoleh gambaran serta pemahaman yang 
jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Agar keteralihan dapat terwujud, 
maka dilakukan dengan uraian yang cermat, rinci atau mendalam dengan 
memperhatikan kesamaan antara konteks dan fenomena-fenomena. 
Sehingga pada akhirnya peneilitian ini menjawab apakah mampu 
diaplikasikan pada situasi atau bisa dilakukan generalisasi. 
3. Ketergantungan (Dependability) 
Ketergantungan diperoleh dengan cara proses audit atau pemeriksaan yang 
cermat terhadap seluruh komponen, proses penelitian dan hasil penelitian.  
Untuk mencapai ketergantungan, peneliti perlu mempersiapkan data 
mentah, hasil analisis data, hasil sintesa data serta catatan tentang proses 
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data yang digunakan.  Sedangkan pemeriksaan dilakukan melalui diskusi 
dan konsultasi dengan pembimbing setahap demi setahap yang menyangkut 
kepastian sumber data, sistematika dalam mengurutkan hasil temuan, cara 
mendekripsikan hasil temuan, logika penarikan kesimpulan dari data dan 
penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti terkait 
dengan keabsahan data. 
4. Kepastian (Confirmability) 
Kriteria kepastian mengandung objektivitas yakni sesuatu yang objektif atau 
tidak objektif tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap 
pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Objektif berarti dapat 
dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Sebagai implementasi dari kriteria 
kepastian dalam penelitian ini adalah setelah dilakukan pemeriksaan data 
ternyata masih terdapat adanya perbadaan data dan informasi, maka 
dilakukan konfirmasi data dengan sumber data (informan) yang lebih 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Malang 
a. Sejarah Kota Malang 
Kota Malang terdiri dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 kelurahan. 
Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya 
tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan Swa Sembada 
artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan 
pemerintahannya dengan mandiri. Keadaan Kota Malang saat ini tidak terlepas dari 
sejarahnya. 
Kota Malang Pada tahun 1914 memiliki 8 distrik (kawedanan) yaitu 
Kawedanan Karanglo Pakis, Gondanglegi, Penanggungan, Senggoro Antang 
(Ngantang), Turen dan Kawedanan Kotta. Hari jadi Kota Malang adalah 1 April 
1914. Saat ditetapkan hari jadi, Kota Malang masih belum mempunyai dewan kota 
dan walikota. Penetapan ini tetap dilakukan karena perkembangan Kota Malang 
yang cepat, mulai dari pertumbuhan penduduk, perpindahan penduduk, 
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lainnya. Selain itu, fasilitas yang cepat 
memenuhi Kota Malang seperti Hotel, Bank, rumah sakit, sekolah, dan tempat 
fasilitas publik lainnya. Hal tersebut menjadikan Kota Malang sebagai a full blown 
town (kota yang dewasa) pada tahun 1905.  
Kota Malang pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda telah 
menjadikan daerah Malang sebagai wilayah "Gemente" (Kota). Sebelum tahun 
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1964, dalam lambang kota Malang terdapat tulisan ; “Malang namaku, maju 
tujuanku” terjemahan dari “Malang nominor, sursum moveor”.  Ketika kota ini 
merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 April 1964, kalimat-
kalimat tersebut berubah menjadi : “Malangkucecwara”.  Semboyan baru ini 
diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, karena kata tersebut 
sangat erat hubungannya dengan asal-usul kota Malang yang pada masa Ken Arok 
kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar atau dekat 
candi yang bernama Malangkucecwara.   Malangkucecwara berasal dari tiga kata, 
yakni : Mala yang berarti  segala sesuatu yang kotor, kecurangan, kepalsuan, atau 
bathil, Angkuca yang berarti menghancurkan atau membinasakan dan Icwara yang 
berarti Tuhan.  Dengan demikian Malangkucecwara berarti “TUHAN 
MENGHANCURKAN YANG BATHIL”. 
Sebenarnya Nama "Malang" sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh 
para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk 
memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama "Malang".  Sampai saat ini 
telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut.  
Malangkucecwara yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu 
hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci.  Nama bangunan suci itu sendiri 
diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti 
Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara 
Surabaya-Malang.  Namun demikian dimana letak sesungguhnya bangunan suci 
Malangkucecwara itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan.  
Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah gunung Buring, satu 
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pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang dimana terdapat salah 
satu puncak gunung yang bernama Malang.  Pembuktian atas kebenaran dugaan ini 
masih terus dilakukan karena ternyata, disebelah barat kota Malang juga terdapat 
sebuah gunung yang bernama Malang. 
Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu 
terdapat di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara kota Malang.  Sampai saat 
ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malangsuka, yang 
oleh sebagian ahli sejarah, diduga berasal dari kata Malankuca yang diucapkan 
terbalik.  Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan 
purbakala yang berserakan di daerah tersebut, seperti candi Jago dan candi Kidal, 
yang keduanya merupakan peninggalan zaman kerajaan Singasari. 
Dari kedua hipotesa tersebut di atas masih juga belum dapat dipastikan 
manakah kiranya yang terdahulu dikenal dengan nama Malang yang berasal dari 
nama bangunan suci Malangkucecwara itu.  Apakah daerah di sekitar Malang 
sekarang, ataukah kedua gunung yang bernama Malang di sekitar daerah itu. 
 Sebuah prasasti tembaga yang ditemukan akhir tahun 1974 di perkebunan 
Bantaran, Wlingi, sebelah barat daya Malang, dalam satu bagiannya tertulis sebagai 
berikut : “…………  taning sakrid Malang-akalihan wacid lawan macu pasabhanira 
dyah Limpa Makanagran I ………”.  Arti dari kalimat tersebut di atas adalah : “ 
…….. di sebelah timur tempat berburu sekitar Malang bersama wacid dan mancu, 
persawahan Dyah Limpa yaitu ………”. Dari bunyi prasasti itu ternyata Malang 
merupakan satu tempat di sebelah timur dari tempat-tempat yang tersebut dalam 
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prasasti tiu.  Dari prasasti inilah diperoleh satu bukti bahwa pemakaian nama 
Malang telah ada paling tidak sejak abad 12 Masehi. 
Hipotesa-hipotesa terdahulu, barangkali berbeda dengan satu pendapat yang 
menduga bahwa nama Malang berasal dari kata “Membantah” atau “Menghalang-
halangi” (dalam bahasa Jawa berarti Malang).  Alkisah Sunan Mataram yang ingin 
meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah 
Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat.  Karena 
itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, 
membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram.  Sejak itu pula daerah 
tersebut bernama Malang. Timbulnya karajaan Kanjuruhan tersebut, oleh para ahli 
sejarah dipandang sebagai tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan yang 
sampai saat ini, setelah 12 abad berselang, telah berkembang menjadi Kota Malang. 
Setelah kerajaan Kanjuruhan, di masa emas kerajaan Singasari (1000 tahun 
setelah Masehi) di daerah Malang masih ditemukan satu kerajaan yang makmur, 
banyak penduduknya serta tanah-tanah pertanian yang amat subur.  Ketika Islam 
menaklukkan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400, Patih Majapahit melarikan 
diri ke daerah Malang.  Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang 
merdeka, yang oleh putranya diperjuangkan menjadi satu kerajaan yang maju.  
Pusat kerajaan yang terletak di kota Malang sampai saat ini masih terlihat sisa-sisa 
bangunan bentengnya yang kokoh bernama Kutobedah di desa Kutobedah. Sultan 
Mataram dari Jawa Tengah yang akhirnya datang menaklukkan daerah ini pada 




b. Kondisi Geografis dan Iklim Kota Malang 
 
 Gambar 3. Peta Kota Malang 
Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2015 
Kota Malang merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Timur. Secara 
astronomis, Kota Malang terletak pada posisi 112.06𝑜-112. 7𝑜 Bujur Timur dan 
77.06𝑜-8.02𝑜 Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut : 
- Sebelah Utara    : Kecamatan Singosari dan Karangploso Kabupaten Malang. 
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 
- Sebelah Barat   : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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- Sebalah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 
Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06 km2 yang terbagi dalam lima 
kecamatan yaitu kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen dan Lowokwaru. Luas 
wilayah kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut ini. 
 Tabel 10. Luas Kecamatan dan Presentase terhadap Luas Kota 
Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2015 
Kota Malang memiliki potensi alam yang letaknya cukup tinggi yaitu 440-
667 meter di atas permukaan laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah 
Pegunungan Buring yang terletak di Sebelah Timur Kota Malang, sedangkan sungai 
yang mengalir di Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango. 
Meskipun Kota Malang memiliki potensi alam yang cukup tinggi di atas 
permukaan laut tetapi kondisi iklimnya tidak terlalu berbeda jauh dengan kota lain. 
Kota Malang mengalami perubahan dua iklim yakni musim hujan dan musim 
kemarau.  Curah hujan di Kota Malang selama tahun 2014  terjadi di awal dan 
penghujung tahun, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu mencapai 
385 mm yang terjadi selama 24 hari. Kecapatan angin maksiumnya terjadi di bulan 
Januari dan Febuari. 
c. Kondisi Demografis Kota Malang 
Kondisi Demografis menunjukkan kondisi kependudukan di suatu wilayah. 
Data Penduduk menurut Hasil Proyeksi Penduduk Sensus Penduduk 2010, jumlah 
Kecamatan 
Luas Kecamatan 
 (𝑘𝑚2 ) 
Presentase terhadap Luas 
Kota (𝑘𝑚2 ) 
Kedung Kandang 38,98 36,24 
Sukun 20,97 19,05 
Klojen 8,83 8,02 
Blimbing 17,77 16,15 
Lowokwaru 22,60 20,53 
Jumlah 110,06 100,00 
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penduduk kota Malang tahun 2014 sebanyak 845.973 jiwa yang terdiri dari 
penduduk laki-laki 416.982 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 428.991 jiwa. 
Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk kota Malang sebesar 97,2, artinya 
bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97-98 penduduk lai-laki. Jumlah 
penduduk di Kota Malang lebih detailnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.  





Kelamin Laki-laki Perempuan 
Kedung kandang 91,474 92,453 183,927 98,9 
Sukun 93,632 94,913 188,545 98,7 
Klojen 49,779 54,811 104,590 90,8 
Blimbing 87,581 89,264 176,845 98,1 
Lowokwaru 94,516 97,550 192,006 96,9 
Jumlah 416,982 428,991 845,973 97,2 
Sumber : Kota Malang dalam Angka 2015 
Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, laju pertumbuhan 
penduduk per-tahun adalah 0,86 sehingga kepadatan penduduknya adalah 7.453 
penduduk/km2. Sensus tahun 2010 juga menunjukkan bahwa Kota Malang 
memiliki 220.431 rumah tangga. Dengan adanya sensus penduduk di tahun 2010 
telah menghasilkan proyeksi penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, 
jumlah penduduk yang lahir di tahun 2014 sebanyak 4.344 penduduk terdiri dari 
2.268 penduduk laki-laki dan 2.076 penduduk perempuan. Sedangkan angka 
kematian di tahun 2014 sebanyak 1.486 penduduk yang terdiri atas 772 penduduk 
laki-laki dan 714 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kota Malang yang 
pindah di tahun 2014 sebanyak 19.054 penduduk. Perpindahan penduduk Kota 






d. Kondisi Sosial Kota Malang 
Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, 
kota ini juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena banyaknya fasilitas 
pendidikan yang tersedia dari mulai tingkat Taman Kanak-kanak, SD sampai 
Pendidikan Tinggi dan jenis pendidikan nonformal seperti kursus bahasa asing dan 
kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 
Pada tingkat sekolah dasar (SD) jumlah sekolah yang ada sebanyak 271. 
Jumlah murid seluruhnya 76.973 murid dan 3.959 guru. Sedangkan jumlah SMP 
sebanyak 100 sekolah, SMU sebanyak 47 sekolah dan SMK sebanyak 53 sekolah. 
Sedangkan Banyaknya sekolah di lingkungan Departemen Agama tahun 2014/2015 
berjumlah MI 50 unit, MTs 25 unit dan MA 15 unit. Kemudian Perguruan tinggi 
negeri (PTN) di Kota Malang sebanyak 4 PTN yakni Univeristas Brawijaya, 
Universitas Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dan Politeknik Kesehatan 
Malang. 
Konidisi sosial masyarakat Kota Malang tidak hanya dilihat dari segi 
pendidikan tetapi juga peran aktif masyarakat. Salah satu partisipasi masyarakat 
adalah untuk melakukan kegiatan sosial antara lain menjadi donor darah. Selama 
tahun 2014 jumlah donor darah yang dihimpun oleh Palang Merah Indonesia 
sebanyak 45.575 pendonor. Donor darah yang terbanyak adalah yang bergolongan 
O (17.721) dan paling sedikit adalah golongan darah AB (3.287). Sedangkan 
permintaan akan darah sebanyak 45.575 (Labu). Selain itu, masyarakat juga aktif 
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menjalankan program kesehatan pemerintah berupa Keluarga Berencana (KB). 
Pada tahun 2014 sebanyak 76,0 persen pasangan usia subur tercatat sebagai peserta 
KB aktif, dengan penggunaan alat kontrasepsi tertinggi adalah Suntik sebesar 
43.963. 
e. Kondisi Ekonomi dan Keuangan Di Kota Malang 
Perekonomian masyarakat di Kota Malang dapat dilihat dari sektor kerja 
mereka antara lain sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan 
Besar, dan Eceran, Rumah Makan dan Hotel, Angkutan. Sektor-sektor ini 
menunjang harga dagang di Kota Malang, yakni di tahun 2014 Secara keseluruhan 
perubahan harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya hanya sebesar mencapai 
8,14 persen tahun 2014. 
Tidak hanya melakukan perekenomian di dalam negeri, masyarakat Kota 
Malang juga telah mampu melakukan kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor yang 
tercatat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang selama Tahun 2014 
senilai 20.775.604,47 US$ dari 10 macam komoditi ke 10 negara. Realisasi Impor 
yang tercatat senilai 2.194.070,39 US$ dari 5 negara. 
Berbeda dengan masyarakat, Gambaran Keuangan Daerah tertuang dalam 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi Pendapatan 
terlihat total Pendapatan daerah selama tahun 2014 sebesar 
Rp1.764.869.389.655,03 Sumber pendapatan terbagi dalam tiga kelompok. Dari 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 
Rp.372.550.096.292,03. Sedangkan pendapatan yang merupakan Pendapatan 
Transfer, menberikan kontribusi terbesar Rp 1.329.108.236.363,00. Pada sisi 
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Pengeluaran total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang 
sebesar Rp. 1.602.999.850.132,14. 
Seluruh kegiatan perekonomian di Kota Malang ditunjang pula oleh Jumlah 
bank umum yang beroperasi di kota Malang pada tahun 2014 sebanyak 34 yang 
terdiri dari 4 bank pemerintah, 29 Bank Swasta Nasional dan 1 Bank Pemerintah 
Daerah. Dari kegiatan perbankan tercatat total aset yang tersedia sampai dengan 
Desember 2014 sebesar Rp.37.596.345 juta rupiah. Sedangkan sumber dana yang 
berasal dari pihak ketiga yang berupa giro sebesar Rp.4.341.919 juta rupiah, 
tabungan Rp.17.128.913 juta rupiah dan deposito sebesar Rp. 12.023.631 juta 
rupiah. Dari dana yang ada telah tersalur untuk pemberian kredit sampai dengan 
Desember 2014 sebesar Rp. 24.381.731 juta rupiah. 
2. Gambaran Umum Kawasan Jalan Ijen 
Kawasan Jalan Ijen merupakan kawasan yang berada di kelurahan Gading 
Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kawasan Jalan Ijen terkenal sebagai cikal 
bakal kota Malang. Jalan yang lebar dan luas merupakan ciri khas dari Jalan Ijen. 
Selain itu, di tengah antara kedua jalan dipisahkan dengan taman yang hijau dan 
indah. Kawasan ini merupakan jalur hijau yang di hiasi bunga Bougenvil dan pohon 
Palem. 
Kawasan Jalan Ijen merupakan kawasan cagar budaya. Hal ini tertuang pada 
Perda No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 
Malang tahun 2010-2030, yang berbunyi sebagai berikut. 
“Bangunan cagar budaya meliputi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah 
dan penanda kota, yaitu : Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Gereja Kathedral Hati Kudus, Sekolah 
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Cor-Jessu, Gedung PLN, serta perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen, 
Toko Oen, dan Masjid Agung Jami’ (Pasal 44). 
Tidak hanya sebagai kawasan cagar budaya, Kawasan Jalan Ijen merupakan 
kawasan pariwisata bagi Kota Malang. Hal ini mengacu pada LAKIP Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang tahun 2014. Kawasan pariwisata ini 
berbentuk kawasan wisata budaya. “Pengembangan kawasan Kayutangan, kawasan 
Pecinan, kawasan Kauman, dan kawasan Besar Ijen sebagai kawasan wisata 
budaya” (Pasal 58 Perda No.4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang).  
Di dalam kawasan Jalan Ijen terdapat bangunan-bangunan bersejarah, 
antara lain : 
a. Gereja Ijen 
Gereja Ijen atau Santa Tereshia dibangun pada 28 Oktober 1934 di kawasan 
paling prestisius kota Malang (Ijen Boulevard). Pembangunan gereja ini karena 
kapasitas gereja katolik di Kayutangan tidak lagi memadai. Gereja megah yang 
dibangun pada tahun 1934 ini memang merupakan salah satu peninggalan kolonial 
Belanda bersama dengan bangunan-bangunan lain yang terletak di kawasan Ijen. 
Hanya dibutuhkan waktu delapan bulan (11 Februari 1934 - 28 Oktober 1934) 
hingga gereja ini berdiri. Arsitek Belanda yang merancang Gereja Santa Perawan 
Maria dari Gunung Karmel adalah . L. Estourgie dan dan dibangun oleh pemborong 
NV Bouwundig Buerau Siten en Louzada. Pada Tahun 1961 gereja ini berganti 
nama menjadi Santa Maria Bunda Carmel. Katedral Ijen ini merupakan salah satu 
Kathedral terindah di Indonesia yang bertipikal Belanda asli. Hal ini dapat 
dibuktikan dari bentuk eksterior dan interior serta ornamen-ornamennya 
(Budiyono, 2010). 
Gereja Ijen memiliki dua menara tinggi mengapit pintu masuk utama yang 
berhiaskan salib besar. Di menara sisi kanan, terdapat jam kuno berwarna coklat 
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muda. Untuk masuk gereja ini, bisa melalui pintu depan atau pun pintu belakang 
melalui jalan di sebelah kiri gereja. Fokus pertama ketika memasuki bangunan ini 
adalah lukisan – lukisan cantik yang berjajar di dinding gereja. Lukisan – lukisan 
ini mengisahkan mengenai perjalanan Yesus Kristus serta Bunda Maria, disertai 
dengan keterangan berdasarkan kitab suci. Berdasarkan ejaan yang terdapat di 
keterangan lukisan, sepertinya lukisan tersebut berusia cukup tua. Karena masih 
menggunakan ejaan yang belum disempurnakan. 
 Beberapa patung juga berdiri di beberapa titik Gereja Ijen. Patung–patung 
menunjukkan atmosfir kekhusyukan saat melaksanakan ibadah dalam gereja. Di 
Belakang Gereja berdiri patung Bunda Maria sedang menggendong Yesus Kristus 
yang masih berusia balita. Patung ini sungguh menawan karena dikelilingi tanaman 
– tanaman hias dan berbentuk seperti altar. 
Arsitektur Gereja Ijen bergaya khas Neo – Gothic Eropa dan berukuran 
cukup besar. Gereja ini juga memiliki nilai historis yang cukup menjadi saksi gereja 
ini juga memiliki nilai historis yang cukup penting yakni menjadi saksi perlawanan 
Malang saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Tepatnya pada tahun 1947, 
Tentara Republik Indonesia Pelajar yang berisi pelajar dari SMU St. Albertus kala 
itu bergabung dan dengan gagah berani menghalau tentara Belanda yang mencoba 
untuk mengrongrong kemerdekaan Indonesia. Kisah heroik para pelajar ini 
kemudian diabadikan melalui dua patung yang terdapat di seberang Gereja Ijen. 
Nama jalan dimana patung itu berdiri pun menjadi Jalan Pahlawan TRIP untuk 




b. Museum Brawijaya 
Museum Brawijaya Malang merupakan museum yang berisi benda-benda 
bersejarah pada zaman perang kemerdekaan hingga koleksi foto-foto malang pada 
tempo dulu. Museum Brawijaya terletak di jalan Ijen No 25 Malang yang 
diresmikan oleh Kolonel Pur. Dr. Soewondo pada tanggal 4 Mei 1968. Museum ini  
memiliki luas 6825 𝑚2 yang terbagi atas 2 area utama, yaitu area pameran dan 
perkantoran. Museum ini memiliki semboyan "Citra Uthapana Cakra" yang berarti 
"Sinar Yang Membangkitkan Kekuatan", Museum Brawijaya berharap dapat 
menjadi tempat yang bisa membangkitkan semangat siapa saja yang datang. 
 
Gambar 4. Museum Brawijaya 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
Pada halaman depan museum terdapat taman senjata yang diberi nama 
“Agne Yastra Loka”. ‘Agne’ berarti ‘api’, ‘Yastra’ berarti ‘senjata’, dan ‘Loka’ 
berarti ‘tempat/taman’. Jadi nama “Agne Yastra Loka” adalah tempat/taman senjata 
yang merupakan peninggalan dari api revolusi 1945. Kemudian di bagian depan 
museum tampak dipajang koleksi kendaraan tank yang digunakan pada 
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pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. Ada pula senjata penangkis serangan 
udara yang disita oleh BKR pada September 1945 dari tangan tentara Jepang. 
Meriam Cannon 3,5 Inch ‘Si Buang’ yang disita oleh TKR di Desa Gethering 
Gresik dari tentara Belanda pada 10 Desember 1945. Serta Tank AMP-TRACK 
yang digunakan dalam pertempuran para pejuang TRIP. 
Museum Brawijaya juga memiliki koleksi mobil dinas, berbagai jenis 
senjata serbu, pistol, meriam, mortil, granat, burung post, baju/seragam tentara 
perang, topi baja, sepatu tempur, komputer, radio, pesawat telepon, arsip tertulis 
hingga berbagai perlengkapan seperti meja kursi dan tempat tidur yang pernah 
digunakan Panglima Perang Gerilya Jendral Sudirman. Sedangkan ruangan bagian 
depan museum ini, yaitu terdapatnya meja dan kursi yang digunakan oleh Bung 
Karno, Bung Hatta, dan Kol. Soengkono dalam melakukan “Perundingan Meja 
bundar”. Koleksi lainnya dari Museum Brawijaya yaitu mobil sedan De Soto. Mobil 
sedan buatan pabrik “DE SOTOSA USA” ini dulu pernah dipergunakan oleh 
Kolonel Soengkono sebagai kendaraan dinas sewaktu menjabat sebagai Panglima 
Divisi IV Narotama dan Panglima Divisi Brawijaya (Divisi I Jatim) tahun 1948-
1950 di Jawa Timur. 
Satu lagi koleksi unik yang menjadi ikon Museum Brawijaya yaitu Gerbong 
Maut. Koleksi ini terdapat di bagian belakang museum. Gerbong Maut menyimpan 
sepenggal kisah para pejuang yang memilukan. Dalam perang kemerdekaan tanggal 
21 Juli 1947 tentara Belanda mendarat di pantai Pasir Putih dan menyerang kota 
termasuk Bondowoso. Dalam pertempuran tersebut tentara Belanda menawan 
sejumlah pejuang di penjara Bondowoso. Pada tanggal 23 September 1947 pukul 
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01.00 WIB para pejuang yang ditawan di penjara Bondowoso (berjumlah 100 
orang) diangkut dengan menggunakan gerbong barang untuk dipindahkan ke 
Surabaya. Kondisi yang berdesak-desakan dalam gerbong sempit ditambah pintu 
dan jendela ditutup rapat selama perjalanan membuat udara dalam gerbong sangat 
panas. Terang saja hal itu mengakibatkan banyak pejuang meninggal. Ketika 
sampai di Stasiun Wonokromo Surabaya, sebagian besar pejuang sudah mati lemas. 
Adapun yang masih hidup berjumlah 12 orang dimasukkan ke dalam penjara 
Kalisosok, Surabaya. Dengan demikian gerbong ini memiliki aura seram. 
Jadi Museum Brwajiya memiliki antara lain koleksi senjata yang digunakan 
pada zaman kemerdekaan, foto-foto jaman perang kemerdekaan, foto-foto 
pemberontakan, foto-foto Malang Tempo Dulu, peralatan komputer dan benda 
peninggalan panglima besar Sudirman. Museum Brawijaya buka setiap hari Senin-
Minggu dengan tiket masuk sebesar Rp 2.500,-. 
c. Perumahan Ijen Boulevard 
Sejarah mengenai perumahan di Kawasan Jalan Ijen dimulai pada masa 
pemerintahan walikota Malang bernama Ir EA Voonerman (1923-1933). 
Voonerman membangun Boulevard menjadi master piece-nya, dibantu Ir Herman 
Thomas Karsten. Jika biasanya perumahan Hindia Belanda membagi kawasan 
perumahan berdasarkan ras (Eropa, China, Pribumi), di Malang upaya itu tidak di 
lakukan karena Gemenntraad Malang tidak menginginkan bentuk kota memanjang 
menjauhi pusat kota. Faktanya pembangunan justru membentuk sumbu utara 
selatan, seperti kawasan kayu tangan-celaket. 
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Karsten mempunyai ide membuat rumah warga berdasarkan tipe vila, 
rumah kecil, dan kampung. Salah satu yang dibangun adalah Vila Ijen Boulevard. 
Karsten sengaja menata jalan yang menghubungkan perumahan sederhana di Kota 
Malang dengan perumahan mewah dengan gradasi perpindahan yang halus. 
Karsten membagi daerah perumahan menjadi beberapa bagian, antara lain daerah 
kampung tertutup, daerah kampung terbuka, daerah perumahan kecil, dan 
perumahan besar. Selain itu, Karsten mengubah pola perumahan kota di Hindia 
Belanda yang sebelumnya dibagi berdasarkan hunian orang Eropa, daerah Pecinan, 
kampung Arab, dan kampung pribumi. Karsten selanjutnya membuat standar 
mengenai profil masing-masing jalan dan lingkungannya sehingga pada zaman 
Karsten, kampung-kampung terlihat sangat rapi dan bersih. 
Bagi Karsten, Kota Malang adalah salah satu aplikasi atas konsep 
Totalbeeld-nya. Ia menginginkan Malang menampilkan wajah yang mampu 
menyatukan dan menyerasikan berbagai golongan penduduk. Saat Karsten menata 
Malang pada 1935, jumlah warga Kota Malang hanya sekitar 96 ribu jiwa. 
Perencanaan Malang yang ditangani Karsten diorientasikannya untuk 25 tahun ke 
depan, artinya sampai 1960. 
Kawasan elite saat itu disebut Bergenbuurt (daerah gunung-gunung), 
karenanya nama jalan-jalannya menggunakan nama gunung, seperti Smeroestraat 
(Jl. Semeru) dan Bromostraat (jl.Bromo). Dalam menata Malang, Karsten 
menerapkan prinsip : pemandangan gunung di Malang harus dimaksimalisasi. Kota 
Malang dikelilingi gunung. Di sebelah barat terdapat Gunung Kawi, di sebelah 
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timur Gunung Semeru, di sebelah barat daya Gunung Arjuna, serta lembah Brantas 
membelah kota. 
Karsten melihat Malang harus memiliki jaringan jalan dengan 
pemandangan terbuka, agar setiap orang bisa melihat panorama gunung itu. Jalan-
jalannya memiliki jalur cukup lebar dan diberi taman-taman pada titik  
persilangannya. Karsten menghendaki jaringan jalan harus mencerminkan tatanan 
keteraturan. Harus ada alur dan sumbu-sumbu klimaksnya misalnya, dari landmark 
kota Malang, Alun-alun bunder, yang ada tugunya itu, dibuat sebuah jalan yang 
lurus panjang melewati Jalan Semeru, menembus Jalan Ijen. Klimaksnya, jalan ini 
menuju ke sebuah taman yang terbuka luas, Taman Indrokilo. 
Jika Jalan Semeru dikembangkan sebagai kawasan rumah tipe kecil, 
sepanjang Ijen Boulevard kala itu dikuasai oleh pejabat dan arsitek 
Bouwmaatschappij Villapark. Bentuk bangunan villa biasanya hanya satu lantai 
dengan atap pelana yang tinggi, berkemiringan curam. Curah hujan yang tinggi dan 
hawa Malang saat itu yang super sejuk membuat para arsitek meniru gaya rumah 
Eropa, sedangkan untuk sirkulasi udara dan pencahayaan ruangan, dibuat bukaan 
dan jendela yang lebar. Taman-taman juga menjadi salah satu unsur yang 
dimasukkan dalam desain. Setiap rumah di Ijen Boulevard didesain memiliki 
taman. Sebagai pemisah antara kawasan rumah dengan area pedestrian di tanami 





B. Penyajian Data 
1. Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Jalan Ijen berbasis 
Sustainable Development 
a. Aspek Kelembagaan 
Aspek Kelembagaan dalam pengelolaan kawasan cagar budaya menunjuk 
pada organisasi-organisasi dan/atau pihak-pihak yang mengelola kawasan cagar 
budaya. Pihak pengelola tidak hanya bertanggungjawab atas pengelolaan kawasan 
cagar budaya tetapi juga menunjukkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. 
Kerjasama dilakukan agar terwujudnya pengelolaan yang dapat mendukung 
pelestarian cagar budaya.  
Pihak-pihak yang mengelola kawasan Jalan Ijen menunjukkan banyak pihak 
yang mengelola. Hal ini dikarenakan pihak pengelola merawat bangunan dan 
bagian yang didalam kawasan secara terpisah. Seperti yang dikutip dari hasil 
wawancara dengan Bapak Tatang S. Selaku Penyusun Program Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang. 
“Pengelolaan rumah tinggal dikelola pemiliknya (pribadi), Museum Brawijaya 
dikelola TNI, Gereja Ijen dikelola Romo dan Umatnya, Jalan Ijen dikelola oleh 
Dinas Perhubungan dengan bantuan Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan untuk 
taman dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Disbudpar sendiri hanya 
sebagai pihak yang mempromosikan kawasan Jalan Ijen dan ikut menggunakannya 
ketika ada event yang diselenggarakan di kawasan tersebut.” (Wawancara pada hari 
Senin, 17 April 2016, pukul 10.00 WIB, Disbudpar Kota Malang – Kantor 
Pelayanan Terpadu). 
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Pihak-pihak yang terkait ini 
memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda karena mereka mengelola 
bangunan/bagian kawasan tertentu. Hal ini dikarenakan Kawasan Jalan Ijen 
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didominasi oleh perumahan yang dimiliki individu (non pemerintah), sedangkan 
bangunan lainnya adalah Gereja Ijen dan Museum Brawijaya. Pihak pengelola 
hanya mengelola sesuai dengan kehendak/aturan masing-masing (pribadi), 
mengingat bahwa Pemerintah belum ikut campur atau mengontrol cara mengelola 
bangunan-bangunan tersebut. Pernyataan ini diakui oleh pihak Bapak Joko selaku 
Kepala Seksi pengaduan dan penyuluhan DPUPPB yang berkata, “Perumahan yang 
ada dijalan Ijen dikelola oleh individu pemiliknya karena itu bukan milik 
Pemerintah. DPU hanya mengawasi bangunan ketika ada renovasi” (Wawancara 
pada hari Selasa, 15 Maret 2016, pukul 09.30 WIB, DPUPBB di Jalan Bingkil No.1, 
Sukun). Pernyataan ini disetujui oleh pihak Disbudpar, “Pemerintah tidak ikut 
campur dalam pengelolaan bangunan perumahan, pemerintah hanya mengimbau 
apabila ada pelanggaraan penggunaan bangunan” (Wawancara pada hari Senin, 17 
April 2016, pukul 10.00 WIB, Disbudpar Kota Malang – Kantor Pelayanan 
Terpadu). 
Tidak hanya mengenai bangunan rumah tinggal, tetapi Pengelola Gereja 
Ijen dan Museum Brawijaya juga menyatakan bahwa pemerintah tidak ikut dalam 
membantu pengelolaan. Menurut Romo Felix Wijatno selaku Pastur Kepala Gereja 
Ijen menyatakan “Gereja Ijen dikelola oleh organisasi pengelola gereja yang 
bernama Dewan Pastoral Paroki” (Wawancara pada hari Selasa, 1 Maret 2016, 
pukul 09.30 WIB, di Gereja Ijen Jalan Burning No.60).   Organisasi pengelola Gerja 
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bernama Dewan Pastoral Paroki mempunyai struktur dibawah ini. 
 
Gambar 5. Struktur Organisasi Pengelola Gereja Ijen 
Sumber : Data yang diolah. 
Dari struktur organisasi pengelola Gereja Ijen dapat diketahui bahwa tidak adanya 
campur tangan Pemerintah didalamnya. Berbeda dengan Pengelola Gereja, Pihak 
Museum setidaknya memiliki kerjasama dengan Disbudpar dan Badan Pelestarian 
Cagar Budaya (BPCB) Trowulan. Pihak pengelolaan Museum Brawijaya dikelola 
oleh organisasi pengelola museum. Bapak Soerjo Atmodjo selaku Pemandu Wisata 
Museum Brawijaya menyatakan sebagai berikut. 
“Museum Brawijaya di kelola oleh organisasi pengelola museum. Organisasi ini 
dibawahi langsung oleh Bintaldam. Bintaldam juga bertanggungjawab pada Kodam 
dengan atasan TNI AD, TNI dan Departemen Pertahanan dan Keamanan. Selain 
itu, organisasi pengelola museum juga bertanggungjawab pada BPCB Trowulan 
atas pengelolaan benda cagar budaya” (Wawancara pada hari Kamis, 17 Maret 























Gambar 6. Struktur Organisasi penanggungjawab Museum Brawijaya 
Sumber : Data yang diolah. 
Organisasi pengelola Museum Brawijaya memiliki hubungan dengan 
BPCB Trowulan dalam pelaporan perawatan koleksi benda cagar budaya. Lebih 
detail, Organisasi pengelola Museum Brawijaya memiliki struktur organisasi 
sebagai berikut. 
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Gambar 7. Stuktur Organisasi Pengelola Museum Brawijaya 
Keterangan : 
KAMUS : Kepala Museum 
BATI HARWAT KOL   : Bintara Tinggi Pemeliharaan Dan Perawatan Koleksi 
TUR HARWATI KOL   : Pengatur Pemeliharaan Dan Perawatan Koleksi 
BATI UR PAMERAN    : Bintara Tinggi Urusan Pameran 
TUR PEMANDU : Pengatur Pemandu 
TURMIN : Pengatur Administrasi  
TAPAMUS : Tamtama Pengamanan Museum. 
Sumber : Data yang diolah.  
Bagian kawasan Jalan Ijen selain bangunan-bangunan adalah Taman 
Tengah di Jalan Besar Ijen dan Jalan Raya Ijen. Pengelolaan Taman dikelola oleh 
DKP, sesuai dengan pernyataan Ibu Minarti selaku Pemelihara Taman di bidang 















sepenuhnya dilakukan oleh pihak DKP. Dalam kebersihan sehari-harinya dan 
perawatan Taman Ijen dilakukan oleh 7-8 orang yang diketuai oleh Pak Pardi” 
(Wawancara pada hari Senin, 14 Maret 2016, pukul 10.30 WIB., DKP di Jalan 
Bingkil No.1, Sukun). Kemudian untuk Jalan Raya dikelola oleh Dinas 
Perhubungan yang dinyatakan oleh Bapak Didit selaku Staff Bidang Pengendalian 
dan Ketertiban, “Penggunaaan dan penerbitan Jalan Ijen diawasi oleh pihak 
DISHUB dibantu oleh Satpol PP” (Wawancara pada hari Senin, 7 Maret 2016, 
pukul 09.00 WIB di Dinas Perhubungan di Jalan Raden Intan No.1). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang mengelola 
kawasan Jalan Ijen, maka dapat di simpulkan dengan tabel berikut ini. 
Tabel 12. Pihak-pihak pengelola Kawasan Jalan Ijen 
Pihak Tanggung Jawab 
Pemilik-pemilik Rumah 
tinggal di Kawasan 
Jalan Ijen. 
Mengelola dan merawat Rumah-nya masing-
masing. 
Dewan Pastoral Paroki. - Mengelola dan merawat Gereja Ijen. 
- Membantu para umat Gereja dalam ibadah. 
- Menyelenggarakan Event Gereja. 




- Mengelola Museum Brawijaya. 
- Mempromosikan benda-benda koleksi di 
Museum. 
- Melakukan edukasi museum dalam Pendidikan 
dan Pelatihan Kepemimpinan. 
- Melaporkan perawatan koleksi benda museum 
pada BPCB Trowulan 
Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan. 
- Merawat Taman Tengah di Jalan Besar Ijen. 
- Merawat Pohon Palem Miror di sepanjang Jalan 
Besar Ijen. 
Dinas Perhubungan Menerbitkan Jalan Ijen, khususnya saat 
penyelenggaraan event di Kawasan tersebut. 




Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
- Mempromosikan kawasan Jalan Ijen. 
- Merencanakan Kawasan Jalan Ijen sebagai 
Kawasan Cagar Budaya untuk masa yang akan 
datang. 
Bappeda  - Merencanakan Kawasan Jalan Ijen sebagai 
Kawasan Cagar Budaya untuk masa yang akan 
datang. 
- Merencanakan Kawasan Jalan Ijen sebagai 
Kawasan strategis sosial budaya untuk masa yang 
akan datang. 
Sumber : Data yang diolah 
Kawasan Jalan Ijen yang dikelola banyak pihak diperlukan koordinasi dan 
kerjasama agar terwujud kelestarian kawasan cagar budaya. Berdasarkan 
wawancara dengan berbagai pihak, kerjasama antar pihak masih kurang terjalin dan 
koordinasi-nya masih lemah. Romo Felix Wijatno selaku Pastur Kepala Gereja Ijen 
menyatakan bahwa tidak ada koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan kawasan 
jalan ijen, bahkan pemerintah tidak turut serta dalam membantu pengelolaan gereja. 
Koordinasi pengelolaan gereja hanya bersifat intern dewan pengurus gereja. Tidak 
hanya pihak gereja, Ketua RT 04 dan Ketua RT 05 sebagai perwakilan pemilih 
rumah tinggal di Jalan Besar Ijen Boulevard juga menyatakan hal yang sama yakni 
Ibu Indah (Ketua RT 04) mengaku hanya diundang DKP dalam pembahasan 
perbaikan taman Jalan Ijen dan Ibu Nayla (Ketua RT 05) diundang di balai kota 
dalam sosialisasi Perda No.4 tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang. Kedua ketua 
RT mengaku tidak ada kerjasama dengan dinas-dinas atau pihak lain dalam 
pengelolaan bangunan rumah di kawasan jalan ijen, bahkan kerjasama dengan para 
pemilih rumah dalam pembahasan keamanan dan kenyamanan di kawasan Jalan 
Ijen sama sekali tidak ada.  (Wawancara Ibu Indah selaku Ketua RT 04 pada hari 
Selasa, 29 Maret 2016, pukul 09.30 WIB, Kediaman Rumah Ibu Indah di Jalan 
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Taman Slamet, Rumah No.23 RT 04 RW 04, Kelurahan Gading Kasri dan 
wawancara Ibu Nayla selaku Ketua RT 05 pada hari Selasa, 5 April 2016, pukul 
10.00 WIB di Kediaman Ibu Nayla di Jalan Semeru, Rumah No.5 RT 05 RW 05, 
Keluahan Gading Kasri). 
Pernyataan Ketua RT dan pihak Gereja yang menyatakan tidak adanya 
kerjasama juga didukung oleh pernyataan oleh Pihak DKP yakni Tidak ada 
kerjasama dengan pihak lain dalam perawatan Taman di tengah Jalan Ijen, bahkan 
masyarakat kurang aktif dalam kebersihan taman. Tidak jauh dengan pendapat 
Pihak DKP, Pihak Dishub menyatakan bahwa “Pihak Dishub, disbudpar, DKP, dan 
dinas terkait selalu mengadakan rapat apabila ada penggunaan kawasan jalan ijen 
seperti kegiatan Car Free day, selebihnya tidak ada kerjasama” (Wawancara 
dilakukan pada hariSenin, 7 Maret 2016, pukul 09.00 WIB di Dinas Perhubungan 
di Jalan Raden Intan No.1). 
Museum Brawijaya yang berdiri di kawasan Jalan Ijen juga pengelolaannya 
belum ada koordinasi dengan pihak lain secara jelas. Bapak Soerjo Atmodjo selaku 
Pemandu Wisata Museum Brawijaya menyatakan bahwa Pengelola Museum dalam 
merawat museum hanya berkoordinasi dengan struktur Brawijaya yakni  
Bintaldam, Kodam, TNI AD, AD dan Dephankam. Sedangkan kerjasama dengan 
disbudpar hanya dalam promosi museum.  Pihak-pihak ini memiliki tanggapan 
yang sama dalam memandang koordinasi dan kerjasama dalam mengelola Kawasan 
yakni belum adanya keterkaitan kerjasama yang jelas. Pernyataan-pernyataan dari 




Gambar 8. Koordinasi antar Pihak Pengelola Kawasan Jalan Ijen 
Sumber : Data yang diolah 
Koordinasi digambarkan dengan garis titik karena belum adanya kerjasama 
dan koordinasi yang jelas antar pihak. Bagan koordinasi tersebut menunjukan 
bahwa diperlukan pembicaraan lebih lanjut yang dihadiri berbagai pihak pengelola 
agar mendapat ide-ide dan laporan-laporan tentang pengelolaan kawasan Jalan Ijen. 
Disbudpar sebagai penanggungjawab utama dalam pelestarian cagar budaya dan 
Bappeda sebagai perencana pembangunan kota adalah dua pihak utama yang harus 
mampu mempertemukan berbagai pihak pengelola. Bagan Koordinasi ini 
diilutrasikan atas dasar langkah Disbudpar yang memulai membuka FGD (Focus 
Group Discussion) dengan pihak masyarakat, pakar arkeolog, mahasiswa dan 
dinas-dinas terkait dalam pembicaraan Rancangan Perda Cagar Budaya Kota 
Malang (Penjelasan mengenai Ranperda dilihat pada aspek Legalitas). Jadi, 




















mengurus kawasan tetapi pihak-pihak pengelola hanya mengelola bangunan/bagian 
kawasan Jalan Ijen secara terpisah. Dalam koordinasi antar pihak pengelola masih 
lemah dan kerjasama antar pihak kurang terjalin dengan baik. 
 
b. Aspek Legalitas 
Aspek legal berkaitan dengan peraturan perundangan mengenai cagar 
budaya yang berlaku baik tingkat nasional maupun lokal. Pengelolaan kawasan 
Cagar Budaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya. Undang-undang ini mengartikan Pengelolaan sebagai upaya terpadu 
untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui 
kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat. 
Kebijakan pengaturan mengenai cagar budaya di atur lebih lanjut dalam 
Peraturan Daerah yang merupakan Produk Pemerintah Daerah. Kota Malang 
sebagai Pemerintah Daerah belum memiliki Perda Cagar Budaya Kota Malang. Hal 
ini dijelaskan oleh Bapak Tatang S selaku Penyusun Program di Disbudpar Kota 
Malang seabagi berikut. 
“Perda Cagar Budaya di Kota Malang masih dalam tahap FGD (Focus Group 
Discussion). FGD telah dilaksanakan selama 3 kali di Balai Kota pada tanggal 18, 
24 dan 31 Maret 2016 dengan membahas tentang masukkan mengenai 
benda/situs/bangunan yang bisa diinvetarisasikan sebagai cagar budaya, draft Perda 
dan Pembahasan pasal Perda. Jadi segala tindakan yang berhubungan dengan cagar 
budaya masih bertumpu pada UU No.11 tahun 2010 tentang cagar Budaya. 
Kawasan Jalan Ijen masih lemah perlindungannya karena belum memiliki Perda 
cagar budaya. kawasan tersebut hanya ditinjau dari SK Walikota tahun 1980 namun 
SK tersebut hanya menetapkan kawasan cagar budaya dan tidak mengatur tentang 
perlindungan kawasan tersebut” (Wawancara pada hari Senin, 17 April 2016, pukul 




Perda cagar budaya di Kota Malang memang belum ada  tetapi Kawasan 
Jalan Ijen telah tercantum dalam Perda No.4 tahun 2011 tentang RTRW Kota 
Malang 2010-2030 sebagai kawasan cagar budaya. “Kawasan cagar budaya 
meliputi lingkungan cagar budaya dan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai 
sejarah dan penanda atau jati diri pembentukan kota. Bangunan cagar budaya 
meliputi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan penanda kota, yaitu : 
Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan 
dan Kas Negara, Gereja Kathedral Hati Kudus, Sekolah Cor-Jessu, Gedung PLN, 
serta perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen, Toko Oen, dan Masjid 
Agung Jami” (Pasal 44, Perda No.4 tahun 2011). 
Penetapan cagar budaya di Kawasan Jalan Ijen kurang kuat mengingat 
bahwa bangunan-bangunan didalamnya tidak di tetapkan secara mendetail dengan 
pengelolaannya di masa mendatang. Berdasarkan hasil inventarisasi pada tahun 
2012, Bangunan-bangunan seperti rumah tinggal, Gereja Ijen dan Museum 
Brawijaya masih dalam tahap registrasi. Namun, penetapannya sampai sekarang 
belum ada. Pihak gereja menyatakan bahwa tidak adanya penetapan Gereja Ijen 
sebagai bangunan cagar budaya mengakibatkan Gereja Ijen tidak memiliki hak 
untuk meminta bantuan kepada Pemerintah dalam pengelolaan-nya.  
Kurangnya perhatian dalam penetapan cagar budaya di Kota Malang juga 
dapat dilihat dari 2130 benda koleksi benda cagar budaya di Museum Brawijaya 
hanya satu benda telah ditetapkan sebagai cagar budaya yaitu Gerbong Maut, 
sedangkan lainnya masih dalam tahap registrasi. Gerbong Maut di tetapkan melalui 
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 107 /Kpts/013/2015 Tentang 
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Penetapan Satuan Ruang Geografis Gerbong Maut Sebagai Benda Cagar Budaya 
Peringkat Provinsi (Keputusan tersebut dapat di lihat di Lampiran 3). 
Kota Malang yang tidak memiliki cagar budaya menjadikan pihak pengelola 
kawasan cagar budaya mengalami kebingungan dalam pengelolaan cagar budaya 
karena tidak ada aturan dan sanksi yang kuat ketika ada pelanggaran dalam 
perusakan cagar budaya di Kota Malang. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Joko 
selaku Kepala Seksi pengaduan dan penyuluhan di DPUPPB sebagai berikut. 
“Pengawasan Bangunan di daerah Jalan Besar Ijen masih kurang efektif, seperti 
yang diketahui bahwa banyak rumah yang mengalami renovasi. Meskipun 
disbudpar telah menghimbau para pemilik rumah tetapi masih banyak izin renovasi. 
Selaku pengawas bangunan, DPU turun ke lapangan hanya untuk meninjau apakah 
renovasi sesuai dengan Advice Planning (AP). Jika terdapat renovasi yang tidak 
sesuai AP, maka kami memberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3. Apabila tetap 
melakukan pelanggaran, maka bangunan tersebut di segel. Namun, diakui bahwa 
tidak perbedaan izin renovasi antara bangunan di kawasan cagar budaya dengan 
bangunan di tempat lainnya sehingga masih kurang dalam pelestarian cagar budaya 
di Kota Malang ini. Tidak hanya itu, kurangnya konsistensi dalam penegakkan 
aturan juga bukanlah hal yang rahasia lagi, mengingat para pemilik bangunan 
rumah tinggal di kawasan Jalan Besar Ijen adalah orang-orang dengan jabatan yang 
tinggi dari sudut ekonomi/politik” (Wawancara pada hari Selasa, 15 Maret 2016, 
pukul 09.30 WIB, DPUPPB di Jalan Bingkil No.1, Sukun.). 
 
Pengawasan bangunan di kawasan cagar budaya sangatlah penting karena 
perusakan maupun pemugaran cagar budaya seringkali menghilangkan dan/atau 
mengurangi nilai-nilai yang di dalam cagar budaya tersebut. Hasil wawancara lebih 
lanjut menunjukkan bahwa pihak DPUPPB belum menerapkan Permen PUPP No.1 
tahun 2015 Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan. Bahkan Pak Joko 
selaku Kepala Seksi pengaduan dan penyuluhan di DPUPPB belum mengetahui 
perbedaan dalam tata cara pengawasan bangunan biasa dan bangunan gedung cagar 
budaya yang perlu dilestarikan.  
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Selama ini pengaturan pengelolaan Kawasan Jalan Ijen yang memiliki 
legitimasi kurang kuat ternyata tidak menyurutkan Pihak Pemerintah Kota Malang 
untuk merencanakan penggunaan Kawasan Jalan Ijen di Masa mendatang. Seperti 
yang diungkapkan oleh Bu Agustina R. selaku Kasubid Tata Ruang di Bappeda 
kota Malang menyatakan bahwa : 
“Arahan pemanfaatan ruang dan wilayah kawasan jalan ijen dapat dilihat di Perda 
No.4 tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang 2010-2030. Di dalam Perda tersebut 
menyebutkan bahwa Kawasan Jalan Ijen dijadikan kawasan cagar budaya dan 
direncanakan sebagai kawasan strategis sosial-budaya. Selain itu, kawasan tersebut 
direncanakan sebagai Kawasan obyek wisata yang diprioritaskan untuk 
dikembangkan. Namun untuk Ranperda Kawasan strategis sosial-budaya masih 
tahap review dan revisi, jadi masih belum bisa ditetapkan” (Wawancara pada hari 
Senin, 4 April 2016, Pukul 09.00 WIB, DPUPPB di Bappeda Kota Malang di Jalan 
Tugu No.1). 
 
Pembicaraan mengenai perencanaan Kawasan Stratgeis Sosial Budaya telah 
dilakukan beberapa tahun yang lalu, bahkan Ranperda-nya telah selesai dirumuskan 
pada tahun 2012. Namun pihak Bappeda tidak menyatakan apapun mengenai 
kendala atas lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengusulkan kepada pihak 
DPRD Kota Malang. Wawancara dengan Bappeda ditambah dengan beberapa 
wawancara para pihak pengelola dan perencana mengenai kawasan jalan ijen, maka 
dapat dibuat tabel mengenai peraturan dan kebijakan yang mengatur atau 
menyinggung mengenai kawasan Jalan Ijen. 
Tabel 13. Peraturan/Kebijakan tentang Kawasan Jalan Ijen 
Peraturan/Kebijakan Isi yang berhubungan dengan Kawasan 
Jalan Ijen 
Undang-Undang No.11 tahun 
2010 tentang Cagar Budaya. 
Peraturan Induk dalam pengelolaan, 
pelestarian dan Penetapan Cagar Budaya. 
Perda No.4 tahun 2011 tentang 
RTRW Kota Malang 2010-2030. 
Arahan pemanfaatan Ruang Kawasan Jalan 




Permen PUPP No.1 tahun 2015 
Bangunan Gedung Cagar Budaya 
Yang Dilestarikan 
Tata cara pengaturan bangunan cagar 
budaya yang dilestarikan dan pengawasan 
bangunan cagar budaya. 
SK Walikota Tahun 1980 Menetapkan Kawasan Jalan Ijen sebagai 
Kawasan cagar budaya tetapi tidak 
mengatur pengelolaan dan pelestariannya. 
Perwakot Malang No.34 tahun 
2014 tentang Rencana Induk 
Pengembangan Pariwisata 
Daerah 
Perencanaan Kawasan Jalan Ijen sebagai 
daya tarik wisata berbasis ruang terbuka 
Hijau, berbasis sejarah dan budaya, serta 
berbasis peribadatan. 
Ranperda Cagar Budaya Kota 
Malang 
Masih dalam Tahap FGD. 
Sumber : Data yang diolah. 
Pengaturan lebih lanjut mengenai prospek Kawasan Jalan Ijen sebagai 
Kawasan Pariwisata dicantumkan dalam Perwakot Malang No.34 tahun 2014 
tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Peraturan Wali Kota ini 
menyebutkan bahwa Daya Tarik Wisata berbasis Ruang Terbuka Hijau antara lain 
Stadion Gajayana, Hutan Kota Malabar, Jalan Besar Ijen Boulevard, Alun-alun 
Merdeka, Alun alun Tugu. Kemudian Daya Tarik Wisata berbasis Sejarah dan 
Budaya : Musium Brawijaya, Musium Bentul, Balai Kota Malang, Gedung PLN, 
Corjesu, Toko OEN, Bangunan Kolonial Jalan Ijen, Patung Pahlawan Trip. Lalu 
Daya Tarik Wisata berbasis Peribadatan: Masjid Jami‟, Gereja Ijen, Gereja 
Kayutangan. Jadi, Perwakot ini menunjukkan bahwa Kawasan Jalan Ijen 
merupakan daya tarik wisata berbasis ruang terbuka Hijau, berbasis sejarah dan 
budaya, serta berbasis peribadatan. Namun, Perwakot ini juga tidak menyebutkan 






c. Aspek Fisik 
Kawasan Jalan Ijen merupakan kawasan yang sangat luas tetapi ternyata 
tidak semua area di Jalan Ijen merupakan Kawasan cagar budaya. Area  yang 
ditetapkan sebagai cagar budaya adalah sepanjang Kawasan Jalan Besar Ijen, yakni 
dari perumahan Ijen Boulevard No.2 sampai gereja ijen dan perumahan Ijen 
Boulevard No.1 sampai No.57.  Hal ini diungkapkan oleh Bu Agustina R. selaku 
Kasubid Tata Ruang di Bappeda kota Malang sebagai berikut. 
“Kawasan di Jalan Ijen yang dijadikan kawasan cagar budaya adalah sepanjang 
Jalan Besar Ijen yakni dari perumahan No.2 hingga gereja dan area di sebrang 
jalannya. Fungsi perumahan di kawasan tersebut adalah hanya diperuntukkan 
sebagai tempat tinggal dan tidak untuk dijadikan area usaha/bisnis. Dalam 
pemugaran atau renovasi untuk perumahannya boleh dilakukan asal tidak merubah 
fasade-nya. Fasade (selubung bangunan) merupakan elemen yang menjadi ciri khas 
khas bangunan kolonial, yaitu bagian wajah depan bangunan dan atap bangunan” 
(Wawancara pada hari Senin, 4 April 2016, Pukul 09.00 WIB, di Bappeda Kota 
Malang di Jalan Tugu No.1). 
Dari pernyataan Bu Agustina diatas dapat diketahui bahwa renovasi dari suatu 
bangunan cagar budaya harus memperhatikan unsur keasliannya agar tidak 
mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bangunan 
tersebut. Unsur keaslian ini adalah salah satu unsur yang terdapat dalam aspek fisik 
dalam pengelolaan cagar budaya. Selain unsur keaslian, Aspek fisik dari suatu cagar 
budaya dilihat dari kepemilikan dan golongan bangunan yang berada didalamnya. 
Kawasan Jalan Besar Ijen yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya 
melalui SK Walikota Malang tahun 1980 tentu telah mengalami beberapa 
perubahan fisik. Kawasan ini dibangun tahun 1914 yang dirancang oleh Karsten. 
Dengan melihat Curah hujan yang tinggi dan hawa Malang saat itu yang super sejuk 
membuat Karsten meniru gaya rumah Eropa, sedangkan untuk sirkulasi udara dan 
pencahayaan ruangan, dibuat bukaan dan jendela yang lebar. Bentuk bangunan 
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biasanya hanya satu lantai dengan atap pelana yang tinggi, berkemiringan curam.  
Taman-taman juga menjadi salah satu unsur yang dimasukkan dalam desain. Setiap 
rumah di Ijen Boulevard didesain memiliki taman. Sebagai pemisah antara kawasan 
rumah dengan area pedestrian di tanami jejeran pohon palem. Taman selalu menjadi 
pengakhiran dari setiap titik pertemuan jalan. 
 
Gambar 9. Kawasan Jalan Ijen Tahun 1950 
Sumber : Museum Malang Tempe Doeloe. 
Perubahan segi view dan lanskap kawasan Jalan Besar Ijen antara pembangunan 
awalnya yakni tahun 1914 dengan tahun 2016 telah mengalami beberapa 
perubahan. Perubahan kawasan ini dapat dilihat dengan membandingkan gambar 9 
dan gambar 10. 
 
Gambar 10. Kawasan Jalan Ijen Tahun 2016. 
Sumber : Dokumentasi Penulis. 
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Perubahan besar terjadi karena modernisasi. Selain itu, dikarenakan 
Kawasan Jalan Besar Ijen didominasi oleh rumah tinggal yang telah mengalami 
renovasi, bahkan banyak bangunan yang merenovasi tanpa mempertimbangkan 
fasade-nya. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perubahan bangunan rumah 
tinggal pada tahun 1914 dengan bentuk bangunan di tahun 2016. 
 
Gambar 11. Bangunan rumah di Jalan Besar Ijen tahun 1914 
Sumber : Museum Malang Tempo Doeloe. 
 
Gambar 12. Bangunan rumah di Jalan Besar Ijen tahun 2016. 
Sumber : Dokumentasi Penulis. 
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Dari gambar no.11 dan nomor 12 telah terlihat perubahn fisk bangunan 
rumah tinggal. Selain itu, Menurut Bapak Joko selaku KASI pengaduan dan 
penyuluhan DPUPPB, “Tingkat keaslian bangunan rumah tinggal hingga saat ini 
yakni sekitar 60%-70% dan tingkat perubahannya sekitar 30%-40%” (Wawancara 
pada hari Selasa, 15 Maret 2016, pukul 09.30 WIB, DPUPPB di Jalan Bingkil No.1, 
Sukun). 
Perubahan fisik tentang bangunan rumah tinggal belum pernah di lakukan 
penelitian maupun diamati secara khusus oleh Pemerintah. Hal ini diakui oleh Pihak 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, “Perubahan fisik pasti terjadi 
tetapi kami tidak pernah meneliti secara mendalam dan mengakumulasikan. Kami 
hanya melakukan inventarisasi bangunan di kawasan Jalan Besar Ijen yang terakhir 
dilakukan pada tahun 2012. Rumah-rumah banyak yang mengalami renovasi, jadi 
untuk perubahan fisik bangunan dapat dikatakan sekitar 40%. Namun, lanskap 
kawasan masih sama yakni terdapat Pohon Palem yang miror antara bagian barat 
dan timur” (Wawancara pada hari Senin, 17 April 2016, pukul 10.00 WIB, 
Disbudpar Kota Malang – Kantor Pelayanan Terpadu). 
Didalam Laporan inventarisasi cagar budaya yang disinggung oleh Bapak 
Tatang S menunjukkan beberapa bangunan dan struktur yang telah diregistrasikan. 







Tabel 14. Registrasi Bangunan/Struktur yang berada di Kawasan Jalan Ijen 
No Nama Bangunan/sturktur Nomor Registrasi Nomor 
Database 
1 Boulevard Ijen (struktur) 
yang terdiri dari Jalan Ijen 
dan Ijen Besar. 
723/MLG/2012 3573/SR/4 
2 Gereja Santa Theresia 
(Katedral Ijen). 
692/MLG/2011 3573/BG/11 
3 Rumah Tinggal Jalan Ijen 
No. 39 
715/MLG/2012 3573/B/35 
4 Rumah Dinas Walikota 
Jalan Ijen No. 2 
716/MLG/2012 3573/B/36 
5 Rumah Tinggal Jalan Ijen 
No. 57 
719/MLG/2012  3573/B/39 
6 Rumah Dinas Bank 
Mandiri Jalan Ijen No. 33 
720/MLG/2012  3573/B/40 
7 Rumah Dinas Bank 
Mandiri Jalan Ijen No. 83 
721/MLG/2012  3573/B/41 
 Sumber : Laporan Inventarisasi Cagar Budaya Di Kota Malang 2012 
Selain data bangunan yang telah mendapatkan nomor registrasi untuk djadikan 
cagar budaya, ada beberapa bangunan rumah tinggal yang diduga sebagai bangunan 
cagar budaya yakni rumah tinggal No.01, 23, 60, 63, 64, 68, 69, 73, 75B, 75D dan 
79. Rumah tinggal ini belum bisa di registrasikan karena kesulitan dalam menemui 
pemilik rumah tinggal tersebut. Perubahan fisik bangunan dikatakakan pula oleh 
media, “sebelumnya bangunan rumah kuno di Jalan Ijen sekitar 80 unit, tetapi 
sekarang bangunan rumah kuno di kawasan itu tinggal 20%” (Prabowo, 2015). 
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Gambar 13. Gereja Ijen Oktober 1934  Gambar 14. Gereja Ijen Maret 2016 
Sumber : Museum Malang Tempo Doeloe Sumber : Dokumentasi Penulis. 
Kawasan Jalan Ijen bukan hanya terdiri dari bangunan rumah tinggal yakni 
terdapat pula Museum Brawijaya dan Gereja Ijen. Perubahan pada kedua bangunan 
itu tidaklah signifikan, yakni pada Museum Brawijaya hanya menambah gerbang 
museum dan Gereja Ijen hanya melakukan renovasi satu kali. Romo Felix Wijatno 
selaku Pastur Kepala Gereja Ijen menyatakan “Gereja selama ini hanya di cat, 
renovasinya hanya pada tahun 2012 pada bagian yang rapuh. Jadi tingkat keaslian 
masih sekitar 90%” (Wawancara pada hari Selasa, 1 Maret 2016, pukul 09.30 WIB, 
di Gereja Ijen Jalan Burning No.60).  Begitu pula dengan pihak pengelola Museum, 
Bapak Soerjo Atmodjo selaku Pemandu Wisata Museum Brawijaya,  “Museum 
Brawijaya belum pernah mengalami renovasi. Hanya ada penambahan fasilitas dan 
gerbang agar museum terlihat lebih rapi” (Wawancara pada hari Kamis, 17 Maret 
2016, pukul 10.00 WIB, di Museum Brawijaya, Jalan Ijen No.25). 
Tidak hanya Museum Brawijaya dan Gereja Ijen tidak mengalami 
perubahan secara signifikan, tetapi Taman Tengah di Jalan Besar Ijen juga tidak 
mengalami perubahan. Menurut Ibu Minarti selaku Pemelihara Taman di bidang 
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Pertamanan DKP, “Taman Ijen tidak memiliki perubahan yang drastis, yakni masih 
memperhatikan pohon palem sebagai ciri khasnya. Taman hanya ditambahi fasilitas 
tempat duduk dan lampu dekorasi taman. Dekorasi Taman terdiri dari 1 unit Lampu 
Taman Apple dan 3 unit Lampu Taman Cherry” (Wawancara pada hari Senin, 14 
Maret 2016, pukul 10.30 WIB, DKP di Jalan Bingkil No.1, Sukun). 
Kawasan Jalan Ijen pernah menjadi taman terindah se-Asia Tenggara pada 
tahun 1970. Taman ini memiliki khas jejeran pohon palem raja. Pohon palem raja 
ini bersifat miror antar bagian barat dan timur, bahkan pohon ini selalu menjadi 
pengakhiran dari setiap titik pertemuan jalan. Jalan di Kawasan ini tidak pernah 
mengalami pelebaran Jalan karena arsitektur Karsten telah mempertimbangkan 
dengan baik dalam design kawasan ini. Jalan ini memiliki titik-titik putar balik yang 
tidak terlalu jauh serta tidak terlalu dekat sehingga memudahkan petugas untuk 
mengurangi kemacetan.  
 
Gambar 15. Jalan Raya di Kawasan Jalan Ijen 




Dari gambar 15 dapat dilihat bahwa Kawasan Jalan Ijen dilengkapi oleh 
trotoar jalan yang digunakan untuk jalan khusus bagi pedestarian sehingga pejalan 
kaki dan pengguna kendaraan dapat berjalan beriringan. Trotoar di Kawasan ini 
dilengkapi oleh lampu dengan tiang tinggi, paving, Bollard (pembatas antara jalur 
pejalan kaki dan pengguna kendaraan), dan tempat sampah sebagai fungsi 
kebersihan. Trotoar ini dipertimbangkan tidak hanya sebagai tempat bagi pejalan 
kaki tetapi juga untuk kegiatan sosial, perkembangan jiwa dan spiritual misalnya 
pertemuan mendadak, bernostagia, bertegur sapa dan berinteraksi antar masyarakat 
secara tidak langsung. Dengan begitu, Kawasan Jalan ijen menjadi venue favorit 
untuk menggelar berbagai festival dari jaman dahulu hingga saat ini. 
 
Gambar 16. Struktur Idjen Boulevard di bagian poros. 
Sumber : Dokumentasi Penulis. 
Kawasan Jalan Ijen memiliki tambahan struktur tulisan “Idjen Boulevard”. 
Tiga tulisan Idjen Boulevard di Kawasan Jalan Ijen antara lain : 
1. Di ujung bagian selatan yakni tepatnya berada di Perempatan Jalan. 
2. Di poros (tengah) Jalan Besar Ijen yakni tepatnya di Pertigaan 
Perpustakaan Kota Malang. 
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3. Di Ujung bagian utara yakni tepatnya di depan Gereja Ijen. 
Lebih lanjut, Kawasan Jalan Ijen juga memiliki gorong-gorong sebagai 
bagian infrastruktur Pada bulan Oktober tahun 2013, Gorong-gorong di Kawasan 
Jalan Besar Ijen di bongkar untuk diperbaiki. Perbaikan ini sebagai antisipasi banjir 
di Kota Malang. Gorong-gorong sepanjang 300 meter akan diperlebar hingga 
berdiameter 80 sentimeter. Sementara 450 meter sisanya akan diperlebar hingga 
berdiamter 1 meter. Gorong-gorong ukuran 80 sentimeter jumlahnya sebanyak 129 
unit, sedangkan ukuran 1 meter ada sebanyak 163 unit. 
Jadi perubahan fisik dan tingkat keaslian dari kawasan Jalan Besar Ijen 
dapat dikatakan mengalami perubahan sekitar sebesar 25%-35%. Hal ini mengingat 
bahwa perubahan signifikan hanya terjadi pada bangunan rumah. Perubahan rumah 
yang tidak pernah diperhatikan, sehingga perubahannya hanya berdasarkan 
pendapat beberapa pihak seperti DPUPPB -  perubahan  sekitar 30%-40%, 
Disbudpar - perubahan sekitar  40% dan media (tribunews) – perubahan sekitar 
80%. Dari kisaran tersebut diambil ata-rata bahwa perubahan fisik bangunan rumah 
sekitar 50%. Mengingat bahwa kawasan Jalan Besar Ijen diisi dengan Museum 
Brawijaya, Taman Tengah Ijen dan Gereja Ijen yang tingkat perubahannya hanya 
10-15% maka perubahan Kawasan dapat dikatakan sekitar 25%-35%.  
Perubahan kawasan yang didominasi rumah tinggal dapat dilihat bahwa 
perawatan bangunan diserahkan pada pemiliknya. Kepemilikan adalah hak terkuat 
dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan 
kewajiban untuk melestarikannya. Kepemilikan cagar budaya dapat dimiliki oleh 
Pemerintah dan indvidu/masyarakat. Menurut pihak Disbudpar, “Kepemilikan 
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Perumahan di Kawasan Jalan Ijen adalah milik non-pemerintah (pribadi), kecuali 
rumah tinggal walikota No.2” (Wawancara pada hari Senin, 17 April 2016, pukul 
10.00 WIB, Disbudpar Kota Malang – Kantor Pelayanan Terpadu). 
Museum Brawijaya yang merupakan bagian dari Kawasan Jalan Ijen di 
miliki oleh TNI, sedangkan Gereja dimiliki oleh semua umat Gereja dan organisasi 
pengelola-nya. Kedua bangunan ini tidak dapat diklaim sebagai bangunan pribadi 
atau bangunan pemerintah sehingga kedua bangunan ini lebih memilih dikatakan 
sebagai bangunan yang terbuka untuk publik. Romo Felix Wijatno selaku Pastur 
Kepala Gereja Ijen menyatakan bahwa siapa saja dapat masuk Gereja dengan tujuan 
ibadah, penelitian maupun wisata religi. Kemudian Bapak Soerjo Atmodjo selaku 
Pemandu Wisata Museum Brawijaya menyatakan bahwa edukasi sejarah tentang 
museum dapat diberikan oleh pihak Museum kepada semua masyarakat yang ingin 
belajar sejarah.  
Meskipun kepemilikannya bersifat publik tetapi tetap ada batasan waktu 
dalam kunjungannya. Gereja Ijen dibuka setiap jam ibadah dan untuk kunjungan 
bisa datang jam 08.00 – 20.00 WIB. Museum Brawijaya memiliki waktu kunjungan 
yakni : 
- Senin s/d Sabtu   : Pukul 08.00 – 14.00 WIB. 
- Minggu/Libur Nasional : Pukul 08.00 – 15.00 WIB 
Salah satu penyebab perubahan fisik dan Kepemilikan di Kawasan Jalan 
Ijen terjadi karena belum adanya penetapan Golongan Bangunan. Berikut adalah 
Pernyataan Bapak Tatang selaku Staff Penyusun Program Disbudpar, 
“Penggolongan bangunan belum ditetapkan hingga saat ini, BPCB Trowulan dan 
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pihak dinas masih sampai tahap inventarisasi. ” (Wawancara pada hari Senin, 17 
April 2016, pukul 10.00 WIB, Disbudpar Kota Malang – Kantor Pelayanan 
Terpadu). 
Jadi aspek fisik berupa tingkat keaslian, golongan bangunan dan 
kepemilikan bangunan yang berada di Kawasan Jalan Besar Ijen meunjukkan 
bahwa adanya perubahan dari view ataupun fisiknya. Perubahan fisik dapat 
disimpulkan sekitar sekitar sebesar 25%-35% dengan kepemilikannya pribadi, 
pemerintah maupun publik. Golongan bangunan juga tidaklah sama. Pada intinya 
kawasan Jalan Besar Ijen dibangun dengan gaya eropa dengan bentuk bangunan 
rumah tinggal berkhas gaya kolonial Belanda. 
 
d. Aspek Pembiayaan 
Aspek Pembiayaan dalam pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya 
berupa potensi sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, dan pembiayaan 
yang diperlukan dalam pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya. 
Pengelolaan kawasan Jalan Besar Ijen yang dilakukan oleh  pihak-pihak yang 
berbeda-beda menjadikan sumber pembiayaannya berbeda pula. Jadi, pembiayaan 
bersumber pada pengelola masing-masing.  
Pembiayaan Kawasan Jalan Besar Ijen yang ditetapkan sebagai kawasan 
cagar budaya tidak ditanggung oleh Pemerintah. Seperti yang dikutip dari hasil 
wawancara dengan Bapak Tatang S Selaku Penyusun Program Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Malang yang, “Berhubung Perda cagar budaya belum ada, 
maka sumber pembiayaan kawasan tersebut bersifat indvidu yakni rumah tinggal 
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ditanggung sepenuhnya oleh pemiliknya” (Wawancara pada hari Senin, 17 April 
2016, pukul 10.00 WIB, Disbudpar Kota Malang – Kantor Pelayanan Terpadu). 
Pernyataan ini senada dengan tanggapan Ketua RT 04 dan Ketua RT 05, 
“Pemeliharaan rumah tinggal menjadi tanggungjawab pribadi dari segi pembiayaan 
maupun perawatan fisik” .  (Wawancara Indah selaku Ketua RT 04 pada hari Selasa, 
29 Maret 2016, pukul 09.30 WIB, Kediaman Rumah Ibu Indah di Jalan Taman 
Slamet, Rumah No.23 RT 04 RW 04, Kelurahan Gading Kasri dan wawancara Ibu 
Nayla selaku Ketua RT 05 pada hari Selasa, 5 April 2016, pukul 10.00 WIB di 
Kediaman Ibu Nayla di Jalan Semeru, Rumah No.5 RT 05 RW 05, Keluahan 
Gading Kasri). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembiayaan untuk 
pengelolaan bangunan rumah tinggal di Jalan Ijen adalah sepenuhnya tanggung 
jawab pemilik-nya. 
Sumber pembiayaan yang dikelola pemilik bangunan rumah tinggal 
masing-masing yang tidak mendapatkan bantuan ini juga tidak mendapatkan 
insentif maupun disinsentif dari Pemerintah. Pihak Bappeda bagian Tata Ruang dan 
Pihak DPUPPB secara kompak menyatakan bahwa belum ada kebijakan 
Pemerintah Kota Malang untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi pemilik 
rumah tinggal di Kawasan Jalan Besar Ijen. Kedua pihak ini juga menyatakan 
belum ada rencana sama sekali mengenai pembicaraan hal insentif dan disinsentif. 
Pemilik bangunan adalah sumber pembiayaan dalam pengelolaan bangunan 
rumah tinggal masing-masing, tak terkecuali Gereja Ijen. Gereja Ijen yang dimiliki 
publik mendapatkan dana pengelolaan dari donasi semua umat Gereja dan 
organisasi pengelola-nya. Hal ini ditegaskan oleh Romo Felix Wijatno selaku 
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Pastur Kepala Gereja Ijen, “Pembiayaan pengelolaan gereja berasal dari Dewan 
Parokial Gereja dan donasi umat gereja ijen. Selama ini, Kami belum pernah 
mendapatkan bantuan/anggaran dari Pemerintah dalam mengelola Gereja Ijen” 
(Wawancara pada hari Selasa, 1 Maret 2016, pukul 09.30 WIB, di Gereja Ijen Jalan 
Burning No.60).   
Bangunan yang berada kawasan Jalan Ijen berikutnya adalah Museum 
Brawijaya. Berhubung Museum ini dikelola oleh organisasi pengelola Museum 
yang memiliki hirarki organisasi diatasnya menjadikan pembiayaan organisasi 
lebih jelas. Sesuai dengan pernyataan Bapak Soerjo Atmodjo selaku Pemandu 
Wisata Museum Brawijaya, “Museum Brawijaya dikelola dengan pembiayaan 
yang berasal dari Departemen Pertahanan dan Keamanan” (Wawancara pada hari 
Kamis, 17 Maret 2016, pukul 10.00 WIB, di Museum Brawijaya, Jalan Ijen No.25). 
Sumber pembiayaan bangunan-bangunan di Kawasan Jalan Besar Ijen 
berbeda dengan bagian-bagian kawasan Jalan Ijen yang bukan berbentuk bangunan, 
yakni seperti Taman Tengah dan Jalan. Taman Tengah dan Jalan mendapatkan 
sumber pembiayaan dari Pemerintah sesuai dengan dinas yang mengelola-nya. 
DKP, DPU dan Dishub memiliki jawaban yang sama yakni dalam pembiayaan 
untuk mengelola taman, infrastuktur jalan, keamanan wilayah dan pengawasan 
bangunan berasal dari APBD.  
Aspek Pembiayaan yang berupa pembiayaan yang diperlukan dalam 
pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya tidak dapat diidentifikasi karena 
masing-masing pihak tidak ingin membuka suara mengenai keuangan. Pihak Ketua 
RT 04 dan Ketua RT 05 di Kawasan Jalan Besar Ijen ini hanya menyatakan bahwa 
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pengelolaan bangunan rumah tinggal selayaknya dirawat seperti rumah pribadi, jadi 
tidak ada pembiayaan yang jelas. Sedangkan, pihak museum dan pihak gereja lebih 
memilih menghindari topik anggaran pengelolaan karena kedua pihak menyatakan 
bahwa pembiayaan adalah hal yang sensitif dan tidak dapat di bagikan kepada pihak 
eksternal Gereja maupun Museum.  
Dalam Urusan pembiayaan, pihak DKP, DPU, Dishub dan Disbudpar juga 
tidak mau membagikan informasi mengenai pembiayaan yang telah dikeluarkan 
dan pembiayaan yang direncanakan untuk pengelolaan Kawasan Jalan Besar Ijen. 
Jadi aspek pembiayaan dari pengelolaan Kawasan Jalan Besar Ijen dapat dibuat 
tabel sebagai berikut. 
Tabel 15. Aspek Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Jalan Besar Ijen  
No Pengelolaan Kawasan 







1 Bangunan Rumah 
Tinggal. 
Pribadi. - - - - 





- - - - 
3 Museum Brawijaya Departemen 
Pertahanan dan 
Keamanan. 
- - - - 




APBD. - - - - 
Sumber : Data yang diolah. 
Dengan demikian dapat dilihat bahwa aspek pembiayaan dari pengelolaan 
Kawasan Jalan Besar Ijen sebagai Kawasan Cagar Budaya masih belum dapat 
diidentifikasikan secara jelas dan mendetail. Hal ini dikarenakan tidak ada 
jumlah/laporan pembiayaan secara spesifik dalam pengeluaran dan pemasukan 
104 
 
dalam pembiayaannya. Selain itu, pihak-pihak pengelola yang memilih tidak 
membahas mengenai anggaran yang dibutuhkan dan anggaran yang telah 
dikeluarkan menjadikan kesulitan dalam menganalisa aspek pembiayaan. 
Aspek pembiayaan lainnya menunjuk pada potensi yang dapat dihasilkan 
dari penggunaan Kawasan Jalan Ijen sebagai kawasan cagar budaya. hal ini dapat 
dilihat dari segi ekonomi-nya. Dampak ekonomi dari kawasan ini dapat dilihat dari 
periode harian, mingguan dan tahunan. Dampak ekonomi pada sistem harian di 
Kawasan Jalan Ijen antara lain pendapatan dari tiket masuk Museum Brawijaya dan 
pedagang-pedagang kecil yang berada di dalam Museum Brawijaya. Tiket masuk 
Museum Brawijaya adalah sebesar Rp 2.500,-. Pedagang-pedagang kecil yang 
berada di samping tempat parkir Museum antara lain penjual makanan kecil berupa 
penjual bakso, penjual es kelapa muda dan penjual cilok. Pedagang kecil ini 
diperbolehkan berdagang pada saat Museum dibuka dan harus ditutup pada saat 
Museum ditutup. Tujuan diperbolehkannya penjual kecil ini adalah untuk 
memenuhi kebutuhan penjual dan untuk memenuhi kebutuhan kuliner bagi 
pengunjung museum. 
Pada sistem mingguan berupa Car Free Day di Kawasan Jalan Ijen 
diketahui telah memberikan dampak ekonomi. Dampak positif ini berasal dari 
retribusi parkir dan retribusi penjual di Pasar Minggu yang terselanggara di Event 
Car Free Day. Retribusi penjual didapatkan dari ijin untuk berdagang di event 
tersebut, ijin dapat di ajukan kepada Pemkot Malang dan Radar Malang sebagai 
Pelopor kegiatan tersebut. Tidak hanya sebagai pemasukan bagi Pendapatan 
Pemkot Malang tetapi kegiatan juga memenuhi kebutuhan ekonomi penjualnya. 
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Pada event Car Free Day ini juga  memberikan keuntungan ekonomi pada 
fotografer keliling karena tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan Jalan Ijen menjadi 
objek yang bagus untuk dijadikan tempat berfoto. 
Pada sistem Tahunan, dampak ekonomi dapat terlihat dengan peningkatan 
harga lahan dan bangunan di Kawasan Jalan Ijen sehingga meningkatkan nilai 
jualnya. Kenaikan nilai jual ini bermanfaat ekonomi bagi pemilik lahan dan 
bangunan di perumahan Kawasan Jalan Ijen. hal ini mengingat bahwa dalam Perda 
RTRW kota Malang tidak memperbolehkan Kawasan ini untuk dijadikan tempat 
usaha. Kawasan ini hanya diperbolehkan sebagai tempat tinggal. 
Tidak hanya terjadi kenaikan nilai jual tanah dan bangunan tetapi setiap 
tahun Kawasan Jalan Ijen menjadi tempat penyelenggaraan festival Malang Tempo 
Doeloe (MTD) 
 
Gambar 17. Festival MTD tahun 2014. 
Sumber : Museum Malang Tempo Doeoloe. 
Manfaat yang diperoleh dari segi ekonomi atas festival tersebut antara lain 
keuntungan bagi para penjual yang membuka stan, pendapatan bagi penyedia 
transportasi dan pendapatan bagi pengusaha penginapan. Penuhnya penginapan 
hotel dan penginapan selama acara berlangsung karena banyaknya turis dosmetik 
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maupun manca negara yang berkunjung ke Malang. Dengan demikian, potensi 
ekonomi dari Kawasan Jalan Ijen dapat dibuat tabel sebagai berikut. 
Tabel 16. Potensi ekonomi di Kawasan Jalan Ijen  
No Periode Potensi  
1 Harian - Tiket masuk Museum Brawijaya. 
- Pedagang-pedagang Kecil di Museum Brawijaya. 
- Pedagang kaki lima di malam hari. 
2 Mingguan - Retribusi Parkir. 
- Retribusi penjual dari pedagang yang membuka stan. 
- Penghasilan penjualan bagi pembuka stan. 
- Penghasilan bagi fografer keliling. 
3 Tahunan -  Peningkatan nilai jual bangunan dan rumah. 
- Retribusi Parkir. 
- Retribusi penjual dari pedagang yang membuka stan. 
- Penghasilan penjualan bagi pembuka stan. 
- Peningkatan pendapat bagi pengusaha penginapan dan 
penyedia transportasi. 
Sumber : Data yang diolah. 
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam pengelolaan Cagar 
Budaya di Kawasan Jalan Ijen berbasis Sustainable Development  
a. Faktor Pendukung 
1. Rutinitas Promosi  
Kawasan Jalan Ijen merupakan kawasan yang dikenal sebagai ikon sejarah 
kolonial yang dimiliki Kota Malang. Faktor pendukung utama pengelolaan 
kawasan Jalan Ijen adalah adanya rutinitas promosi Kawasan Jalan Besar Ijen. 
Kawasan ini terkenal digunakan sebagai tempat diselenggarakannya Car Free Day 
(CFD). Event ini dilakukan untuk Berdimensi Jangka Panjang yakni merubah 
karakter masyarakat kota yang environmental friendly. Program yang di prakarsai 
Pemkot Malang, Polres Kota Malang dan Radar Malang ini berlangsung setiap hari 




Kawasan Jalan Ijen juga ditunjang dengan keberadaan pasar minggu di 
Jalan Semeru yang lokasi berdampingan dengan CFD Jalan Ijen. Sehingga, 
masyarakat setelah menikmati jalan-jalan mereka di CFD bisa langsung menuju 
pasar minggu. Hal ini dikarenakan di pasar minggu ini juga tersedia berbagai 
macam dagangan. Ada makanan, pakaian dan aksesorisnya, juga perlengakapan 
rumah tangga. 
Selain untuk kegiatan CFD, Kawasan Jalan Ijen sering digunakan sebagai 
tempat penyelenggaraan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan ketertarikan 
publik. Aktivitas-aktivitas ini merupakan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 
agar semakin dikenalnya  seni budaya dan tradisi Kota Malang. Program ini 
direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang telah 
dicantumkan dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) periode Oktober 2015 – 2016. 
Dengan kegiatan yang diselenggarakan di Kawasan Jalan Ijen menjadikan kawasan 
ini semakin populer dan dapat menunjang wisata bagi Kota Malang. Berikut adalah 
event yang diadakan di Kawasan Jalan Ijen. 
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 3 Percussion 
Street/Patrol  
Meningkatnya 
daya tarik dan 
atraksi wisata 
kota malang. 
 300 peserta 
dan 10.000 
Penonton. 
Diadakan di bulan 
Ramadhan. 
Sumber :RKT Disbudpar tahun 2015-2016 
Kawasan Jalan Ijen yang didukung oleh Museum Brawijaya dan Gereja juga 
menjadi faktor pendukung kawasan Jalan Ijen sebagai kawasan cagar budaya yang 
digunakan sebagai objek wisata. Hal ini dapat dilihat bahwa pengunjung Museum 
Brawijaya selalu mengalami kenaikan. Berikut adalah data pengunjung Museum 
Brawijaya. 
Tabel 18. Data Pengunjung Museum Brawijaya Tahun 2014-2016 
BULAN/TAHUN 2014 2015 2016 
Januari 548 1055 860 
Febuari 552 801 730 
Maret 629 1205 - 
April 579 855 - 
Mei 969 960 - 
Juni 833 599 - 
Juli 300 298 - 
Agustus 405 380 - 
September 329 319 - 
Oktober 467 642 - 
November 743 869 - 
Desember 1868 1511 - 
Total (orang) 8286 9491 1590 
Sumber : Data Pengunjung Museum Brawijaya  
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Selain Museum Brawijaya, Gereja Ijen yang terbuka terhadap masyarakat 
dalam memberikan panduan dan penjelasan mengenai Gereja. Gereja Ijen yang 
selalu mengadakan event yang berhubungan dengan ibadah dan mendapatkan 
respon positif dari umat Katolik. Setiap event Gereja Ijen mampu menyerap banyak 
kunjungan, hal ini dijelaskan oleh Romo Felix Wijatno selaku Pastur Kepala Gereja 
Ijen sebagai berikut, “Kami selaku pengelola Gereja Ijen tidak keberatan terhadap 
masyarakat yang ingin mengetahui sejarah Gereja, beribadah di Gereja ataupun 
hanya sekedar foto-foto karena Gereja merupakan tempat publik. Kami juga senang 
atas kunjungan masyarakat. Gereja cukup besar Kapasitasnya dapat menampung 
sekitar 4800 orang” (Wawancara pada hari Selasa, 1 Maret 2016, pukul 09.30 WIB, 
di Gereja Ijen Jalan Burning No.60). Dari keterangan tersebut dapat diketahui 
bahwa Gereja Ijen yang dijadikan sebagai tempat ibadah, tidak menutup bagi 
masyarakat non-katolik dalam mengunjungi wisata religi tersebut. Taman di 
Sepanjang Jalan Besar juga telah dilengkapi oleh fasilitas tempat duduk dan lampu 
hias yang menjadikan kawasan ini semakin populer. 
 
Gambar 18. Taman Tengah Ijen. 
Sumber : Dokumentasi Penulis. 
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Faktor pendukung lainnya adalah Masyarakat berpartisipasi dalam 
mempromosikan  dan mendukung aktivitas yang diadakan di kawasan Jalan Ijen. 
Dalam penyelenggaraan CFD dan Pasar Minggu, masyarakat tidak hanya sebagai 
pengunjung tetapi ada pula yang berjualan. Mahasiswa-mahasiswa Malang juga 
tidak segan mengadakan aksi-nya di CFD seperti kegiatan enterneurship, tanda 
tangan masyarakat untuk menolak korupsi dan mengadakan lomba senam sehat.  
2. Komitmen Pemerintah Kota Malang 
Kawasan Jalan Besar Ijen ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui SK 
Walikota tahun 1980. Kemudian Perda No.4 Tahun 2011 menetapkan bahwa 
perumahan sepanjang jalan Besar Ijen sebagai cagar budaya. Perda yang mengatur 
RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 ini menyatakan bahwa perumahan 
sepanjang Jalan Besar Ijen adalah lingkungan cagar budaya dan bangunan cagar 
budaya yang memiliki nilai sejarah dan penanda atau jati diri pembentukan kota. 
Hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian Pemerintah Kota Malang terhadap 
kawasan Jalan Ijen.  
Konsistensi Pemerintah Kota Malang dalam menjadikan Kawasan Jalan 
Ijen sebagai Cagar Budaya mulai menunjukkan komitmen. Komitmen ini dapat 
diketahui dari penyelenggaraan FGD (Focus Group Discussion) mengenai Perda 
Cagar Budaya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Tatang S. selaku Staff Penyusun 
Program Disbudpar sebagai berikut. 
“Pihak Disbudpar dibantu Bappeda mulai membahas Rancangan Perda Cagar 
Budaya. Dimulai dengan FGD yang telah dilaksanakan selama 3 kali di Balai Kota 
pada tanggal 18, 24 dan 31 Maret 2016 dengan membahas tentang masukkan 
bangunan/benda/situs/kawasan yang bisa diinvetarisasikan sebagai cagar budaya, 
draft Perda dan Pembahasan pasal Perda. Pihak yang diundang adalah perwakilan 
dinas-dinas Kota Malang yang terkait, Budayawan, Sejarahwan, Perwakilan 
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akademisi, dan perwakilan masyarakat” (Wawancara pada hari Senin, 17 April 
2016, pukul 10.00 WIB, Disbudpar Kota Malang – Kantor Pelayanan Terpadu). 
 
2. Faktor Penghambat 
1. Belum adanya Perda Cagar Budaya 
Peraturan Walikota Malang mengenai Cagar Budaya yang masih dalam 
proses perumusan menandakan bahwa selama ini peraturannya masih lemah dalam 
pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Malang. Kawasan Jalan Ijen 
sebagai salah satu kawasan cagar budaya di Kota Malang mendapatkan dampak 
atas tidak adanya Perda yakni banyaknya renovasi bangunan rumah tinggal 
sehingga bangunan kehilangan unsur dan nilai didalamnya. Bahkan dari 5 dinas 
(Bappeda, Dishub, Disbudpar, DKP DAN DPU) yang diwawancarai, 4 dinas 
mengakui bahwa kendala utama dalam pengelolaan kawasan Jalan Ijen adalah tidak 
adanya Perda sebagai dasar hukum untuk operasional pengelolaan dan pelestarian 
cagar budaya di Kota Malang. Berikut adalah pernyataan Bapak Tatang selaku Staff 
Penyusun Program Disbudpar. 
“ Jujur saja Perda baru direncanakan pembuatannya di tahun 2016 ini. Hal ini 
merupakan keterlambatan dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota 
Malang. Namun, kami masih mengharapkan bahwa Perda ini nantinya mampu 
melestarikan dan dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan cagar budaya 
sehingga mampu memberlakukan sanksi kepada pada pihak perusak cagar budaya” 
(Wawancara pada hari Senin, 17 April 2016, pukul 10.00 WIB, Disbudpar Kota 
Malang – Kantor Pelayanan Terpadu). 
Pernyataan dari pihak Disbudpar ini diperkuat oleh pernyataan dari Bu 
Agustina R. selaku Kasubid Tata Ruang di Bappeda kota Malang yang berpendapat 
sebagai berikut. 
 “Kawasan Jalan Besar Ijen adalah kawasan cagar budaya. Kami memang belum 
berani melakukan tindakan apa-apa dalam pengelolaannya karena tidak ada 
Perdanya. Tidak adanya aturan yang jelas dan tidak adanya panduan dalam 
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pengelolaannya, jadi kami belum merencanakan apapun. Kami hanya 
merencanakan Kawasan tersebut sebagai kawasan strategis sosio-budaya untuk ke 
depannya, itupun masih dalam tahap review dan revisi” (Wawancara pada hari 
Senin, 4 April 2016, Pukul 09.00 WIB, di Bappeda Kota Malang di Jalan Tugu 
No.1). 
2. Anggaran kawasan yang tidak teridentifikasi 
Tidak teridentifikasinya aspek pembiayaan dalam pengelolaan kawasan 
Jalan Ijen. Pihak-pihak yang selama ini mengelola kawasan Jalan Ijen tidak ada 
yang mengungkapkan jumlah kebutuhan dana yang digunakan untuk mengelola 
kawasan dan tidak ada rencana anggaran dalam pengelolaan di masa mendatang. 
Hal ini diakui oleh Bapak Tatang S. selaku Staff Penyusun Program Disbudpar 
sebagai berikut. 
“Berhubung Perda cagar budaya belum ada, maka sumber pembiayaan untuk 
mengelola rumah tersebut bersifat indvidu yakni rumah tinggal ditanggung 
sepenuhnya oleh pemiliknya. Anggaran khusus untuk pengelolaan kawasan Jalan 
Ijen belum direncanakan sehingga tidak ada laporan keuangan mengenai hal 
tersebut.” (Wawancara pada hari Senin, 17 April 2016, pukul 10.00 WIB, 
Disbudpar Kota Malang – Kantor Pelayanan Terpadu). 
 
3. Kurangnya partisipasi masyarakat 
Masyarakat selama ini hanya ikut meramaikan kegiatan yang 
diselenggarakan di Kawasan Jalan Ijen atau sebagai pengunjung Gereja dan 
Museum. Masyarakat masih pasif dalam ikut melestarikan kawasan Jalan Ijen. 
Partisipasi yang masih lemah dapat dilihat dengan masyarakat yang tidak ikut 
melindungi Taman Tengah di Jalan Ijen. Berikut adalah pernyataan dari Ibu Minarti 
selaku Pemelihara Taman di bidang Pertamanan DKP. 
“Kalau boleh jujur, saya pribadi merasa kecewa dengan masyarakat karena kurang 
ikut menjaga kebersihan di Kawasan Jalan Ijen. Selain itu, banyak juga yang 
merusak taman tengah di Jalan Ijen. Bahkan masyarakat seringkali protes terhadap 
perawatan Taman dan kebersihan yang kurang baik, sayangnya mereka protes di 
belakang. Kotak aduan, website dan pengaduan lewat media seperti koran juga 
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tidak ada, namun seringkali kami mendengar bahwa pekerjaan PNS kurang baik. 
Jadi, jujur saja kami tidak tahu kelemahan kami jika masyarakat tidak memberitahu 
secara langsung dan tidak memberikan solusi ” (Wawancara pada hari Senin, 14 




Gambar 19. Masyarakat sebagai Pengunjung CFD 
Sumber : Dokumentasi Penulis. 
Pernyataan dari Ibu Minarti dapat dibuktikan dengan gambar diatas. 
Gambar tersebut diambil dalam kegiatan CFD. Banyak warga yang selaku 
pengunjung CFD yang melupakan perawatan Taman, padahal sudah jelas tertera 
ada tulisan “Rumput dilarang diinjak”. Partisipasi yang masih lemah terhadap 
pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya di Kawasan Jalan Besar Ijen 
menjadi salah satu penghambat. Selain itu, masyarakat juga kurang aktif dalam 




C. Analisis Data 
1. Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Jalan Ijen berbasis 
Sustainable Development 
a. Aspek Kelembagaan 
Teori kelembagaan dalam administrasi publik berkaitan dengan organisasi 
dan manajemen institusi publik. Menurut Siagian (1997:117), sebagai alat 
administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. 
Pertama, organisasi sebagai “wadah” dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan 
manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dapat dipandang sebagai “proses” 
dimana dianalisa interaction antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. 
Dua sudut pandang ini juga dapat diterapkan dalam aspek kelembagaan 
pengelolaan cagar budaya yang menunjukkan siapa saja organisasi dan pihak yang 
terlibat serta bagaimana kerjasama antar pihak tersebut. 
Organisasi adalah wadah untuk mengelola sumber daya. Adanya organisasi 
akan mempercepat tercapainya stabilnya tindakan (Scott, 2008:21).  Kestabilan 
tindakan perlu diterapkan dalam pengelolaan cagar budaya sehingga membutuhkan 
suatu organisasi pengelola. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 97 dalam UU No.11 
Tahun 2010 menyatakan bahwa “Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan 
oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 
masyarakat hukum adat. Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat”. 
Peraturan mengenai pembentukan badan pengelola belum dijalankan oleh 
Pemerintah Kota Malang. Hal ini dapat diketahui dengan Cagar budaya di kawasan 
115 
 
Jalan Ijen yang dikelola oleh banyak pihak (dapat dilihat pada Tabel 12 tentang 
pihak-pihak yang mengelola kawasan Jalan Ijen). Dari tabel tersebut diketahui 
bahwa tidak ada organisasi yang khusus mengelola kawasan, melainkan 
pengelolaannya terpisah antar bagian kawasan. 
Pengelolaan kawasan yang terpisah belum didukung oleh koordinasi antar 
pihak pengelola. Kerjasama yang kurang terjalin dapat dilihat di Gambar 8 
mengenai Koordinasi antar Pihak Pengelola Kawasan Jalan Ijen. Gambar tersebut 
menunjukkan titik koordinasi yang terpisah karena tidak ada koordinasi yang jelas 
dan kerjasama yang nyata. 
Dalam permasalahan tidak ada badan pengelola khusus dan belum adanya 
koordinasi antar pengelola, maka dapat dianalisis dengan perspektif kelembagaan 
baru. Scott memandang kelembagaan sebagai: “institution are comprised of 
regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with 
associated activities and resources, provide stability and meaning to social life” 
(Scott, 2008: 48). Pendapat Scott ini menjelaskan bahwa elemen/pilar kelembagaan 
terdiri atas pilar regulatif, normatif dan kultural kognitif.  
Pilar normatif menunjukkan bahwa norma menghasilkan preskripsi, bersifat 
evaluatif, dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Tanggung 
jawab dalam pengelolaan kawasan Jalan Ijen tidak diketahui dilimpahkan kepada 
pihak yang mana. Hal ini dikarenakan para pengelola bertanggungjawab secara 
terpisah dalam mengurusi bagian masing-masing. 
Tidak adanya penegasan tanggung jawab karena tidak adanya badan 
pengelola menjadikan tidak adanya evaluasi dalam pengelolaan kawasan cagar 
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budaya di Kawasan Jalan Ijen. Para pihak tidak merasa harus bertanggung jawab 
kepada masyarakat karena tidak adanya kontrol dan evaluasi dalam 
pengelolaannya. Selain itu, para pengelola memandang bahwa tidak ada norma 
yang mengikat para pihak pengelola.  
Norma berguna untuk memberi pedoman pada aktor apa tujuannya (goal 
dan objectives), serta bagaimana cara mencapainya. Aktor disini adalah para 
pengelola yang berkewajiban mengelola kawasan cagar budaya tetapi mereka tidak 
memiliki pedoman dan tujuan. Mereka hanya mengelola bagian kawasan seadanya, 
tanpa harus terikat pada kerjasama, pedoman dan tujuan apapun. Padahal bagian-
bagian kawasan Jalan Ijen perlu dilestarikan agar tidak kehilangan unsur dan nilai 
didalamnya.  Meskipun pengelolaan Kawasan Jalan Ijen dapat berjalan selama ini, 
tetapi dengan adanya organisasi dan kerjasama dapat mengidentifikasikan 
pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, lebih berpola dalam pengelolaannya 
dan dapat diprediksi masa depannya. 
Kebutuhan masa mendatang akan eksistensi cagar budaya dapat diupayakan 
dengan adanya organisasi pengelola. Hal ini dikarenakan organisasi memberikan 
keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab seseorang serta adanya 
pembagian tugas. “Organisasi adalah manifestasi kemampuan manusia untuk 
bekerjasama secara kooperatif karena tugas-tugas yang terdapat didalam organisasi 
harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, kemauan dan bakat orang-orang 
didalam organisasi” (Siagian, 1997:120).  Dengan begitu, sangat perlu dibentuk 
organisasi pengelola Kawasan Jalan Ijen atau dibentuknya Tim Cagar Budaya. 
Tugas Tim ini antara lain : 
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- Memberi pertimbangan terhadap penetapan bangunan dan/atau lingkungan 
menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. 
- Memberikan pertimbangan kepada kepala daerah atas izin kepada orang yang 
melakukan pemanfaaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya untuk 
kepentingan agama, sosial,  pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan, dengan tetap memperhatikan kelestarian bangunan dan/atau 
lingkungan cagar budaya. 
- Memberi pertimbangan kepada kepala daerah atas izin terkait pendirian 
bangunan baru pada lahan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus 
menyesuaikan situasi  dan kondisi bangunan dan/atau lingkungan cagar 
budaya. 
- Memberikan pertimbangan kepada kepala daerah atas izin yang diberikan 
kepada orang yang melakukan pemugaran bangunan dan/atau lingkungan 
cagar budaya berdasarkan pada penggolongan bangunan dan/atau lingkungan 
cagar budaya yang telah ditetapkan. 
- Memberikan pertimbangan kepada kepala daerah atas izin yang diberikan 
kepada orang yang akan membongkar sebagian atau melakukan demosili 
terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya (Setiyani, 2009). 
Dengan melihat tugas Tim Cagar Budaya dapat secara jelas menunjukkan 
penegasan tanggung jawab pengelolaan Kawasan Jalan Ijen. Tim ini juga dapat 
bekerjasama dengan para pemilik bangunan rumah tinggal, pengelola Gereja Ijen 
dan pengelola museum Brawijaya yang diharapkan dapat mempertimbangkan 
pelestarian kawasan Jalan Ijen untuk generasi mendatang. Tidak hanya itu, 
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pembentukan Tim ini dapat memenuhi salah satu syarat Sustainable Development 
berupa Keberlanjutan Sistem Sosial. Keberlanjutan sistem sosial mengharuskan 
adanya kombinasi pengembangan kelembagaan, kepercayaan, hukum, identitas 
budaya dan moralitas agar keberlanjutan sistem sosial dapat tercapai (Asdak, 2012 
: 40-42).   Jadi, fungsi Tim ini sebagai solusi atas Keberlanjutan sistem sosial dalam 
Kawasan Jalan Ijen yang dapat dikatakan masih lemah karena telah diketahui 
bahwa belum adanya kerjasama yang jelas antar pihak dan kurang perhatiannya 
terhadap bangunan cagar budaya. Desakan untuk membentuk Tim Cagar Budaya 
sebenarnya telah diumumkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan melalui Surat 
Himbauan No.1826/ E.2.2./C.B./2015 mengenai Pembentukan Tim Ahli Cagar 
Budaya. Surat Himbauan ditujukan kepada semua kepala daerah, termasuk walikota 
Malang. Surat Himbauan dapat dilihat di Lampiran 2. 
Tim cagar budaya atau Tim Pengelola Kawasan Jalan Ijen dibentuk agar 
kerjasama dan koordinasi antar pihak pengelola dapat diwujudkan. Koordinasi 
adalah aktivitas membawa orang-orang, materiil, pikiran-pikiran, teknik-teknik dan 
tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai 
tujuan (Rivai dan Mulyadi, 2009:129). Koordinasi harus mampu menghubungkan, 
menyatupadukan dan menyalaraskan hubungan antara orang-orang, pekerjaan-
pekerjaan dan satuan-satuan organisasi yang satu dengan yang lainnya agar 
harmonis. Dengan koordinasi, maka pembagian kerja lebih jelas. Jadi, Tim 
Pengelola atau Tim cagar budaya dapat bertindak sebagai koordinator dalam 
pengelolaan kawasan Jalan Ijen. 
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Disisi lain, Tim cagar budaya tidak segera dibentuk dapat menambah 
kelemahan dalam keberlanjutan sistem sosial dalam pengelolaan Kawasan Jalan 
Ijen. Hal ini karena tidak adanya organisasi dan kerjasama antar pihak dapat ditinjau 
pula dari Sustainable City Development. Konsep Sustainable City Development ini 
menambahkan pilar pada pengembangan kota berkelanjutan yakni pilar 
Governance dengan salah satu prinsipnya adalah hubungan (relation) (Zulkifli, 
2015:64). Hubungan ini diartikan sebagai manifestasi koordinasi para pemangku 
kepentingan untuk mengoptimalkan perwujudan pembangunan kota berkelanjutan. 
Dengan hubungan ini, maka akan terjalin kerjasama antar pemangku kepentingan, 
antar sektor dan antar daerah. Pemangku kepentingan dalam masalah ini adalah 
para pengelola Kawasan Jalan Ijen. Kerjasama belum terjalin dengan baik antara 
para pengelola Gereja Ijen, pengelola museum brawijaya maupun pihak pemerintah 
(DPUPBB, Disbudpar, DISHUB, DKP dan Bappeda). Dengan adanya Tim Cagar 
budaya dapat dijadikan wadah ataupun perantara untuk menjalin kerjasama antar 
pihak.  
Pilar relation yang menekankan kerjasama telah diketahui bahwa belum 
adanya hubungan yang baik antar pihak pengelola sehingga membutuhkan adanya 
sinergi. Menurut Pamudji, “Sinergi adalah kerja sama yang mengindikasikan 
adanya dua faktor atau dua pihak lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan 
yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama” (1985:12).  Dalam setiap 
sinergi terdapat unsur penting yakni : 
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a. Adanya dua pihak (faktor) lebih. Pengelolaan kawasan Jalan Ijen telah 
diketahui bahwa pengelola (aktor) cukup banyak. Aktor-aktor ini dapat dilihat 
di tabel 12 tentang pihak-pihak pengelola Kawasan Jalan Ijen. 
b. Adanya unsur interaksi. Para pengelola masih merawat bagian kawasan 
masing-masing tanpa melakukan interaksi yang intensif. Museum Brawijaya 
melakukan interkasi dengan Disbudpar hanya sekedar dalam tahap promosi 
museum yang dilakukan setahun sekali, pihak gereja tidak berinteraksi dengan 
pemerintah, pengelola berinterksi dengan pemerintah ketika membutuhkan ijin 
renovasi atau pemindah tanganan kepemilikan rumah. Pihak gereja dan pihak 
museum tidak melakukan interksi, para pemilik rumah tidak saling berinterksi 
satu sama lain (bahkan tidak pernah hadir dalam kegiatan rapat Rukun 
Tetangga), serta Pemerintah hanya melakukan interaksi dengan perwakilan 
para pihak pengelola ketika ingin merumuskan peraturan daerah (perda) dan 
mensosialisasikan perda yang berhubungan dengan kawasan tersebut. Selain 
itu, masyarakat hanya sebagai pengunjung kawasan Jalan Ijen tetapi tidak 
memberikan kritik dan saran terhadap pengelolaannya. 
c. Adanya unsur tujuan bersama. Pada pengelolaan kawasan Jalan Ijen yang 
dijadikan sebagai cagar budaya masih belum menjadi tujuan bersama. Hal ini 
dikarenakan para pengelola hanya mengelola bagiannya masing-masing tanpa 
melihat ketentuan dalam pengelolaannya, seperti ijin renovasi yang harusnya 
sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Bangunan yang dilestarikan, tetapi 
renovasi melakukan ijin sesuai dengan ijin renovasi bangunan biasa. Pada 
kasus ini dapat dilihat dari kontraversi rumah No.14, masyarakat menganggap 
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rumah tersebut sebagai bangunan cagar budaya yang tidak seharusnya di 
renovasi secara keseluruhan tetapi pemilik rumah dan Pemerintah mengatakan 
bahwa rumah tersebut belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya 
sehingga sah-sah saja dalam merubah bentuk. Jadi, masyarakat, para pemilik 
rumah, Pengelola gereja, pengelola museum dan Pemerintah perlu 
mengadakan pertemuan bersama untuk menyatukan tujuan bersama dalam 
pengelolaan dan pelestarian kawasan Jalan Ijen. 
Pengelolaan Kawasan Jalan Ijen belum memenuhi unsur-unsur sinergi. Padahal 
unsur-unsur sinergi diatas dapat dilihat bahwa sinergi sangat penting dalam 
mengelola kawasan Jalan Ijen karena sinergi dapat mengatasi sebuah masalah. 
Berikut adalah keuntungan atas sinergitas antar pengelola. 
a. Mampu mendapatkan informasi yang akurat yang akan berguna dalam 
menentukan langkah-langkah yang harus diprioritaskan dalam mengatasi 
masalah. 
b. Mampu melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang masing-masing 
stakeholders yang terlibat. 
c. Mampu menggabungkan informasi yang bersifat statistik dan kualitatif guna 
memahami akar permasalahan yang sesungguhnya. 
d. Mampu memahami nilai-nilai lokal yang akan digunakan dalam 
mengidentifikasi strategi yang harus dipakai dalam mengatasi masalah (Lasker 
dan Weiss, 2003:125). 
Keuntungan-keuntungan tersebut diperoleh dengan adanya sinergitas sehingga para 
pengelola membutuhkan sinergitas. keuntungan dapat berbentuk informasi-
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informasi yang nantinya dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pengelolaan 
kawasan, mengetahui pengelolaan dari sudut pandang para pengelola, memahami 
akar permasalahan atas pengelolaan yang selama ini dilakukan dan dapat 
memahami nilai-nilai lokal yang akan digunakan dalam membuat strategi 
pengelolaan. Pada intinya suatu kerjasama membutuhkan interaksi yang jelas dari 
para pemangku kepentingan sehingga pengelolaan kawasan dapat mempertahakan 
keberlanjutan dari segi fisik maupun nilai history-nya. 
Pada keberlanjutan sistem sosial menyebutkan bahwa perlu adanya kohesi 
sosial. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu 
masyarakat atau kelompok untuk tinggal didalamnya dan dengan aktif berperan 
untuk kelompok, hidup rukun dan saling memahami. Pada awal pembentukan 
kawasan Jalan Ijen diperuntukan bagi bangsawan dan kaum intelektual Belanda. 
Hal ini dikarenakan kawasan ini merupakan bagian dari pola penyebaran 
permukiman di Kota Malang ahun 1914-1939 yang menunjukkan bahwa daerah 
permukiman eropa terletak di sebelah barat daya dari alun-alun, Taloon, Sawahan 
dan sekitarnya. Selain itu juga terdapat disekitar Kayutangan, oro-oro dowo, 
Celakat, Klojen, dan Rampal. Penduduk Eropa saat itu sekitar 25.000 Jiwa. 
Pada tahun 2016, pengelolaan keberlanjutan sistem sosial kurang didukung 
oleh interaksi antar pengelola kawasan terutama pemilik bangunan rumah di 
sepanjang Jalan besar ijen. Pada setiap pertemuan warga, hampir semua pemilik 
bangunan tidak hadir dan hanya menyerahkan biaya keamanan dan kebersihan 
melalui asisten rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kohesi sosialnya masih 
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lemah. suasana kekeluargaan juga tidak dapat ditemukan di kawasan ini, kawasan 
ini terkesan hidup secara indvidualis. 
Tidak hanya Kohesi sosial yang lemah tetapi partisipasi masyarakat yang 
tidak sistematis dan kurang terlibat dalam pengelolaan kawasan Jalan Ijen menjadi 
pertimbangan yang kuat bahwa keberlanjutan sistem sosialnya masih lemah. Hal 
ini dikarenakan keberlanjutan sistem sosial membutuhkan adanya kombinasi antara 
partisipasi masyarakat, kohesi sosial dan pengembangan kelembagaan. Dari 
analisis aspek kelembagaan dalam pengelolaan kawasan Jalan Ijen dapat 
disimpulkan bahwa aspek kelembagaan dinyatakan masih lemah untuk menunjang 
keberlanjutan sistem sosial di kawasan Jalan Ijen untuk dimensi inter-generasi. 
 
b. Aspek Legalitas 
Aspek legal berkaitan dengan peraturan perundangan mengenai cagar 
budaya yang berlaku baik tingkat nasional maupun lokal. Kawasan Cagar Budaya 
diatur dalam UU No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya, tetapi Perda Cagar 
Budaya di Kota Malang masih dalam tahap perumusan. Selama ini, kawasan Jalan 
Ijen ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya hanya berdasarkan SK Walikota 
Tahun 1980, sedangkan aturan untuk pengelolaannya belum ada. Bahkan untuk 
penetapan gereja dan beberapa bangunan rumah lainnya masih dalam tahap 
registrasi. 
Peraturan atau regulasi adalah pilar penting dalam pengelolaan kawasan 
cagar budaya. Menurut Scott (2008: 48)  Pilar regulatif (regulative pillar) berkerja 
pada konteks aturan (rule setting), monitoring, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan 
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kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan reward and punishment. 
Monitoring pada pengelolaan kawasan Jalan Ijen dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) dan Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disbudpar) tetapi pengawasannya belum maksimal. Disbudpar 
mengakui hanya bisa menghimbau apabila ada renovasi bangunan rumah tinggal, 
sedangkan DPUPBB hanya bisa memberikan surat peringatan apabila renovasi 
dilakukan tidak sesuai dengan Advice Planning. Pelanggaran yang terjadi tidak 
mendapatkan punishment dengan alasan kurang kuat dalam aturan-nya berupa 
belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Cagar Budaya di Kota Malang sehingga 
dinas-dinas terkait tidak berani memberikan sanksi kepada pihak pelanggar. 
Perumahan di Kawasan Jalan Besar Ijen ditemukan beberapa hal 
pelanggaran seperti Rumah No.14 dan No.53 yang melakukan renovasi rumah 
sepenuhnya (tanpa mempertimbangkan fasade bangunan). Selain itu, Rumah No.1 
tidak ditinggali, sedangkan No.4, No.6 dan No.8 tidak dirawat dan tidak diketahui 
pemiliknya (gambar rumah tersebut dapat di lihat di Lampiran 7). Permasalan ini 
seharusnya ditindak lanjuti mengingat rumah-rumah ini adalah bangunan kuno 
yang perlu dilestarikan.  
Disbudpar dan DPUPBB dapat dikatakan kurang bijaksana dalam tidak 
menindaklanjuti kasus para pemilik rumah yang merenovasi tanpa melihat fasade-
nya. Hal ini mempertimbangkan bahwa sebenarnya ada punishment dalam 
pelanggaraan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 
Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Permen PU) Nomor 01/Prt/M/2015 Pasal 
22 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan menyebutkan 
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bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan upaya pelestarian dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.” Pasal ini mengacu pada 
Undang-undang 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya Pasal 105 menyebutkan 
bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
Selain tidak menerapkan punishment dalam pelanggaraan pengelolaan 
kawasan cagar budaya, Pemerintah Kota Malang juga belum menerapkan reward 
kepada pemilik rumah, pernyatan ini dinyatakan oleh Bappeda, DPUPBB dan 
Disbudpar bahwa Kota Malang belum memberikan Insentif dan disisentif pada 
pemilik rumah di Kawasan Jalan Ijen, pengelola Gereja Ijen dan pengelola Museum 
Brawijaya. Pada pasal 28 dalam Permen PU Nomor 01/Prt/M/2015  menyebutkan, 
“Pemberian kompensasi, insentif dan/atau disinsentif dilakukan untuk mendorong 
upaya pelestarian oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung 
cagar budaya yang dilestarikan.” Pasal ini mengacu pada UU No.11 tahun 2010 
pasal 22 yang menyebutkan, “Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan 
bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan 




Undang-undang dalam pengelolaan cagar budaya yang belum dijalankan 
menunjukkan bahwa kurangnya penegakkan dalam hukum dan kewenangan 
legalnya masih lemah.  Undang-undang sebagai kewenangan legal seharusnya 
menjadi kewenangan yang efektif. Isu utama dari kewenangan legal yakni berkaitan 
dengan persoalan bagaimana menilai legitimasi (keabsahan) suatu tindakan yang 
dilakukan oleh setiap lembaga, pejabat publik dan masyarakat. Tindakan yang tidak 
mendapatkan reward dan punishment menunjukkan bahwa undang-undang dalam 
pengelolaan cagar budaya ternyata belum diimplementasikan. Kemudian, tidak 
adanya yang menuntut dan mendesak akan dipatuhinya undang-undang tersebut 
juga menjadi salah satu bukti konkret bahwa semua pihak menilai bahwa undang-
undang tersebut tidak mengikat mereka sehingga memunculkan persepsi akan 
kurangnya kepedulian terhadap eksistensi kawasan Jalan Ijen sebagai Kawasan 
cagar budaya. 
Dalam konsep Sustainable City Development menjelaskan bahwa “proses 
dan kebijakan memiliki konsep yang berbeda-beda dalam mewujudkan kota yang 
keberlanjutan. Konsep tersebut disesuaikan dengan kota masing-masing yang 
dituangkan dalam bentuk strategi, program dan kebijakan” (Zulkifli, 2015:59). 
Kota Malang membuat kebijakan untuk masa depan Kawasan Jalan Ijen dengan 
membuat RTRW Perda No.4 tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang 2010-2030 
mencantumkan bahwa Sepanjang Jalan Besar Ijen adalah kawasan cagar budaya. 
Perda tersebut juga menyebutkan kawasan Jalan Ijen direncanakan sebagai kawasan 
strategis sosial-budaya. Kawasan sosial budaya adalah kawasan wajib dilestarikan 
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dan dipertahankan keberadaannya dengan tidak mengubah bentuk bangunan serta 
mengalihfungsikannya. 
Tidak hanya itu, Konsep Pariwisata yang diterapkan di Kota Malang 
menjadikan Kawasan Jalan Ijen sebagai daya tarik wisata berbasis ruang terbuka 
Hijau, berbasis sejarah dan budaya, serta berbasis peribadatan (Perwakot Malang 
No.34 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). 
Rencana Kota Malang mengenai Kawasan Jalan Ijen telah dipikirkan tetapi yang 
perlu ditekankan adalah detail rencana tersebut. Rencana-rencana tersebut sampai 
saat ini tidak memiliki landasan operasional dan SOP (Standard Operating 
Procedures). 
Pada sistem keberlanjutan sistem sosial menekankan pada kepercayaan, 
hukum, disiplin dan moralitas. Sisi hukum yang lemah telah ditunjukkan oleh 
aturan-aturan yang tidak dilaksanakan. Pada aspek kepercayaan juga belum terlihat 
dalam pengelolaan kawasan Jalan Ijen. Pemilik rumah yang tidak mendapatkan 
nilai dalam mempertahankan bangunannya menjadikan ketidakpercayaan pada 
Pemerintah untuk memberikan reward pada mereka.  
Dari analisis aspek legalitas dalam pengelolaan Kawasan Jalan Ijen sebagai 
kawasan cagar budaya dapat diketahui bahwa Sustainable Development-nya masih 
kurang terpenuhi. Hal ini dikarenakan Belum ada Perda dan Perwal yang secara 
khusus mengatur tentang cagar budaya. Sedangkan Perda RTRW yang mencakup 
arahan kawasan cagar budaya di kota Malang masih belum sempurna (belum jelas 
konsep pengelolaan kawasan cagar budaya) dan belum lengkap (belum adanya 
peraturan turunan seperti SOP dan panduan pengelolaan atau pelestarian). 
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c. Aspek Fisik 
Aspek fisik dari suatu cagar budaya dilihat dari tingkat keaslian, kondisi 
fisik, kepemilikan dan golongan bangunan yang berada didalamnya. Cagar budaya 
yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya berdasarkan kriteria:  
- mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; 
- berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima 
puluh) tahun; 
- memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling 
sedikit 50 (lima puluh) tahun; 
- memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang 
berskala luas; 
- memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya (UU No.11 tahun 2010 
Pasal 10). 
 
Kawasan Jalan Ijen yang ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya telah 
ditetapkan melalui SK Walikota tahun 1980. Kawasan di Jalan Ijen yang dijadikan 
kawasan cagar budaya adalah sepanjang Jalan Besar Ijen yakni dari perumahan No.2 
hingga gereja dan area di seberang jalannya yakni no.1-No.57. Kawasan ini terdiri 
dari bangunan rumah tinggal, Gereja Ijen, Museum Brawijaya dan Taman Tengah 




Gambar 19. Sketsa Kawasan Cagar Budaya di Jalan Besar Ijen 
Sumber : Data yang diolah. 
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Dari sketsa kawasan cagar budaya di Jalan Besar Ijen menunjukkan bahwa tidak 
semua kawasan di Jalan Ijen adalah kawasan cagar budaya. Selain itu, ciri khas dari 
kawasan ini adalah pohon palem kembar/mirror di antar dua sisi kawasan, serta 
adanya taman untuk memisahkan kedua sisi kawasan. 
Kawasan Jalan Ijen telah berumur lebih dari 50 tahun, yakni Kawasan ini di 
buat pada tahun 1914 yang dirancang oleh Karsten. Sepanjang Ijen Boulevard kala 
itu dikuasai oleh pejabat dan arsitek Bouwmaatschappij Villapark. Bentuk 
bangunan villa biasanya hanya satu lantai dengan atap pelana yang tinggi, 
berkemiringan curam. Curah hujan yang tinggi dan hawa Malang saat itu yang 
super sejuk membuat para arsitek meniru gaya rumah Eropa, sedangkan untuk 
sirkulasi udara dan pencahayaan ruangan, dibuat bukaan dan jendela yang lebar. 
Taman-taman juga menjadi salah satu unsur yang dimasukkan dalam desain. Setiap 
rumah di Ijen Boulevard didesain memiliki taman. Sebagai pemisah antara kawasan 
rumah dengan area pedestrian di tanami jejeran pohon palem. Taman selalu menjadi 
pengakhiran dari setiap titik pertemuan jalan. Villapark. Bentuk bangunan villa 
biasanya hanya satu lantai dengan atap pelana yang tinggi, berkemiringan curam. 
Curah hujan yang tinggi dan hawa Malang saat itu yang super sejuk membuat para 
arsitek meniru gaya rumah Eropa, sedangkan untuk sirkulasi udara dan 
pencahayaan ruangan, dibuat bukaan dan jendela yang lebar. Taman-taman juga 
menjadi salah satu unsur yang dimasukkan dalam desain. Setiap rumah di Ijen 
Boulevard didesain memiliki taman. Sebagai pemisah antara kawasan rumah 
dengan area pedestrian di tanami jejeran pohon palem. Taman selalu menjadi 
pengakhiran dari setiap titik pertemuan jalan. 
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Dengan berjalannya waktu, kondisi fisik Kawasan Jalan Ijen telah 
mengalami perubahan. Perubahan Kawasan dapat diakumulasikan sekitar 25%-
35%.  Perubahan besar terjadi pada bangunan rumah tinggal. Dalam renovasi 
bangunan rumah tinggal seringkali tidak sesuai fasade-nya. Fasade (selubung 
bangunan) merupakan elemen yang menjadi ciri khas khas bangunan kolonial, yaitu 
bagian wajah depan bangunan dan atap bangunan. Dalam UU No.11 tahun 2010 
menyebutkan bahwa Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar 
Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara 
memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan 
rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemugaran Cagar Budaya  
harus memperhatikan: 
- keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan; 
- kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; 
- penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan 
- kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. 
- wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
Pertimbangan fasade dan kriteria pemugaran (renovasi) bangunan rumah tinggal di 
Kawasan Jalan Besar Ijen tidak dilaksanakan oleh pemilik rumah maupun dinas-
dinas terkait. Bahkan DPUPPB tidak membedakan bangunan cagar budaya dan 
bangunan gedung biasa dalam pengawasannya.  
Aspek fisik dalam pengelolaan cagar budaya dipengaruhi oleh kepemilikan 
bangunan cagar budaya. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap 
Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk 
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melestarikannya. “Kepemilikan cagar budaya dapat dimiliki oleh Pemerintah dan 
indvidu/masyarakat (hasil turun-temurun hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, 
dan/atau putusan atau penetapan pengadilan). Cagar Budaya yang tidak diketahui 
kepemilikannya dikuasai oleh Negara” (UU No.11 tahun 2010).  
Kepemilikan rumah tinggal di Kawasan Jalan Besar Ijen adalah milik 
pribadi (non-pemerintah) kecuali No.2.  Berhubung bangunan rumah adalah milik 
pribadi, maka perpindahan kepemilikannya terjadi sangat cepat sehingga sulit 
apabila mengadakan pertemuan mengenai registrasi rumah sebagai bangunan cagar 
budaya karena pemiliknya selalu berubah. Kemudian pada kasus rumah yang tidak 
ditinggali dan dirawat, Pemerintah Daerah berhak mengambil alih, tetapi selama ini 
tidak ada tindakan tersebut dengan alasan  belum adanya Perda.  
Aspek fisik tidak hanya memuat tentang tingkat perubahan fisik dan 
kepemilikan cagar budaya, tetapi juga memuat tentang golongan bangunan dan 
golongan kawasan. Penggolongan bangunan cagar budaya, yakni menggolongkan 
cagar budaya berdasarkan tingkat pengendalian dan pelestariannya. Berikut adalah 
3 golongan bangunan. 
- Bangunan cagar budaya Golongan A (pengendalian ketat),  adalah bangunan 
cagar budaya yang harus dipertahankan dengan cara preservasi.  
- Bangunan cagar budaya Golongan B (pengendalian sedang), adalah bangunan 
cagar budaya yang dapat dilakukan pemugaran dengan catatan restorasi/ 
rehabilitasi atau rekonstruksi.  
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- Bangunan cagar budaya Golongan C (pengendalian longgar).  adalah bangunan 
cagar budaya yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara 
revitalisasi/adaptasi juga demolisi (Pemprov DKI, 2007 : 2). 
Penggolongan cagar budaya bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan dan 
pelestarian cagar budaya. Di Kota Malang, penggolongan cagar budaya belum 
dilakukan, sehingga dapat diketahui bahwa belum pula digolongkan bangunan-
bangunan yang berada di Kawasan Jalan Ijen. Hal ini menyebabkan kebingungan 
mengenai tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengelola bangunan maupun 
Kawasan Jalan Ijen. 
Sustainable Development menyatakan bahwa Proses perubahan yang 
membawa suatu kota untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik sebagai 
upaya meawadahi peningkatan intensitas penduduk dan aktivitasnya akan 
memberikan dampak berupa perubahan fisik kota yang akan terlihat lebih modern 
secara visual. Bangunan-bangunan kuno, kebudayaan, serta peninggalan lainnya 
yang merupakan bagian penting dari kota tersebut akan mengalami perubahan fisik 
secara perlahan seiring usia yang semakin tua serta proses modernisasi yang terjadi 
pada kota tersebut. Pada perubahan kawasan Jalan Ijen  terjadi moderniasi dari segi 
lanskap yang memperlihatkan perbaikan pada Taman tanpa mengubah keasliannya 
yakni mempertahankan pohon palem mirror, namun perubahan pada bangunan 
rumah tinggal yang meninggalkan unsur fasade-nya yakni merubah bangunan 
depan dan atas menjadikan visual bangunan kurang memperlihatkan unsur kolonial 
lagi. Dengan demikian, aspek fisik pada pengelolaan kawasan Jalan Besar Ijen 
sangat perlu dikendalikan, terutama pada bangunan rumah tinggal yang masih asli 
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(belum direnovasi sepenuhnya) sehingga dapat menjamin keberlanjutannya untuk 
generasi mendatang. 
Aspek fisik dapat menjadi bagian keberlanjutan sistem ekologi karena 
aktivitas-aktivitas pengelolaan kawasan Jalan Ijen  harus mempertimbangkan 
sumber daya lingkungan. Perubahan lingkungan dan perilaku manusia saling 
mempengaruhi. Manusia melakukan penyesuaian perilaku terhadap lingkungannya. 
Perilaku ini ada dua jenis yakni merubah tingkah laku agar sesuai dengan 
lingkungan dan/atau merubah lingkungan agar sesuai dengan perilaku. 
Perubahan-perubahan fisik yang terjadi di Kawasan Jalan Ijen telah 
merubah orientasi penggunaan kawasan Jalan Ijen. Kawasan yang dahulunya 
sebagai tempat bagi para kaum bangsawan dan kaum intelektual, kini menjadi objek 
utama di Kota Malang sebagai tempat interaksi, tempat wisata, dan spot foto yang 
disukai oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan modernisasi yang terjadi di Kawasan 
ini menjadi daya tarik bagi masyarakat. 
Perubahan fisik yang terjadi juga terlihat dengan perubahan ukuran gorong-
gorong di kawasan Jalan Ijen untuk mencegah banjir. Perubahan ini menunjukkan 
bahwa manusia harus hidup selaras dan tidak melawan “Hukum Lingkungan” 
sehingga modernisasi diimbangi dengan keadaan lingkungan. Namun, Jalan raya 
dan jalan trotoar tidak mengalami perubahan ukuran karena Arsitektur Karsten 
telah meramalkan modernisasi sehingga jalan di kawasan ini cukup lebar dengan 
dilengkapi trotoar bagi pejalan kaki. Dengan demikian keberlanjutan ekologisnya 
perlu lebih diperhatikan terutama pada perubahan bentuk bangunan agar kawasan 
Jalan Ijen mampu mempertahankan eksistensinya sebagai kawasan cagar budaya. 
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d. Aspek Pembiayaan 
Permasalahan pembiayaan menyangkut pada dua hal utama yakni 
bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana penggunaan dana. Dalam Aspek 
Pembiayaan dalam pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya menunjuk 
pada potensi sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, dan pembiayaan yang 
diperlukan dalam pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya. Pengelolaan 
kawasan Jalan Besar Ijen yang dilakukan oleh  pihak-pihak yang berbeda-beda 
menjadikan sumber pembiayaannya berbeda pula.  
Pembiayaan adalah aspek penting dalam pengelolaan. Sumber, perencanaan 
dan penggunaan dana dapat dilihat pada anggaran pengelolaan. Berdasarkan Tabel 
15 tentang Aspek Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Jalan Besar Ijen dapat 
diketahui bahwa anggaran pengelolaannya tidak dapat diidentifikasikan.  
Anggaran yang tidak dapat diidentifikasikan menjadi kesulitan dalam 
pengelolaan. Hal ini dikarenakan anggaran mempunyai dua fungsi utama. 
Anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan (planning) dan sebagai alat 
untuk pengendalian (control). “Angggaran dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengendalikan kegiatan dengan cara membandingkan hasilnya. Jika hasil 
sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus 
diambil untuk melakukan revisi terhadap perencanaan tersebut” (Safroni, 
2012:246). 
Anggaran tentang pengelolaan cagar budaya telah dicantumkan pada UU 
No.11 tahun 2010 Pasal 98 sebagai berikut. 
(1). Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 
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(2). Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau 
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(3). Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk 
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya 
dengan memperhatikan prinsip proporsional. 
(4). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk 
penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah 
ditetapkan sebagai Cagar Budaya. 
Peraturan mengenai anggaran Cagar budaya di Kota Malang menjadi tanggung 
jawab Disbudpar tetapi selama ini tidak ada pengalokasian khusus dalam 
pengelolaan kawasan Jalan Besar Ijen (lihat Tabel 15) sehingga permasalahan 
pembiayaan menjadi sulit untuk merencanakan dan mengontrol anggaran. 
Tidak hanya diatur didalam UU No.11 tahun 2010, pada Permen PU Nomor 
01/Prt/M/2015 Pasal 36 juga mengatur tentang pendanaan bangunan cagar budaya, 
sebagai berikut. 
(1). Pendanaan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
merupakan kewajiban pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung. 
(2). Dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
dilaksanakan oleh bukan pemilik dan/atau pengelola, pendanaan harus 
berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu akuntabel, transparan, 
partisipatif, produktif, dan berkelanjutan. 
(3). Pendanaan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan 
Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah 
dan tidak mengikat. 
Dari pasal 36 tersebut menekankan tata kelola keuangan yang baik, yaitu akuntabel, 
transparan, partisipatif, produktif, dan berkelanjutan. Transparansi anggaran dalam 
pengelolaan Kawasan Jalan Ijen tidak terpenuhi karena para pengelola menolak 
memberikan informasi mengenai anggaran. Hal ini juga menunjukkan pula bahwa 
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sisi berkelanjutannya belum dapat diukur. Sustainable Development memiliki 
prinsip berupa “memiliki visi, misi dan strategi jangka panjang yang diwujudkan 
secara konsisten dan kontinyu melalui rencana, program dan anggaran disertai 
mekanisme insentif-disisentif secara partisipatif” (Zulkifli, 2015:63). Selain 
anggaran, diketahui pula belum adanya insentif-disisentif bagi pemilik bangunan 
rumah di Kawasan Jalan Ijen (telah dijelaskan pada aspek regulatif). 
Anggaran pengelolaan yang tidak transparan ternyata menjadikan 
pembiayaan pengelolaan belum dapat memenuhi prinsip-prinsip anggaran yang 
baik. Anggaran yang baik adalah memenuhi prinsip-prinsip, antara lain : 
Transparansi dan akuntabilitas, Disiplin anggaran, Keadilan anggaran, Efisiensi 
dan efektivitas serta disusun dengan pendekatan kinerja (Safroni, 2012 : 250-251). 
Pada kasus belum adanya transparansi menjadikan prinsip lainnya tidak dapat 
dianalisis. Pembiayaan yang tidak transparansi menunjukkan bahwa masyarakat 
tidak diberikan hak dan akses dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai 
tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program 
dan kegiatan yang dianggarkan. Padahal masyarakat memiliki hak dalam akses 
tersebut, bahkan masyarakat dapat menuntut apabila pembiayaan yang digunakan 
tidak sesuai dengan perencanaannya. 
“Anggaran adalah rencana kerja jangka pendek yang dinyatakan secara 
kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter yang penyusunannya sesuai dengan 
rencana kerja jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya” (Safroni, 
2012:246).  Faktor dominan dalam anggaran ini adalah tujuan yang ingin dicapai, 
ketersediaan sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya anggaran, 
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maka dapat ditunjukkkan faktor-faktor tersebut sehingga memudahkan dalam 
pemetaan pengelolaan kawasan cagar budaya. Namun, Anggaran yang tidak 
diketahui kepastiannya dapat menjadi penghambat  tentang Kawasan Jalan Besar 
Ijen yang direncanakan sebagai Kawasan cagar budaya, kawasan Pariwisata dan 
kawasan strategis sosial-budaya. Dengan demikian, aspek pembiayaan dalam 
pengelolaan Kawasan Jalan Ijen belum dapat memenuhi konsep Sustainbale 
Development. 
Aspek pembiayaan dapat menjadi bagian keberlanjutan ekonomi. Hal ini 
dikarenakan aspek ekonomi menjelaskan tentang potensi sumber pembiayaan yang 
dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan potensi ekonomi di Kawasan Jalan Ijen dapat 
terbagi dalam tiga periode waktu yakni harian, mingguan dan Tahunan (dapat 
dilihat di tabel 16 tentang Potensi ekonomi di Kawasan Jalan Ijen). 
Keberlanjutan ekonomi di kawasan Jalan Ijen juga ditunjang oleh sistem 
pedestarian yang baik. Sistem pedestarian yang baik di suatu kota dapat memberi 
dampak yang baik berupa merangsang aktifitas perdagangan. Pada malam hari, 
banyak penjual kaki lima yang berjualan. Penjual kaki lima ini diperbolehkan, pada 
wacana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota menyatakan bahwa boleh 
melakukan kegiatan ekonomi asal tidak merubah bentuk bangunan. Sebenarnya 
telaah ini masih menjadi pertanyaan karena sebelumnya didalam Perda menyatakan 
bahwa tidak boleh menggunakan kawasan sebagai kawasan perdagangan dan 
bisnis. Dengan demikian keberlanjutan ekonomi di kawasan Jalan Ijen masih 
membutuhkan kejelasan karena perbedaan penafsiran. 
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2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam pengelolaan Cagar 
Budaya di Kawasan Jalan Ijen berbasis Sustainable Development 
Faktor Pendukung : 
1. Rutinitas Promosi 
Rutinitas Promosi Kawasan Jalan Ijen yang diadakan seminggu sekali 
melalui penyelenggaran CFD adalah bentuk pemasaran pariwisata dan bagian dari 
pengelolaan. Kegiatan seperti promosi pariwisata dapat menunjang kerjasama 
dalam penyebaran informasi pariwisata dan publikasi cagar budaya di Kota Malang.  
Promosi pariwisata ini bertujuan untuk menarik dosmetik lokal dan asing mengenai 
pembelajaran warisan sejarah. 
Promosi sebagai bagian pengelolaan merupakan salah satu kandungan 
dalam arti pengelolaan cagar budaya berupa pemanfaatan cagar budaya. Dengan 
promosi, maka dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan cagar budaya sehingga 
cagar budaya bukan hanya sebagai warisan sejarah tetapi juga dikelola untuk 
mempertahankan nilai-nilai didalamnya. Mempertahankan nilai dan bentuk cagar 
budaya adalah salah satu upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dengan 
menerapkan konsep Sustainable Development. 
Tujuan promosi bukan hanya mendatangkan pariwisata tetapi juga 
kerjasama masyarakat, pemerintah dan antarpengelola, serta mengembangkan 
daerah di sekitar Kawasan Jalan Ijen. Diketahui bahwa disekitar kawasan tersebut 
telah banyak usaha seperti Hotel dan Restauran. Hal ini tidak terlepas dari promosi 
pariwisata yang dilakukan di kawasan Jalan Ijen karena memiliki kepopuleran yang 
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cukup tinggi. Jadi, promosi yang rutin dapat menunjang keberlanjutan ekonomi 
sebagai salah satu pemenuhan syarat Sustainble Development. 
Kawasan Jalan Ijen yang didukung dengan Museum Brawijaya, Gereja Ijen, 
Taman difasilitasi tempat duduk, Transportasi yang mudah dan letak yang strategis 
adalah sarana penunjang Kawasan Jalan Ijen sebagai Kawasan cagar budaya. 
Sarana penunjang dan Kawasan Jalan Ijen adalah dua hal yang saling mutual 
(diuntungkan). Dengan sarana yang lengkap dapat menunjang kondisi Kawasan 
Jalan Ijen, begitupula sebaliknya yakni Kawasan Jalan Ijen yang ramai dikunjungi 
dapat meningkatkan perbaikan infrastruktur.  
Berkembangnya Kawasan Jalan Ijen sebagai sektor pariwisata dan Kawasan 
cagar budaya juga dapat mendorong Pemerintah Kota Malang untuk menyediakan 
infrastruktur yang lebih baik seperti penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, 
transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan 
kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga 
masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah. Selain itu, dapat meningkatkan 
pendapatan lokal seperti penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak 
resmi, pramuwisata tidak resmi, sopir angkut dan fotografer keliling. Dengan 
demikian, rutinitas promosi dan sarana penunjang adalah faktor pendukung di 
Kawasan Jalan Ijen sehingga keberlanjutan sosial dan ekonominya dapat 
dipertahankan. 
2. Komitmen Pemerintah Kota Malang 
Komitmen adalah kesungguhan dalam melakukan tindakan tertentu 
sehingga bersifat mengikat. Komitmen dalam suatu organisasi diterapkan untuk 
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mencapai suatu tujuan tertentu. Komitmen Pemerintah Kota Malang dalam 
pelestarian dan pengelolan kawasan Jalan Ijen dapat dilihat dengan dimulainya 
perumusan rancangan cagar budaya di Kota Malang. Rancangan ini menunjukkan 
kesungguhan Pemkot dalam menjaga cagar budaya yang berada di Kota Malang. 
Rancangan mengenai Perda ini menyangkut pembahasan benda/bangunan 
/situs/kawasan yang diduga sebagai cagar budaya yang dimiliki Kota Malang 
sebagai bekal inventarisasi di masa mendatang. Selain itu, draft ini membahas 
mengenai tata cara pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kota Malang. 
Kawasan Jalan Ijen sebagai salah satu cagar budaya di Kota Malang tentu kelak 
mendapatkan perhatian dalam tata kelola-nya agar keberlanjutan fisiknya dapat 
dipertahankan. 
Pengelolaan cagar budaya sangat membutuhkan komitmen yang kuat 
karena cagar budaya adalah warisan sejarah yang tidak dapat dibuat ulang. 
Kawasan Jalan Ijen yang memiliki historis dan penanda kota Malang harus benar-
benar dipertahankan karena sejarah tidak akan terulang. Dengan pengelolaan yang 
memperhatikan keberlanjutannya melalui Rancangan Perda, maka Perda dapat 
mengatur sebaik mungkin pengelolaannya sehingga nilai dan fisik Kawasan Jalan 
Ijen bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, Rancangan Perda merupakan 
salah satu komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mengelola dan menjaga 
kelestarian cagar budaya di Kota Malang, termasuk Kawasan Jalan Besar Ijen. 
 
Faktor Penghambat : 
1. Belum adanya Perda Cagar Budaya 
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Para pengelola bagian kawasan Jalan Ijen mengakui bahwa kendala utama 
dalam pengelolaan adalah belum ada Perda Cagar Budaya di Kota Malang. Hal ini 
menjadikan penghambat dalam menindaklanjuti reward and punishment dalam 
pengelolaannya. Selain itu, Perda yang belum ada menyebabkan tidak ada pedoman 
dalam pengelolaan Kawasan Jalan Ijen. 
Cagar budaya merupakan urusan Pemerintah Daerah sehingga 
pembentukan Perda adalah hal yang wajib. Perda ini berperan sebagai alat untuk 
menjalankan otonomi daerah dalam upaya pengelolaan dan pelestarian cagar 
budaya. Pembentukan Perda adalah fungsi legalisasi Pemerintah Kota sekaligus 
sebagai kewenangan legal. 
Urgensi pembentukan cagar budaya di Kota Malang dilandasi oleh dua hal. 
Pertama, adanya tuntutan dari Undang-undang diatasnya yakni UU No.11 tahun 
2010 tentang cagar budaya. Kedua, kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan 
dalam bentuk kebijakan daerah melalui Perda. Dengan Perda Cagar budaya, 
masyarakat dapat berkontribusi dalam pengelolaan cagar budaya dan para 
pengelola dijamin hak-nya untuk meminta bantuan kepada Pemerintah dalam 
pengelolaan cagar budaya. 
2. Anggaran kawasan yang tidak teridentifikasi 
Anggaran yang tidak teridentifikasi dalam pengelolaan kawasan Jalan Ijen 
menunjukkan kurang terorganisirnya dalam aspek pembiayaan sehingga tidak dapat 
dimunculkan efektivitas antara perencanaan dan evaluasi pengelolaannya. 
Anggaran adalah proses dalam menetapkan tujuan dan target, mengalokasikan 
sumber daya yang ada ke dalam aktivitas dan memutuskan cara pengelolaan yang 
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akan dijalankan. Hal ini adalah proses untuk menghubungkan infromasi keuangan 
dari pengelolaan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. 
Laporan keuangan adalah suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam 
pengelolaan cagar budaya yang telah diamantkan pada UU No.11 tahun 2010. 
Kurang terbuka dalam hal keuangan adalah faktor penghambat yang telah menjadi 
rahasia publik karena pihak pengelola rumah, pengelola gereja, pengelola museum 
maupun dinas terkait merasa bahwa keuangan adalah rahasia intern. Transparansi 
yang masih lemah dari pihak pengelola mengakibatkan tidak dapat disimpulkannya 
atas berhasil atau tidaknya dalam pengelolaan kawasan Jalan Ijen.  
 
3. Kurangnya partisipasi masyarakat 
Masyarakat adalah faktor utama sebagai objek maupun subjek dalam 
pembangunan suatu daerah. Masyarakat yang kurang aktif terhadap lingkungannya 
menjadikan pelanggaran tidak terkontrol, bahkan seringkali masyarakat sebagai 
pelaku utama pelanggaran tersebut. Dalam kasus cagar budaya, masyarakat perlu 
aktif dalam masukan pembuatan cagar budaya, pemberian informasi dalam 
inventarisasi cagar budaya dan ikut melestarikan cagar budaya. 
UU No.11 tahun 2010 menyebutkan bahwa masyarakat adalah pihak yang 
bertanggungjawab pula dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Lebih 
lanjut pada Pasal 99 menyatakan, “Masyarakat ikut berperan serta dalam 
pengawasan Pelestarian Cagar Budaya”. Selain itu, “Masyarakat dapat berperan 
serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya. Pengamanan Cagar Budaya dapat 
dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya 
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pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia” (Pasal 63). Keadaan 
Masyarakat di kawasan Jalan Ijen belum memberikan tanda-tanda menjalankan 
amanat tersebut, bahkan masyarakat melakukan perusakan taman dan buang 
sampah sembarang di Kawasan tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat yang 
merangkap sebagai pemilik rumah juga tidak dapat diajak kerjasama karena 
sebagian pemiliknya tidak ada dirumah dan sebagian lagi tidak diketahui 
pemiliknya. Jadi, partisipasi yang kurang menjadi hambatan besar atas pengelolaan 
kawasan Jalan Ijen. 
Kawasan Jalan Ijen perlu menerapkan sustainable development, yakni 
setidaknya masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan 
kawasan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan setidaknya mengandung tiga 
pokok, yakni : 
1. Titik berat partisipasi adalah keterlibatan dari mental dan emosional, kehadiran 
secara fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut 
bukanlah merupakan partisipasi. 
2. Kesediaan memberikan kontribusi. Wujud kontribusi dalam pembangunan 
dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan-bahan, sebuah 
pikiran dan ketrampilan. 
3. Kebersediaan untuk bertanggung jawab sepenuh hati (Soetrisno, 1995:221). 
Tiga pokok diatas dapat menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam 
suatu pembangunan, sedangkan dalam pengelolaan di Kawasan Jalan Ijen dapat 
dikatakan partisipasinya masih lemah. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa tidak 
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ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan Jalan Ijen karena merasa tidak 
memiliki aset apapun di kawasan tersebut. 
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Jalan Ijen sebenarnya 
dapat ditingkatkan dengan cara sosialisasi dan pengadaan kegiatan tertentu. Hal ini 
dikarenakan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yakni 
penyadaran dan pemberdayaan. Penyadaran merupakan pendekatan yang 
melibatkan proses pendidikan yang menarik. Penyadaran masyarakat dapat 
dilakukan dengan cara sosialiasi dan dialog terbuka yang menjelaskan, 
menganalisis dan melakukan desain ulang mengenai pengelolaan kawasan Jalan 
Ijen sebagai Cagar Budaya. Kemudian kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan 
dengan cara mengadakan kegiatan tertentu yang membutuhkan peran individu, 
masyarakat dan lembaga-lembaga untuk turut dalam kegiatan tersebut. Cara-cara 
ini dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat karena 
partisipasi masyarakat adalah salah satu tolak ukur keberhasilan dalam suatu 
pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang masih lemah 
menjadi penghambat dalam pengelolaan kawasan karena masyarakat kurang 
mendukung pengelolaan  yakni tindakan yang melanggar kebersihan dan perusakan 










Kawasan Jalan Ijen telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya 
melalui SK Walikota Tahun 1980. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan tersebut 
perlu dikelola dengan baik agar bentuk, nilai dan sejarahnya dapat bertahan hingga 
masa mendatang. Berdasarkan penelitian dan analisis mengenai Kawasan ini 
terdapat empat aspek pokok pengelolaan yang belum memenuhi syarat pengelolaan 
yang baik dan syarat sustainable development yakni tidak adanya Tim pengelola 
Kawasan dan tidak ada kerjasama antar pengelola, belum adanya Perda Cagar 
Budaya, belum adanya anggaran dan anggaran tidak teridentifikasi, serta perubahan 
fisik sebesar 25%-35% dari kawasan aslinya.  
Kawasan Jalan Ijen memiliki faktor penghambat dalam mengelola cagar 
budaya yakni belum adanya Perda, Anggaran yang tidak teridentifikasi dan 
partisipasi masyarakat yang masih lemah. Di sisi lain, Kawasan ini memiliki faktor 
penunjang  sebagai cagar budaya yakni rutinitas promosi dan komitmen 
pemerintah. Dengan melihat keseluruhan pengelolaan Kawasan Jalan Ijen dapat 
dikatakan bahwa pengelolaannya belum memenuhi konsep Sustainble 
Development. 
B. Saran 
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan 
Jalan Ijen, maka dapat direkomendasikan solusi berikut ini. 
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1. Dibentuknya Tim Pengelolaan Kawasan Jalan Ijen atau Tim Cagar Budaya 
Pembentukan Tim bertujuan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab 
kawasan Jalan Ijen. 
2. Inventarisasi cagar budaya secara rutin. Inventarisasi yang rutin dapat 
memperbarui informasi tentang keadaan cagar budaya di Kota Malang. 
3. Peningkatan kerjasama Pemerintah, masyarakat dan para pengelola Kawasan 
Jalan Ijen. Hal ini dapat dilakukan dengan pertemuan rutin untuk membahas 
pengelolaan rumah dan kawasan Jalan sehingga saling cross-check dalam 
pengawasannya. Selain itu, Pengelola dapat meminta bantuan kepada 
Pemerintah dalam pengelolaannya dan mendapatkan masukan dari masyarakat 
mengenai pemanfaatan kawasan. 
4. Pembuatan Perda Cagar Budaya di Kota Malang beserta SOP-nya. Pembuatan 
Perda ini bertujuan sebagai penguatan kewenangan legalitas sehingga dapat 
menindaklanjuti adanyan reward dan punishment dalam pengelolaan Kawasan 
Jalan Ijen. Perda yang ditunjang SOP dapat menjadi pedoman bagi para 
pengelola sehingga pengelolaan rumah dan bagian kawasan sesuai dengan 
fungsi dan manfaatnya. 
5. Perencanaan anggaran untuk Cagar budaya di Kota Malang. Selama ini anggaran 
dalam hal cagar budaya di Kota Malang masih kurang jelas perencanaan dan 
penggunaannya. Dengan penganggaran yang pasti dapat meunjukkan tujuan, 
cara dan pihak-pihak pengelolaannya. Selain itu, penganggaran sebagai bentuk 
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 Lampiran 1. DATA NARA SUMBER 
No Nama  Jabatan Waktu Wawancara Tempat 
Wawancara 
1 Tatang S. Staff Penyusun 
Program di 
Disbudpar 
- Jum’at, 23 Oktober 
2015, pukul 09.30 
WIB (Pra Riset). 
- Senin, 17 April 











Ruang di Bappeda  
- Selasa 20 Oktober 
2015, pukul 10.00 
WIB (Pra Riset) 
- Senin, 4 April 2016, 
Pukul 09.00 WIB. 
Bappeda Kota 
Malang di Jalan 
Tugu No.1. 
3 Joko  KASI pengaduan 
dan penyuluhan di 
DPUPPB 
Selasa, 15 Maret 2016, 
pukul 09.30 WIB. 
DPUPPB di Jalan 
Bingkil No.1, 
Sukun. 




Selasa, 1 Maret 2016, 
Pukul 09.30 WIB. 








- Kamis, 17 Maret 
2016, pukul 10.00 
WIB. 
- Jum’at, 18 Maret 
2016, pukul 10.00 
WIB 
Museum 
Brawijaya di jalan 
Ijen No 25 
Malang. 
6 Minarti Pemelihara Taman 
di bidang 
Pertamanan DKP 
Senin, 14 Maret 2016, 
pukul 10.30 WIB. 
DKP di Jalan 
Bingkil No.1, 
Sukun. 
7 Didit Staff Bidang 
Pengendalian dan 
Ketertiban Dishub 
Senin, 7 Maret 2016, 
pukul 09.00 WIB. 
Dinas 
Perhubungan di 
Jalan Raden Intan 
No.1. 
8 Indah Ketua RT 04 Selasa, 29 Maret 2016, 
pukul 09.30 WIB. 
Kediaman Rumah 
Ibu Indah di Jalan 
Taman Slamet, 
Rumah No.23 RT 
04 RW 04, 
Kelurahan Gading 
Kasri. 
9 Nayla Ketua RT 05 Selasa, 5 April 2016, 
pukul 10.00 WIB. 
Kediaman Ibu 
Nayla di Jalan 
Semeru, Rumah 









































































Lampiran 4. Pedoman Wawancara 
A. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 
1. Lembaga mana yang ikut berperan dalam  mengelola kawasan jalan ijen ? 
Bagaimana koordinasi dan kerjasama antar lembaga tersebut ? 
2. Bagaimana peran disbudpar dalam bekerjasama dengan Pihak museum brawijaya 
dan pihak gereja ? 
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak museum brawijaya dan pihak gereja 
ke pihak disbudpar ? 
4. Bagaimana peran disbudpar dalam bekerjasama dengan Masyarakat pemilik 
perumahan jalan ijen? 
5. Bagaimana kerjasama pihak pemerintah dengan sektor swasta dalam pelestarian 
kawasan cagar budaya di jalan ijen ? 
6. Kegiatan apa yang diselenggarakan kawasan jalan ijen tahun 2015-2016 ? 
7. Sejauh ini, bagaimana perkembangan pembuatan perda cagar budaya ? 
8. Siapa saja yang mengikuti FGD (Focus Group Discussion) dalam Perumusana 
Perda ? Telah dilaksanakan berapa kali ? Hasilnya apa? 
9. Bagaimana peran disbudpar ikut melestarikan kawasan cagar budaya jalan ijen ? 
10. Dari segi sejarah dan arsitekturnya, Bangunan di kawasan Jalan Ijen termasuk 
golongan apa ? 
11. Tingat kondisi fisik cagar budaya saat ini di kawasan jalan ijen sekitar berapa persen 
dibandingkan sebelumnya ? 
12. Dalam pemeliharaan cagar budaya secara umum, apakah semua dana berasal dari 
APBD ? 
13. Bagaimana laporan pembiayaan untuk mengelola kawasan Jalan Ijen ? 
 
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang 
1. Apa peran pihak bappeda dalam pembuatan perda cagar ? 
2. Dalam RTRW Kota Malang tahun 2010-2030 menyebutkan kawasan jalan ijen 
termasuk kawasan cagar budaya perlu dilestarikan. Lalu apa rencana Bappeda 
terkait hal tersebut? 
3. Dalam RTRW Kota Malang tahun 2010-2030 menyebutkan kawasan jalan ijen 
termasuk Kawasan obyek wisata yang diprioritaskan dikembangkan. Lalu apa 
rencana Bappeda terkait hal tersebut? 
4. Dalam RTRW Kota Malang tahun 2010-2030 menyebutkan perencanaan Kawasan 
Strategis Sosial Budaya. Lalu apa tujuan pembuatan kawasan tersebut ? apa rencana 
bappeda mengenai kawasan tersebut ? 
5. Perda / SK Gubernur/ SK Walikota nomor berapa saja yang mengatur urusan cagar 
budaya di Kota Malang  dan yang menetapakan cagar budaya di Kota Malang ? 
6. Bagaimana Bappeda ikut mengelola kawasan jalan ijen?  
 
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang 
1. Bagaimana bentuk pengawasan DPU terhadap perumahan di kawasan jalan ijen ? 
2. Apakah ada perbedaan ijin pemugaran perumahan di kawasan cagar budaya dengan 
perumahan di kawasan lainnya ? Apa saja syarat untuk melakukan ijin pemugaran 
bangunan bersejarah ? 





4. Dalam pengawasan bangunan di jalan ijen, apakah DPU bekerjasama dengan 
pihak/lembaga lain ?  
5. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pengawasan bangunan ? 
6. Dalam pengawasan bangunan, apakah biayanya hanya ditanggung oleh DPU/APBD 
? 
7. Apakah DPU memiliki kebijakan tertentu mengenai pengawasan bangunan cagar 
budaya? 
 
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 
1. Apakah ada perbedaan pengelolaan taman di jalan ijen dengan taman di kawasan 
lainnya? Bagaimana pengelolaannya? 
2. Darimana sumber pembiayaan dalam merawat Taman Tengah di Jalan Ijen ? 
Bagaimana perincian pengeluarannya ? 
3. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pemeliharaan taman di jalan ijen ? 
4. Apakah DKP melakukan kerjasama dengan pihak/lembaga lain dalam merawat 
Taman Tengah di Jalan Ijen ? 
5. Apakah DKP memiliki kebijakan tertentu mengenai perawatan taman dan 
kebersihan di kawasan cagar budaya ? 
6. Bagaimana tingkat kebersihan di Kawasan Jalan Ijen ? 
 
5. Dinas Perhubungan Kota Malang 
1. Apakah ada perbedaan pengendalian transportasi di Kawasan Jalan Ijen dengan 
Kawasan lainnya?  
2. Bagaimana kondisi dan situasi kawasan jalan ijen dari sudut jumlah kendaraan yang 
melintas daerah tersebut ? dan dari sudut keramaian jalan ? 
3. Apakah DISHUB memiliki program atau rencana dalam menerbitkan jalan di 
kawasan jalan ijen ?  
4. Dengan pihak mana Dishub melakukan kerjasama dalam menerbitkan jalan ? 
5. Dalam menerbitkan jalan Di kawasan jalan ijen, apakah anggarannya sepenuhnya 
dari Dishub ? Bagaimana perincian pengeluarannya ? 
 
 
6. Pengelola Museum Brawijaya 
1. Apakah museum brawijaya telah didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya ?  
2. Siapa saja yang mengelola museum brawijaya ? lembaga apa saja ? 
3. Darimana pemasukan anggaran untuk mengelola museum Brawijaya? bagaimana 
pengeluarannya? 
4. Apakah museum ini pernah direnovasi ? 
5. Bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan museum ? 
6. Apa Peran Museum Brawijaya dalam mendukung pelestarian Kawasan Jalan Ijen? 
 
7. Pengelola Gereja Ijen 
1. Apakah gereja ini telah didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya ? 
2. Siapa saja yang mengelola gereja Ijen ini ? 






4. Apakah Gereja pernah di renovasi ? berapa besar perubahan fisiknya ? 
5. Gereja ijen ini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah. Namun disisi lain 
dijadikan wisata sejarah, apakah pihak gereja tidak keberatan akan hal tersebut ? 
 
8. Ketua RT 04 dan 05 Perumahan Jalan Besar Ijen  
1. Bagaimana pendapat anda tentang Kawasan jalan ijen termasuk kawasan cagar 
budaya? 
2. Bagaimana Pak RT dan masyarakat sekitar dalam ikut menjaga pelestarian cagar 
budaya di kawasan jalan ijen ini ? 
3. Kawasan jalan ijen yang sering dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan, apakah 
memiliki dampak/pengaruh kepada masyarakat kawasan ini? 
4. Darimana sumber pembiayaan untuk mengelola bangunan rumah tinggal dan 
kawasan di Jalan Ijen ? bagaimana perincian pengeluarannya? 
5. Apakah pemilik rumah bekerjasama dengan pihak lain dalam mengelola rumah ? 
apakah ada bantuan dari pemerintah dalam merawat rumah ? 
6. Kawasan jalan ijen yang sering dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan, apakah 
memiliki dampak/pengaruh kepada masyarakat kawasan ini? 
7. Bagaimana perubahan rumah tinggal di Kawasan Jalan Ijen Besar ? berapa besar 



























































Lampiran 7. Dokumentasi Penulis  
 
Rumah No.14 yang sedang di renovasi dan menjadi kontraversi di tahun 2015 karena 
membongkar seluruh bangunan. 
 






Rumah No.08, salah satu rumah yang tidak rawat dan tidak diketahui kepemilikannya. 
 
 






Rumah No.06, salah satu rumah yang sedang diiklankan untuk dijual. 
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